SALINAN

D

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbgng :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, dan dalam rangka menciptakan : tertib

- administrasi dan penyeragaman bentuk, format serta

penyelenggaraan administrasi perkantoran, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata
‘Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945; f

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 " tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapad kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten = Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880); o

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara -
Republik Indonesia Nomor 5071); ? '

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan = Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Menetapkaﬁ: '

menyelenggarakan tata naskah dinas.

(Tambahan Lembaran Negara Republik Iﬁdonesia
Nomor 5234); 3 ?

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); ; : J

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 fentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang  Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah; : :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ‘Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Inaonesia
- Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas; ‘ :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN zTATA

~NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH - KOTA

BATAM
Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini. ‘

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah
Kota Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam



~Pasal 3

- Tata Naskah Dinas yang telah ada di Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota: Batam
agar disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas inj
paling lambat enam puluh (60) hari kalender sejak
Peraturan Walikota ini diundangkan. P o

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota
Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. : B

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku ;séjak ﬁanggal
- diundangkan. i e

~ Agar  setiap - orang mengetahuinya, rhemerir{tahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita
- Daerah Kota Batam. ' : o

| Ditetapkan di Batam (
pada tanggal 10 Mei 2021
. WALIKOTA BATAM

dto

~ MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARJS DAERAH KOTA BATAM -~

dto

JEFRIDIN -
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NQMOR 821

Salinan Sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub ' ‘
Plt. Kepala Bagian Hukum
s

DEMI HASFINUL NST,SH., MSI
Pembina Utama Muda
Nip. 19671224 199403 1 009



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 34 Tahun 2021 :
TANGGAL :10 Mei 2021
TENTANG : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

SISTEMATIKA :
BAB I PENDAHULUAN ~ : |
A. Latar Belakang | |
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud; dan

2. Tujuan.
C. Sasaran
D. Asas
E. Ruang Lingkup
F. Pengertian Umum
BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Arahan

1. Naskah Dinas Produk Hukum Daerah

a. Peraturan Daerah Kota Batam.

Peraturan Walikota Batam;
Peraturan Bersama Walikota Batam;
Peraturan DPRD Kota Batam;
Keputusan Walikota;
Keputusan DPRD Kota Batam;
Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam dan

Bmomoe a0 o

Lampiran Produk Hukum.

2. Naskah Dinas Pemberitahuan, Petunjuk/Arahan
a. Surat Edaran; dan
b. Instruksi.

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ Surat Tugas dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas). .

a. Surat Perintah Tugas;
b. Surat Perintah; dan
c. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
a. Nota Dinas; |
b. Disposisi;
c. Surat Undangan Intern; dan
d

. Memo.



2. Naskah Dinas Korespondesi Ekstern
a. Surat Dinas; dan
b. Surat Undangan Ekstern.
C. Naskah Dinas Khusus
1. Surat Perjanjian;
a. Perjanjian Dalam Negeri; dan
b. Perjanjian Internasional.
Surat Kuasa; |
Berita Acara;
Naskah Serah Terima Jabatan;
Surat Keterangan; '
Surat Pengantar;

Pengumuman;

® N o 0k LN

Notulen;
9. Sambutan Tertulis Walikota;
10. Siaran Pers;
11. Surat Panggilan;
12. Sertifikat; dan
13. Piagam Penghargaan.
D. Laporan
E. Telaahan Staf
BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS
A. Persyaratan Penyusunan
1. Keteliﬁan;
2. Kejelasan;
3. Singkat Padat;
4. Logis dan Meyakinkan; dan
5. Pembakuan.
B. Penomoran Naskah Dinas
1. Penomoran Naskah Dinas Arahan; 5
a. Pénomoran Naskah Dinas Produk Hukum Daefalﬁ; dan

b. Penomoran Naskah Dinas Penugasan (Surat Peﬁntah /Surat
Tugas). a f

2. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi :
a. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Intern
1) Penomoran Nota Dinas;
2) Penomoran Disposisi;
3) Penomoran Undangan Intern; dan
4) Penomoran Memo.

b. Penomoran Naskah Dinas Kdrespondensi Eksterﬁ
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1) Penomoran Surat Dinas; dan
2) Penomoran Surat Undangan Ekstern.
3. Penomoran Naskah Dinas Khusus
4. Penomoran Laporan
5. Penomoran Telaahan Staf
Nomor Salinan Surat
Nomor Halaman

Ketentuan Jarak Spasi, Paragraf Jenis dan Ukuran Huruf serta
Kata Penyambung

1. Jarak Spasi;

2.Jenis dan Ukuran Huruf; dan
3. Kata Penyambung.

Lampiran

Daftar Distribusi

Tembusan ' ‘
Penentuan Batas/Ruang Tepi;
Penggunaan Bahasé. da.n

Penggunaan Kertas, Sampul Naskah Dinas, Susunan Surat Dinas
dan Papan Nama. : »

1. Penggunaan Kertas;

2. Sampul Naskah Dinas;

3. Susunan Sarana Dinas; dan
4

Papan Nama.

BAB IV PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Masuk.

B.
C.

Naskah Dinas Keluar.

Pengamanan Naskah Dinas.

BAB V PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PENANDATANGAN
NASKAH DINAS

A.

B.
C.

Penandatangan

1. Penandatanganan

2. Penggunaan Garis Kewenangan

Paraf

Penulisan Nama Pe_]abat Yang Berwenang Menandatangam Naskah
Dinas

BAB VI PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT NASKAH
DINAS
A. Pengertlan i .
B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat
BAB VII PENUTUP '



'BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .
Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan téntang cara
melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kegiatan peflleﬁntah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Salah satu kompbnen pehting dalam
ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum Ruang lingkup
administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga
singkatan dan akronim, kear31pan, serta tata ruang perkantorap.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur adminisﬁasi umum
meliputi pengaturan tentang bentuk dan penyusunan naékah dinas,
penggunaan lambang daerah, logo, dan cap dinas, penggun%m bahasa
indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas kofespondensi,
kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum dan
ralat. '

Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku uniuk seluruh
Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam yang telah diatur sebelumnya,
dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2609 Tentang
Kearsipan pasal 32 ayat (2) dén ayat (3), Peraturan Kepala ArSip Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas, maka Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemérintah Kota
Batam perlu disesuaikan. ' |

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud |
Pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskaﬁ dinas pada
seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemérintah Kota
Batam. | | |

2. Tujuan Pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Peméﬁntah Kota
Batam bertujuan menciptakan keseragaman jenis,: format,’f penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan

dalam komunikasi kedinasan.



C. Sasaran

D.

Sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas ini adalah :

1.

Tercapainya kesamaan  pengertian - dan pemahaman dalam
penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh Organisaéi Perangkat
Daerah Kota Batam,; :

Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan

unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;

3. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikas;i tertulis;

4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyeleggaraari tata né}skah dinas;

dan ; :
5. Berkurangnya tumpang tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata
~ naskah dinas. | 5
Asas

Pedoman Tata Naskah Dinas di ngkungan Pemermtah Kota Batam ini

disusun berdasarkan asas sebagai benkut

1.

Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dllakukan secara efektlf dan

efisien dalam penulisan, penggunaan bahasa Indonesm yang baik,

~benar dan lugas.

Pembakuan | :

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara %dan bentuk
yang telah dibakukan. |
Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungja\{}abkan dari
segi isi, format, prosedur, kewenangan dan keabsahan. ‘
Keterkaitan |

Keglatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu
kesatuan sistem administrasi umum. ‘

Kecepatan dan Ketepatari

Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat? waktu, dan
tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusii

Keamanan

Tata naskah dinas harus aman dalam penyusunan,é klasifikasi,
penyampaian kepada yang berhak/distribusi, pemberi<asan, dan

kearsipan.



E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemérintah Kota

Batam meliputi pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas,

pembuatan dan penyusunan naskah dinas, pengurusan dan péngendalian

naskah dinas korespondensi, pejabat penandatangan naékah dinas,

penomoran naskah dinas, penggunaan lambang daerah, logo dalam

naskah dinas, stempel dinas, kop naskah dinas, pengamanan naskah

dinas, serta perubahan, pencabutan, pembatalan serta ralat tata naskah

dinas.

F. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal berikut

1.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan. E

Naskah dinas adalah komunikasi tertulis sebaga.1 alat komun1kas1
kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah.

. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembéga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara _langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktuz tertentu.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkaté OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kc;ta Batam.
Lambang Daerah adalah gambar yang menunjukkan idenﬁtas Daerah
Kota Batam.

Logo adalah gambar dan/atau huruf yang merupakan identitas
Pemerintah Kota Batam sebagai sarana promosi daerah yang
ditempatkan di sebelah kanan kop naskah dinas.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggarribarkan tata
letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara logo dan cap

dinas.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jébatan atau
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). v :
Kop Surat Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jébatan atau
nama Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu
yang ditempatkan di bagian atas kertas. ‘
Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang
menunjukkan jabatan atau nama Pemerintah Daerah,; Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) tertentu yang ditempatkan di bagian atas
sampul naskah. |

Delegasi adalah pelimpahan Wewenahg, dan tahggung jawab dari

pejabat kepada pejabat pada tingkat/eselonering sama atail pejabat di

bawahnya. :
Mandat adalah pelimpahan wewenang yang dlberlkan oleh atasan
kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama
yang memberi mandat. ’ :
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalal'fl hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat untuk menaﬁdatangani flaskah dinas
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jébatannya
Unit Pengelola adalah unit kerja pada OPD yang melaksanakan tugas
ketatausahaan OPD.
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BAB II :
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan :
Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijékan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
~ dalam penyelengaraan tugas dan kegiatan setiap Orgasnisaéi Perangkat
Daerah yang berupa Naskah Dinas Produk Hukum Daerah, Naskah Dinas
Pemberitahuan, Petujuk/Arahan yang berupa Surat Edaran, Iﬁs&uksi dan
Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah Tugas/ Surat. Perintah dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas) yang bersifat pemberitahuan, petunjuk/arahan
dan penugasan. |
1. Naskah Dinas Produk Hukum Daerah
a. Peraturan Daerah Kota Batam
1) Pengertian A
Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan
‘oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuén bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengétur urusan
~otonomi daerah dan tugas pembantuan. | |
2) Pejabat Yang Berwenang :
Peraturan Daerah yang dibuat oleh Bagian Hukum dan
ditandatangani berdasarkan penggunaanb dan kewenangan
pejabat penandatangan naskah dinas. |
3) Susunan
a) Judul |
(1) Judul peraturan memuat keterangan mefigenai jenis
nomor, tahun penetapan, dan nama peraturah.
(2) Nama  peraturan dibuat secara siﬁgkat dan
mencerminkan isi peraturan.
(8) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tf;mda baca.
b) Pembukaan |
Pembukaan peraturan terdiri dari hal—ha1 sebagéi berikut:
(1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahag Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang dilefalckan di
tengah margin. ;
(2) Nama jabatan pejabat yang menietapkan? peraturan



(3)
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ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma

()

‘Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.f

(a) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai
pokok-pokok pikiran yang menjadi latér belakang
dan alasan pembuatan peraturan.

(b) Pokok-pokok pikiran pada kohsiderar:ls memuat
unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yé.ng menjadi
latar belakang pembuatannya.

(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya ‘menyatékan bahwa
peraturan dianggap' perlu  untuk dibﬁat adalah
kurang tepat karena tidak mencenninl%an tentang
latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan.

(d) Jika konsiderans memuat lebih dari isatu pokok
pikiran, tiap-tiap pokok pikiran 'dirumu:skan dalam
rangkaian kalimat yang mefupakaﬂ kesatuan
pengertian. ; | | |

(e) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad
dan dirurnu‘skan daiam satu kalimat yémg diawali
dengan kata bahwa dan diakhiri dengan? tanda baca
titik koma (,). |

c) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
peraturan.

Peraturan perundang-undangan yang diguna{kan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundan;g-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. |

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari saiu, urutan
pencantuman perlu memperhatikan tata ‘urutan
peraturah perundang-undangan dan jika ﬁngkatannya
sama disusun secara kronologis berdas;arkan saat
pengundangan atau penetapannya. | :

Undang-Undang, Peraturan Pemeriniah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan



d)

e)

g)
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Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di

antara tanda baca kurung. |

Frasa “Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA BATAM dan WALIKOTA BATAM”.

Diktum terdiri dari: o

(1) Kata Memutuskan, yang ditulis seluruhhya dengan
huruf kapital tanpa spasi di antara Suklél kata dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua () serté diletakkan
di tengah margin. ‘

(2) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah déngan kata
Menimbang dan Mengingait. Huruf awal kata Menetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua (:). | -

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:

(1) Semua substansi peraturan perundang—un(iangan yang

dirumuskan dalam pasal-pasal.

(2) Substansi peraturan perundang-undangan ﬁerdiﬁ dari:
(a) Bab I Ketentuan Umum ditulis dengan hﬁruf kapital

dan semua substansi peraturan f;perundang-
undangan yang dirumuskan dalam pasal-basal;

(b) BAB II dan seterusnya;

(c) Frasa “Peraturan Daerah ini mulai bérlaku pada
tanggal diundangkan” diakhiri dengan tanda baca
titik (.); dan

(d) Frasa  “Agar setiap orang meﬂgetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturaﬁ Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Batam.

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebélah kanan

bawah, yang terdiri dari: , '

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lémbaga) dan

tanggal penetapan peraturan;



h)

i)

j)
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(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri ‘denganétanda baca
koma (,); ’ |

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peratilran; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan
gelar. g

Pengabsahan ‘ | ;

(1} Pengabsahan merupakan suatu pernyatéan bahwa
sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah,
suatu peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga
dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab di bidang hukum atau administrasi umum

(2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang té.nda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “salinan sesuai
dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat
yang berwenang dan cap lembaga yang bersaflgkutan.

Pengundangan |

Agar setiap orang mengetahuinya, Peratﬁran yang

dikeluarkan oleh ‘pimpinan tertinggi lembhga harus

diundangkan dengan menempatkan dalam: ‘

(1) Lembaran Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi
peraturan yang menurut perafuran ?perundang—
undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia) |

(2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia; ‘

(3) Berita Negara Republik Indonesia; (dituj'ukan " bagi
peraturan yang menurut peraturan perundaﬂg—undangan
harus diundangkan dalam Berita Negarja Republik
Indonesia) |

(4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;%

(5) Berita Daerah; dan/atau |

(6) Tambahan Berita Daerah.

Distribusi t

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan képada pihak

yang berhak secara cepat dan tepat wéktu, lehgkap serta
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aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan
pengendalian. |

k) Hal yang Perlu Diperhatikan
Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus
disimpan sebagai pertinggal.

Contoh Format Peraturan Daerah

WAL(KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3 . i Penomoran
} 2 (spasi.0 pt) © ' berurut
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM e

2 (spasi.O pt) ! Judul

I ditulis huruf
TENTANG : Kapital

-4 'y z

} 2 {spasi.O pt) ~
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Memuat alasan

WALIKOTA BATAM : ditetapkan
R . ¢ Peraturan.
} 2 (spasi.O pt) : ' Daerah

Menimbang :

Memuat
: | peraturan
c. dan seterusnya .....; . yang menjadi
: - dasar perlu,
, } 2 (spasi.O pt) | ditetapkan
Mengingat - : 1. ; : i Peraturan
Bing; Daerah

*
[
*
LB
]
»

3. dan seterusnya ...;
} 2 (spasi.O pt)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM’
2 (spasi.O pt}
MEMUTUSKAN: 1
} 2 {spasi.O pt)
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ..

BAB 1 ‘ © Memuat
i substansi

KETENTUAN-UMUM . . tentang
Pasal 1 . ‘kebijakan
} 2 {spasi.0 pt) :

. } 2 (spasi.O pt)
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'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar
Daerah Kota Batam

2 {spasi.O pt}
Ditetapkan di Batam.
padatanggal...
WALIKOTA BATAM

tandatangany 3 (spasi.0 Pty

NAMA
} 2 (spasi.O pt}
biundangkan diBatam ,
pada tanggal
:SEKRETARIS DAERAHKOTA BATAM

tandatangan ) 3 (spasi.0 pt)

s
.
[
i
i
t
i
[
'
.
'
'
)

X,

' NAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN -‘NOMOR

‘3 cm’ ' 2 (spasi.O pt) 5 em
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA. BATAM, PROVINSI%—Pp
KEPULAUAN RIAU.: (Nomor Urut Perda Kota Batam), ... (Nomor,

Urut Penyampaian Perda Kota Batam) / «..{Tahun);
. 2 (spasi.0pt)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

3 (spasi.0 pt)

: Tanggal
penandatanganan
¢ Namd lengkap
i ditulis huruf
kapital

!

Memuat tetang
f)cngundangan
da@x ditandatangani

! oleh yang
nfenyelengarakan

bidang hukum

NAMA
JABATAN

T T T T T T T O e I R Y Y
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b. Peraturan Walikota Batam

1)

2)

Pengertian f
Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan

susunan produk hukum yang bersifat perigaturanf ditetapkan

oleh Walikota Batam.

Pejabat Yang Berwenang

Peraturan Walikota yang dibuat oleh Bagian Hukum dan

ditandatangani berdasarkan penggunaan dan kewenangan
pejabat penandatangan naskah dinas. |

Susunan |

a) Judul ’

(1) Judul peraturan memuat keterangan meﬁgenai jenis
nomor, tahun penetapan, dan nama peraturah.

(2) Nama  peraturan dibuat secara sirigkat dan
mencerminkan isi peraturan.

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri taitnda baca.

b) Pembukaan

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

(1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha% Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diietakkan di
tengah margin.

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma ,
(). (

(3) Konsiderans diawali dengan kata Meriimbangi.

(4) Konsiderans memuat uraian singkat meng@enai pokok-
pokok pikiran yang menjadi latar belakangi dan alasan
pembuatan peraturan. |

(5) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mé:njadi latar
belakang pembuatannya.

(6) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyat@kan bahwa
peraturan dianggap perlu untuk dibuat adélah kurang
tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang

dan alasan dibuatnya peraturan.
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-18 -

(7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran,
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskaijl dalarﬁ rangkaian
kalimat yang merupakan kesatuan péngerﬁaﬁ.

(8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan hunif abjad dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan

kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma

()- |

Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.

(1) Dasar hukum memuat dasar kewenangan% pembuatan
peraturan.

(2) Peraturan perundang-undangan yang digunajkan sebagai
dasar hukum hanya peraturan pemndaﬁg—undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. j

(3) Jika jumlah peraturan perundang—unddngan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari saﬁtu, urutan
pencantuman perlu memperhatikan téta urutan
peraturan perundang-undangan daﬁ jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis berdasiarkan saat
pengundangan atau penetapannya.

(4) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan péancantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di
antara tanda baca kurung. E

Diktum terdiri dari: |

(1) Kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) sertél diletakkan
di tengah margin.

(2) kata Menetapkan, yang dicantumkan seéudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah déngan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 'Menetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri déngan tanda
baca titik dua (). |

Batang Tubuh ;

Bagian batang tubuh peraturan terdiri déri:

(1) Semua substansi peraturan pemndang—unciangan yang
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dirumuskan dalam pasal-pasal. ;

(2) Substansi peraturan perundang-undangan te}diri dari:

(a) Bab I Ketentuan Umum ditulis dengan Huruf kapital
dan semua substansi peraturan %perundang-
undangan yang dirumuskan dalam pasal-‘pasal;

(b) Bab II dan seterusnya ditulis dengan h1:1ruf kapital,
dilanjutkan dengan Bagian Kesafu, Parétgraf 1 dan
seterusnya;

(c) Frasa “Peraturan Walikota ini mulai bérlaku pada
tanggal diundangkan” diakhiri dengan tanda titik (.);
dan o

(d) Frasa  “Agar setiap orang meﬁgetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita baerah Kota
Batam. |

Kaki 7
Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebfelah kanan

bawah, yang terdiri dari:

| (1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat le;mbaga) dan

tanggal penetapan peraturan; A

(2) nama jabatan pejabat yang rhenetapkan, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri‘dengané tanda baca
koma (); |

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan perafuran; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangaﬂi peraturan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mehcantumkan
gelar. '

Pengabsahan ‘

(1) Pengabsahan merupakan suatu ‘pernyatiaan bahwa
sebelum digandakan dan didistribusikan dehgan sah,
suatu peraturan telah dicatat dan diteiiti sehingga
dapat = diumumkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab di bidang hukum atau administrasi urﬁum. :

(2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “sailinan sesuai
dengan aslinya” serta dibubuhi ta1f1da tangan pejabat

yang berwenang dan cap lembaga yaﬁg bersahgkutan.
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h) Pengundangan

J)

Agar setiap orang mengetahuinya, Peratﬁran yang
dikeluarkan oleh Walikota Batam harus diundangkan
dengan menempatkan dalam: v

(1) Lembaran Negara Republik Indonesia; _(ditﬁjukan bagi
peraturan yang menurut peraturan Eperundang—
undangan harus diundangkan dalam Lembéran Negara
Republik Indonesia); _

(2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

(3) Berita Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi
peraturan yang menurut peraturan ;perundang-
undangan harus diundangkan dalam Beﬁta Negara
Republik Indonesia); |

(4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesm,

(5) Berita Daerah; dan/atau r

| (6) Tambahan Berita Daerah.

Distribusi , |
Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak

~ yang berhak secara Cepat dan tepat waktu, lehgkap serta

aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengé.n tindakan
pengendalian. :

Hal yang Perlu Diperhatikan ‘ _
Naskah asli dan salinan peraturan yang d1paraf harus

disimpan sebagai pertlnggal
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' Contoh Format Peraturan Walikota

O T T T T T T T e R I e P . L

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
é 2 (spasi.0 pt}
PERATURAN WALIKOTA BATAM

.

Penomoran
berurut:
dalam satu
: tahun takwim

-2 (spasi.0 pt)
TENTANG

O Y S

Pz~

¢ Judul
¢ ditulis huruf
Kapital

}’2 (spasi.O pt)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
WALIKOTA BATAM

}2 {spasi.O pt)

——

Memuat alasan

' tentang perlu

. ditetapkan

i Peraturan.
Walikota

c. dan seterusnya
2 (spasi.O pt}

Memuat
:  peraturan
. yang menjadi
. dasar perlu
. ditetapkan
Peraturan
Walikota

3. dan seterusnya....;
2 (spasi.0 pt):
MEMUTUSKAN:.

2 {spasi.O pt)
BAB1
KETENTUAN UMUM
, Pasal 1 L.
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
2 (spasi.0 pt}
BAB1II
Bagian Kesatu
Paragraf 1.
Pasal ..

2 {spasi.O pt)

2 (spasi.0 pt}

KETENTUAN PERALIHAN (}d{a diperlukan).

BAB.....
KETENTUAN PENUTUP

M e e W W e e e mw m wcwm w o m o omm e W wow ow o w meE e e s

Memuat
substansi
tentang.
kebijakan

o
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Peraturan Walikota ini imulai berlaku pada tan ggal diundan glkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan'
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Daerah Kota.
Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal
WALIKOTA BATAM

tandatangan
NAMA
Diundangkan di Batam

padatanggal............
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM.

[ T R L L

! Tanggal -

penandatanganarn
Nama lengkap
-ditulis huruf
© kapital’

tanda tangan

NAMA

3 cm :
§——» BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Memuat tetang
pengundarnigan
dan ditanidatangani

¢ oleh yang
menyelengarakan
bidang hukum.

T T . N T R R A R S T

) ;
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c. Peraturan Bérsama Walikota Batam

1)

2)

3)

Pengertlan

Peraturan Bersama Walikota adalah naskah dlnas dalam bentuk
dan susunan produk yang bersifat pengaturan dltetapkan oleh
dua atau lebih Kepala Daerah. ;

Pejabat Yang Berwenang ‘ ;

Peraturan Bersama Walikota yang dibuat oleh Bagian Hukum
dan ditandatangani berdasarkan penggunaan dan kewenangan
pejabat penandatangan naskah dinas. 3

Susunan

a) Judul

(1) Judul peraturan memuat keterangan meﬁgenai jenis
nomor, tahun penetapan, dan nama peraturain.

(2) Nama  peraturan dibuat. secara siﬁgkat dan
mencerminkan isi peraturan. | :

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapltal yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

b) Pembukaan ‘

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebaga:i berikut:

(1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha§ Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di
tengah margin.

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkaﬁ peraturan
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan
di tengah margin dan diakhiri dengan tandé_ baca koma
() ﬁ

(3) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

(@) Konsiderans memuat uraian singkaf mengenai
pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang
dan alasan pembuatan peraturan. ;

(b) Pokok-pokok pikiran pada konmderahs memuat
unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis y_ang menjadi
latar belakang pembuatannya. k

(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan
bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat
adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan

tentang latar belakang dan alasanj dibuatnya
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peraturan. . _

(d) Jika konsiderans memuat lebih dari éatu pokok
pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam
rangkaian kalimat yang merupakaﬁ kesatuan
pengertian.

(e) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad
dan dirumuskan dalam satu kalimat Yang diawali
dengan kata bahwa dan diakhiri dengaﬂ tanda baca
titik koma (;). .

c¢) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.

d)

(1) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
peraturan.

(2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. |

(3) Jika jumlah peraturan perundang—unddngan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan
pencantuman perlu memperhatikan taita urutan
peraturan perundang-undangan dari jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis’ berdas}arkan saat
pengundangan atau penetapannya.

(4) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di
antara tanda baca kurung.. j

Diktum terdiri dari:

(1) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan huruf

kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkén di tengah
margin.

(2) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah déngan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata iM‘enetapkan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua (). | |
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e) Batang Tubuh

g)

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari: ,

(1) Semua subtansi peraturan perundang-undéngan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal. ‘

(2) Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari:

(a) Bab I Ketentuan Umum ditulis dengan hﬁruf kapital
dan semua substansi peraturan perundang-
undangan yang dirumuskan dalam pasal-ioasal;

(b) Bab II dan seterusnya ditulis dengan hliruf kapital,
dilanjutkan dengan Bagian Pertaina, Pariagraf 1 dan
seterusnya; '

(c) Frasa “Peraturan Bersama ini mulai bc%:rlaku pada
tanggal diundangkan” diakhiri dengan ztanda baca
titik (.); dan |

(d) Frasa  “Agar setiap orang meﬁgetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturén Bersama
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Batam dan Berita Daerah Kabupaten /Kotfa lainnya.

Kaki :

Bagian kaki peraturan terdiri dari: :

(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan
tanggal penetapan peraturan;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, iyang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengané tanda baca
koma ();

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraﬁuran; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangarfi peraturan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa meflcantumkan
gelar. ' :

Pengabsahan

(1) Pengabsahan merupakan suatu 'pemyat;aan bahwa
sebelum digandakan dan didistribusikan cilengan sah,
suatu peraturan telah dicatat dan dite}iti sehingga
dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab di bidang hukum atau administrasi umum.
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(2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tainda tangan
sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “saiinan sesuai
dengan aslinya” serta dibubuhi taﬂda tangan pejabat
yang berwenang dan cap lembaga yang bersalfigkutan.

Pengundangan |

Agar setiap orang mengetahuinya, Perat@ran yang

dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi lembiaga harus

diundangkan dengan menempatkan dalam:

(1) Lembaran Negara Republik Indonesia; (ditﬁjukan bagi -
peraturan yang menurut peraturan éperundang-
undangan harus diundangkan dalam Lembéran Negara
Republik Indonesia) v

(2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia;

(3) Berita Negara Republik Indonesia; (dituj'ukan bagi
peraturan yang menurut perafuran ;%perundang-
undangan harus diundangkan dalam Beﬁta Negara
Republik Indonesia)

(4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;é :

(5) Berita Daerah; dan/atau i

(6) Tambahan Berita Daerah.

Distribusi :

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan képada pihak

yang berhak secara cepat dan tepat waktu, le;ngkap serta

aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengén tindakan
pengendalian.

Hal yang Perlu Diperhatikan o

Naskah asli dan salinan peraturan yang dii)araf harus

disimpan sebagai pertinggal.
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Contoh Format Peraturan Bersama Walikota Batam

:Mengingat

WALIKOTA BATAM.
BUPATIL......(Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
} 2 {spasi.0 pt)
PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BATAM '

TENTANG

................................. as

| 2

;. Penomoran’
berurut,

; dalam satu

. tahuin takwim

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM DAN (Nama Kabupaten/Kota)
2 {spasi.0 pt)

Judul.
. ditulis- huruf
Kapital
T

Memuat alasan.

:tentang perlu

¢ ditetapkan.
Peraturan

c. dan seterusnya
}2 {spasi.O pt}

3. dan seterusnya. ...; .

i {spasi.O pt} «
MEMUTUS

:Menetapkan

BUPATI/ WALI KOTA.,
TENTANG...(Judul Peraturan Bersama).
-2 (spasi.O pt}
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1l
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
2 {spasi.O pt)
BABII
Bagian Pertama

‘Daerah

Memuat
:  peraturan
i yang menjadi

i dasar perlu

ditetapkan
Peraturan
Daerah

Memuat
substansi
‘tentang
kebijakan
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Bersama inimulai berlaku pada tanggal ditindangkan.

2 {spasi.0 pt)

2 (spasi.0 pt) %

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan’
:Peraturan Bersamaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah,
Kota Batam dan Berita Daerah Kabupaten/Kota....(Nama 4

Kabupaten/Kota)

WALIKOTA BATAM

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Batam-
pada tanggal...

3cm s

Nama)

- ey M W w m w

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

3 (spasi.0 pt)

} 2 (spasi.O pt)
Ditetapkan di Batam
pada tanggal -
BUPATI/WALIKOTA
(Nama Kab/Kota) .
3 (spasi:.O pt)

{(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
2 {spasi.0 pt)

Diundangkandi. .,..

padatanggal..,.

Kab/Kota)

3 (spasi.0 pt).

(Nama}

penandatanganan
Nama lengkap
. ditulis hurif”

© kapital
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. d. Peraturan DPRD Kota Batam

1) Pengertian

Peraturan DPRD Kota Batam adalah peraturan yang

ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Batam.

2) Pejabat Yang Berwenang .
Penandatanganan Peraturan DPRD Kota Batam dilakukan oleh

pimpinan DPRD. Penandatanganan Peraturan DPRD paling

sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).

3) Susunan

a)

b)

Judul

(1) Judul peraturan memuat keterangan mengena1 jenis
nomor, tahun penetapan, dan nama. peraturan

(2) Nama  peraturan dibuat secara smgkat dan
mencerminkan isi peraturan. :

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapltal yang
diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

Pembukaan

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagéi berikut:

(1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha' Esa ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital yang diiletakkan di
tengah margin.

(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan; peraturan
ditulis seluruhnya dengan huruf kdpital yang
diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda
baca koma (,). |

(3) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

(a) Konsiderans memuat uraian singkaf mengenai
pokok-pokok pikiran yang menjadl latar belakang
dan alasan pembuatan peraturan.

(b) Pokok-pokok pikiran pada ko_n81dera1:1s memuat
unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yéng menjadi
latar belakang pembuatannya.

(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya inenyatakan
bahwa peraturan dianggap perlu urituk dibuat
adalah kurang tepat karena tidak ménceminkan
tentang latar belakang dan alasan% dibuatnya

peraturan.
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(d) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok
pikiran, tiép-tiap pokok pikiran 'dirumufskan dalam
rangkaian kalimat yahg merupakan kesatuan
pengertian. :

(e) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad
dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali
} dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca
titik koma ;). |

Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dasar hukum memuat dasar kewenangan épembuatan
peraturan.

Peraturan perundang-undangan yang gdigunakan
sebagai dasar hukum hanya peraturan fperundang—
undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Jika jumlah peraturan perundang-undahgan yang
dijadikan dasar hukum lebih dari saj:u, urutan
pencantuman vperlu memperhatikan teita urutan
peraturan perundang-undangan dan jika tijngkatannya
sama disusun secara kronologis berdasérkan saat
pengundangan atau penetapannya. :
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dah Peraturan
Presiden perlﬁ dilengkapi dengan péncantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia danE Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan

di antara tanda baca kurung.

D1ktum terdiri dari:

(1)

(2)

Kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta dlletakkan
di tengah margin.

Kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata
Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata
Menimbang dan Mengingat. Huruf hwal kata
Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (). i

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari:
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(1) Semua substansi peraturan perundang-undangan yang
dirumuskan dalam pasal-pasal. :
(2) Substansi peraturan perundang-undangan tierdiri dari:

(a) Bab I Ketentuan Umum ditulis dengan huruf kapital
dan semua substansi peraturan ;perundang—
undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal;

(b) Bab II dan seterusnya ditulis dengan htflruf kapital,
dilanjutkan dengan Bagian Pertama, Pafagraf 1 dan
seterusnya; ' :

(c) Frasa “Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan” diakhiri dengan ;tanda baca
titik (.); dan

(d) Frasa  “Agar = setiap orang merigetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Batam. '

Kaki
Bagian kaki peraturan terdiri dari: ;
(1) tempat (nama kota sesuai dengan alamat lémbaga) dan

tanggal penetapan peraturan; A

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengaﬁ tanda baca
koma (,);

(3) tanda tangan péjabat yang menetapkan peréturan; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangarii peraturan,
yang  ditulis dengan  huruf kapital, tanpa
mencantumkan gélar. , |

Pengabsahan

(1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa
sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah,
suatu peraturan telah dicatat dan diteliﬁ sehingga
dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab

di bidang hukum atau administrasi umum. |

(2) Pengabsahan dicantumkan di bawah r1§1ang tanda

tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata
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“salinan sesuai dengan aslinya” serta diblibuhi tanda
tangan pejabat yang berwenang dan cap lembaga yang
bersangkutan. ' ‘

h) Pengundangan

j)

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan yang

dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi lembaga harus

"diundangkan dengan menempatkan dalam:

(1) Lembaran Negara Republik Indoneéia; (ditﬁjukan bagi
peraturan yang menurut peraturan éperundang—
undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia) |

(2) Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indorilesia;

(3) Berita Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi
peraturan yang menurut peraturan iperundang-
undangan hafus diundangkan dalam Behta Negara
Republik Indonesia)

(4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesm,

(5) Berita Daerah; dan/atau ’

(6) Tambahan Berita Daerah.

- Distribusi

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan képada pihak
yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lehgkap serta
aman. Pendistribusian peraturan diikuti denggn tindakan
pengendalian. Y

Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan peraturan yang dlparaf harus

disimpan sebaga1 pertinggal.
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Contoh Format Peraturan DPRD Kota Batam

"Pengmoran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU ’ . berurut
PERATURAN DPRD KOTA BATAM iplam saty |

2 (spasi.O pt) . ¢ Judul
: ditulis hurnf
TENTANG | Kapital.
(nama Peraturan DPRD Kota Batam) > »
. Memtiat alasan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : tentang perlu |

PIMPINAN:DPRD KOTA BATAM ditetapkan

. : : Peraturan
2 (spasi.O pt} " Daerah

Menimbang. z a. b ; : ; Z

© Memuat

| peraturan

yang menjadi

‘dasar perlu

. ditetapkan

2iviciiin H * Peraturan
Daerah

‘Mengingat

3. dan seterusnya ...;.

Jf {spasi.O pt)
MEMUTUSKAN:

3cm :Menetapkan ;- PERATURAN DPRD TENTANG. (Nama,Peraturan". ’
¢ > DPRD Kota Batam:.. i

}2 {spasi.0 pt}
BAB1 -

KETENTUAN UMUM . Memuat

. substansi

Pasal ' tentang
; 2 (spasi.0.pt). ] kebijakan

3
[ &
[}
'
»
]
s
’.
[}
[l
]
]
1
3
¥
L}
t
L]
1]
N
LB
t
1]
L)
]
.
1
12
L
.
L
3
]
’
3
.
[
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- - - = o- o m mow m . e ow oW ow

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
: 2 (spasi.O pt)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
:Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Batam

yore T

} 2 (spasi.O pt}
Ditetapkan di Batam

KETUA DPRD,(ATAU WAKIL
KETUA DPRD)

3 (spasi.0 pt)
tanda tangan

NAMA
2 (spasi.O pt)

Tanggal
penandatanganan,
Nama lengkap
{ditulis huruf
kapital

Diundangkan di Batam pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

tandatangan » 3 {spasi.O pt)

NAMA
: 2 (spasi.0 pt)
3cm
< > |BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN NOMOR

, 2 {spasi.0 pt)

!

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KOTABATAM

3 (spasi.O pt)

O T T T I R L R

I T NN N S
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Keputusan Walikota Batam

1)

2)

3)

Pengertian

Keputusan Walikota Batam adalah naskah dmas dalam bentuk
penetapan yang bersifat konkrit, individual dan ﬁnal.;

Pejabat Yang Berwenang

Keputusan Walikota Batam ditandatangani oleh Walikota
Batam. Penandatanganan  Keputusan Walik{)ta dapat
didelegasikan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan
Pimpinan Perangkat Daerah. Penandatanganan Keputusan
Walikota Batam dibuat rangkap 3 (tiga). ‘

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri dari: :

(1) kop keputusan yang ditandatangani oleh Wahkota Batam
menggunakan lambang negara, yang dlsgrtal nama
lembaga dengan huruf kapital secara simetﬁé;

(2) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kap;ital secara
simetris;

(3) nomor dan tahun keputusan, difulis dehgan huruf
kapital secara simetris; ‘

(4) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; !

(5) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan |

(6) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,). |

b) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:

(1) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yaflg memuat
alasan/tujuan/kepentingan/ perﬁmbangan tentang perlu
ditetapkannya keputusan;

(2) kata mengingat, yaitu konsiderans yarig memuat
peraturan perundang-undangan sebaff;ai dasar

pengeluaran keputusan; dan
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(2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri Sawah, yang
terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti
dengan nama lembaga, nama jabatan, r{lang tanda
tangan, dan nama pejabat penanda tangan. |

(3) Pengabsahan dilakukan dengan meémbubuhkan
tandatangan dan cap dinas lembaga. '

g) Distribusi
Keputusan yang telah ditetapkan didirstribusili;an} kepada

yang berkepentingan.

h) Hal yang Perlu Diperhatikan _
Naskah asli dan salinan keputusan yéng ditfandatangani

harus disimpan sebagai arsip.
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Contoh Format Keputusan Walikota Batam

Mengingat

‘Menetapkan :

‘Menetapkan :
'KESATU
'KEDUA
KETIGA
*KEEMPAT
.KELIMA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

" KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

}2 (spasi.Opt)

i Penomoran
berurut-

i dalam satu

‘tahun takwim.

T

NOMOR......TAHUN ...... <

}2 (spasi.0 pt)
TENTANG

 WALIKOTA BATAM.
2 (spasi.O pt)

P I I IR

;. Judul
‘ditulis huruf

© Kapital -
——

Memuat alasan

tentang perlu

. ditetapkan

i Peraturan
Daerah.

3. dan seterusnya....;

Memuat

peraturan
{yang ménjadi
; dasar perlu
. ditetapkan
+ Peraturan

Daerah

}2 (spasi.O-pt)

b2 T feree}

3. dan seterusnya

(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN

' } 2 (spasi.0 pt)

2 (spasi.Opt}

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan .
2 (spasi.O pt)
Ditetapkan di Batam
padatanggal
WALIKOTA BATAM

3 (spasi.O pt) §
(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

1Salinan sesuai dengan aslinya
'KEPALA BAGIAN HUKUM,

“ITD
‘NAMA

}3 {spasi.O pt}

P B R N U I R

_ j‘I

..f ",‘<""'k_"'""'""ﬂ""v'v"

i Memuat

; ‘substansi
tentang

i kebijakan

¢ Tanggal

penandatanganan

i Nama lengkap

. ditulis huruf
kapital.
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Keputusan DPRD Kota Batam

1)

2)

3)

Pengertian | :
Keputusan DPRD Kota Batam adalah naskah dihas berupa

- penetapan yang berisi materi muatan perietapan éhasil rapat

pimpinan DPRD Kota Batam dalam rangka menyeienggarakan
tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pejabat Yang Berwenang |

Rancangan Keputusan DPRD Kota Batam disusun dan
dipersiapkan oleh sekretariat DPRD Kota Biatam yang
ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Batam dalam rapat
pimpinan DPRD Kota Batam. | 7

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri dari: 1

(1) kop keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan
DPRD Kota Batam menggunakan lambang ﬁegara, yang
disertai nama lembaga dengan huruf kai)ital secara
simetris;

(2) kata keputusan dan nama jabé.tan péjabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kaﬁital secara
simetris;

(3) nomor dan tahun keputusan, ditulis de%ngan huruf

kapital secara simetris;
(4) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; :
(5) judul keputusan, ditulis dengan huruf képital secara
simetris; dan f
(6) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,
ditulis dengan huruf Kkapital secara sﬁneMs dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,).
b) Konsiderans
Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:
(1) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat
alasan/tujuan/ kepenﬁngan/perﬁmbangan teritang perlu
ditetapkannya keputusan; | | |
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(2) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
peraturan perundang-undangan sebagai dasar

pengeluaran keputusan; dan

(3) Kata Memperhatikan, yaitu konsiderans yaﬁg memuat
keputusan/hal-hal lain yang perlu diperhaﬁkm dalam

penetapan keputusan. : ;

Diktum , A
Bagian diktum keputusan terdiri dari hal—hal sebagai
berikut: |

(1) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis
dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi
kiri dengan huruf awal kapital, |

(2) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

(3) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapaf dilengkapi
dengan salinan dan petikan sesuai denga1:1 peraturan

perundang-undangan.

Batang Tubuh |

Sistematika dan cara penulisan bagian baﬁang tubuh

keputusan sama dengan ketentuan dalam i)enyusunan

peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bﬁkan dalam

pasal-pasal, melainkan  diawali dengané bilangan

bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Kaki | f

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebélah kanan

bawah, yang terdiri dari: _

(1) tempat dan tanggal penetapan keputusan; |

(2) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda bacai koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan kepuﬁusan; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani? keputusan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa merfmantumkan

gelar. | ? |



-

) Pengabsahan

g)

h)

(1)

Pengabsahan merupakan pemyataanzpengesajhan bahwa
suatu keputusan' telah dicatat dan diteliti seﬁingga dapat
diumumkan dan didistribusikan éleh pejabat yang
bertanggung jawab di bidahg hukum atau édministrasi

umum atau pejabat yang ditunjuk: sesuai§ dengan isi

keputusan.

(2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang
terdiri atas kata salinan sesuai dengan asli:nya, diikuti
dengan nama lembaga, nama jabatan, rﬁang tanda
tangan, dan nama pejabat penanda tangan.

(3) Pengabsahan  dilakukan  dengan meinbubuhkan
tandatangan dan cap dinas lembaga. - :

Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada

yang bérkepentingan.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang dité.ndatangani

harus disimpan sebagai arsip.
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Contoh Format Keputusan DPRD Kota Batam

WALIKOTA BATAM'
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
}’12 {spasi.O pt)
KEPUTUSAN DPRD KOTA BATA

NOMOR......TAHUN <
}2 (spasi.O pt)

TENTANG '
(Judul Keputusan DPRD Kota Batam)

¢ Penomoran

i berurut

. dalam satu

i tahun takwim

=

: Judul

i ditulis huruf
Kapital

Z '

PIMPINAN DPRD KOTA BATAM

*Menimbang :

Memuat. aldsan
: fentang perlu
{  ditetapkan
Peraturan
Daerah

1
: c. dan seterusnya
L]
1

2 (spasi.O-pt)
*‘Mengingat ; } (sp Py

3 dan seterusnya ..

} 2 (spasi.O pt}

‘Menetapkan :

Memuat.
peraturan
{ yang menjadi
! dasar perlu
! ditetapkan’
-‘Peraturan
Daerah

3 dan seterusnya
(jiika diperiukan)
MEMUTUSKAN

‘Menetapkan :_ } 2 (spasi.0 pY)
. }2 (spasi.O pt)
'KESATU :
+KEDUA
.KETIGA
‘KEEMPAT
KELIMA Keputusan Walikota ini mulai berlakuk pada tanggal
ditetapkan

- & wemeow mle m .. W e

IS
(2]
=t

+

gt |

} 2 (spasi.Q pt}
Ditetapkan di Batam
padatanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KOTA BATAM

“ee s e e

3 (spasi.0 pt

{Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

‘Salinan sesuai dengan aslinya
+SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

3 (spasi.O pt}

-k------*‘-

Memuat
substansi
tentang
kebijakan

¢ Nama lengkap’
i - ditulis huruf
; kapital.
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g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam

1) Pengertian

2)

3)

Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam adalah
naskah dinas yang ber151 materi muatan penJatuhan sanksi
kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD
tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
Pejabat Yang Berwenang E

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batam
disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan .DPRD Kota
Batam yang disusun berdasarkan hasil penélitian, pienyelidikan,
verifikasi dan Kklarifikasi terhadap dugaan pelanégaran yang
dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD itentang tata
tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik. |

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri dari:

(1) kop keputusan yang' ditandatangani oleh I{etua Badan -
Kehormatan DPRD Kota Batam meriggunakén lambang
negara, yang disertai nama lembaga deli‘lgan huruf
kapital secara simetris; |

(2) kata keputusan dan nama jabatan peﬁabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kapiital secara
simetris; ‘

(3) nomor dan tahun keputusan, ditulis deﬁgan huruf
kapital secara sirhetms, | :

(4) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kap1ta1
secara simetris; |

(5) judul keputusan, ditulis dengan huruf kai)ital secara
simetris; dan

(6) nama jabatan pejabat yang menétapkan keputusan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,). i

b) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri daﬁ:

(1) kata Menimbang, yaitu konsideréns yaﬁg memuat
alasan/tujuan/ kepentmgan/ pertlmbangan tentang perlu
ditetapkannya keputusan; 5
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(2) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
’peraturan perundang-undangan sebagiai dasar

pengeluaran keputusan; dan
(3) Kata Memperhatikan, yaitu konsiderans yaflg memuat
keputusan/hal-hal lain yang perlu diperhaﬁkan dalam

penetapan keputusan.

c) Diktum

d)

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-l'i]al sebagai
berikut: '

(1) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis
dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi
kiri dengan huruf awal kapital;

(2) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan éetelah kata

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapltal dan

(3) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi
dengan salinan dan petikan sesuai dengaq peraturan

perundang-undangan.
Batang Tubuh _
Sistematika dan cara penulisan bagian baﬁang tubuh
keputusan sama dengan ketentuan dalam ﬁenyusunan
peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bu:kan dalam
pasal-pasal, @ melainkan diawali dengan' bilangan
bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan setérusnya.
Kaki ’
Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan
bawah, yang terdiri dari:
(1) tempat dan tanggal penetapan keputusan;

(2) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditillis dengan
huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda bacé koma (,);

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangam keputusan,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mer;cantumkan

gelar.
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f) Pengabsahan

g)

h)

(1)

(2)

(3)

Pengabsahan merupakan pernyataan :pengesafhan bahwa
suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat
diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang
bertanggung jawab di bidang hukum atau aédministrasi
umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai‘%dengan isi

keputusan.

Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri b:awah, yang
terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslifnya, diikuti
dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang tanda

tangan, dan nama pejabat penanda tangan.

Pengabsahan = dilakukan  dengan merjnbubuhkan

tandatangan dan cap dinas lembaga.

Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada

yang berkepentingan.

Hal yang Perlu Diperhatikan

Keputusan badan kehormatan DPRD harus dilaporkan

dalam rapat paripurna DPRD.
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- Format Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Batanirl

KETUA BADAN 'KEHORMTAN DPRD KOTA BATAM'

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BATAM

‘Menetapkan

‘Menetapkan :

KESATU
'*KEDUA
'KETIGA
'‘KEEMPAT
'KELIMA.

‘Salinan sesuaidengan aslinya
‘SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

TTD

.4&3‘&

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
|

OTA BATAM
+..TAHUN ' <

lz (spasi.O pt)

NOMOR

! Penomoran

! berurut

+ dalam satu.
tahun takwim

=

} 2 (spasi.O pt)
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Batam) <

}2 (spast.O pt}

........ 3

i )

t Judul
ditulis huruf

¢ Kapital
—_—

Memuat alasan
tentang perfu

~ ditetapkan
¢ Peraturan

c. dan'seterusnya ....
}2 {spasi.O pt)

3. dan seterusnya ...;

- }2 {spasi.O pt)

i Daerah

i Memuat

- : peraturan
yang menjadi
‘dasar perlu.
| ditetapkan
! Peraturan
: Daerah.

3.dan seterusnya
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN

} 2 (spasi.0 pt)

IS
0
3

.

}2 (spasi.O pt)

TR

: Keputusan Walikota ini mulai berlakuk pada tanggal
ditetapkan
} 2 {spasi.O pt)
Ditetapkan di Batam
pada tanggal..,
KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KOTA BATAM

®:

3 (spasi.0 pt

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

3 (spasi.O pt)

.k:---.‘-.“--.\'ﬂ--f'v—-.‘-..‘-

{ Memuat
. substansi
¢ tentang
! kebijakan

. Tanggal
penandatanganan
Nama lengkap
- ditulis huruf
kapital
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h. Lampiran _ :

Lampiran adalah penjelasan/uraian/ ket'eranganf lebih rinci
dari materi muatan naskah dinas dan meruliaakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari naékah dinas

tersebut. | :

Contoh Format Lampiran

"} Lampiran, Judul
ditulis

: huruf

; kapital pada

i awal suku

kata,penomoran

: berurut

! dalam satu

| : tahun takwim.

ER S N

-

TANGGAL
TENTANG

.
o
.
.
.
.
.
‘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
»
H
1
.
.
.
.
.
.
by
v
.
.
.
.
.
-
b
H
.
.
v
.
.
.
“
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<
.
.
.
.
.
.

T T S T T T . T T I S

Iw
o
8

P T T T T T T T S T S I T

[
.
]
.
]
.
T
¥
.
’
]
[
]
[l
[
.
v
«
.
s
*
!
'
s
s
'
]
[
.
]
.
[
3
s
[
.
[
.
]
'
J
[}
’
D
’
[
'
.
¢
.
[
'
[}
s
[
]
]
»
(]
’
]
[
»
.
.
]
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2. Naskah Dinas Pemberitahuan, Petunjuk/Arahan

Naskah Dinas yang bersifat pemberitahuan, petunjuk/ arahan terdiri

dari Surat Edaran dan Instruksi.

a. Surat Edaran

1) Pengertian

2)

3)

Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat
pemberitahuah tentang hal tertentu yang dianggap benting dan
mendesak. | |

Pejabat Yang Berwenang ‘ ‘
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatar;gani surat
edaran adalah Walikota Batam, dapat dilimpahkfan kepada
Wakil Walikota Batam dan Sekretaris Daerah atau pjejabat yang
ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran. ;

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: _

(1) Kop surat edaran yang ditandatangani sendiﬁ atau atas
nama Walikota Batam menggunakah lambéng negara,
yang disertai tulisan “WALIKOTA BATAM” déngan huruf
kapital secara simetris; ‘

(2) Kop surat edaran yang ditandatangani oileh pejabat
selain pimpinan Walikota Batam dan Sekreté.ﬁs Daerah
menggunakan logo, yang disertai nama§ Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dengan huruf kaﬁital secara
simetris;

(3) Kata “Kepada Yth:”, diikuti oleh ﬁama péjabat yang
dikirimi surat edaran; . e

(4) Tulisan “SURAT EDARAN’, yang dicantumkan di bawah
kata “WALIKOTA BATAM?”, ditulis dengan hliJ.ruf kapital
serta nomor surat edaran di bawahnya secaraf simetris;

(5) Kata “TENTANG”, yang dicantumkan di b%awah frasa
Nomor Surat Edaran ditulis dengan hurfuf kapital
secara simetris; dan | ‘ ;

(6) Rumusan judul surat edaran, ditulis dexjﬂ.gan huruf

kapital secara simetris di bawah kata‘,“TENTAiNG”.



b)

4)
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Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dan |

(1) Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain
yang menjadi dasar pembuatan surat edaran, vdan

(2) Isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap
mendesak; ‘

(3) Penutup.

Bagian kaki surat edaran ditempatkanf di sebélah kanan

terdiri dari: - |

(1) Tempat dan tanggal penetapan; .

(2) Nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis
dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) Tanda tangan pejabat penanda tangan;

 (4) Nama lengkap pejabat penanda tangan yang ditulis

dengan huruf kapital; dan
(5) Cap dinas.
Distribusi |
Surat edaran disampaikan kepada pihak yang bejrhak secara
cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian

surat edaran diikuti dengan tindakan pengendaliém.
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Contoh Format Surat Edaran

WALIKOTA BATAM

-2 (spasi.O pt)
'Kepada: 1. covvererrreeennnesen

3. esaseecss serescsracan :

2 (spasi.O pt) P:el;mmoxfan
‘berurut
dalam satu
tahun takwim

T

SURAT EDARAN

Nomor....... ..Tahun .......... o
<

2 (spasi.Opt)

+Judul
ditulis huruf
;Kupital

TENTANG

"2 (spasi.0 pt) <

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkan

U P P P Surat Edaran

Maksud dan Tujuan < ; :

. Memuat.
g peraturan
yang menjadi
dasar perlu

ditetapkan
P R R L A T X R R TR Y RN

! . Surat Edaran
v 2 cm :
!

T T . T . . B I

1. Latar Belakang

..Ruang Lingkup

«—p | = '
Memuat isi
mengenai hal’
. . tertentu yang
- dianggap
] N P 3
2 (spasi.0 pt} ‘

k“Dasar ¢

L)
%
L R e L R T L T P LT S

1 .
5. IS1 BXBIAI ..cvvvevsverieresivrnersseerrseessovarsstocsssasmussetnsesonggesseesssansn
<

“e
-
-,
-,

' Tanggal
Diterbitkan di............. verernd penandatanganan).
Pada Tanggal. .....ooveenineaiis o
WALIKOTA BATAM,

. : Nama lengkap
3 (spasi.O pt} dititis huruf-
) kapital
U

Nama Jelas:

:’I‘embusan :

ll
|

3.dan seterusnya

T o ot m % = o mm o oc s d@n euweenmmemeosw;omenacaaeweosmw

2,5cm




b.

Instruksi

1) Pengertian

2)

3)
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Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perlntah berupa

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu keblj_akan yang

diatur dalam peraturan perundang—undangan

Pejabat Yang Berwenang

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangam surat
instruksi adalah Walikota Batam.

Susunan
a) Kepala

b)

d)

Bagian kepala instruksi terdiri dari:

(1)

(2)

(3)

“@

()

(6)

Konsiderans

+

Kop instruksi yang ditandatangani sendiri oléh Walikota
menggunakan lambang negara, yahg dis{ertai nama
Walikota Batam dengan huruf kapital secara éimetris;
Kata “INSTRUKSI” dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; |

Nomor instruksi, yang ditulis dengan hurjuf kapital
secara simetris; |

Kata “TENTANG”, yang ditulis dengan huiruf kapital
secara simetris; | ’

Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapltal secara
simetris; dan :

Nama jabatan pejabat yang menetapkan instrhksi, ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca

koma (,) secara simetris.

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari:

(1)

(2)

Kata “Menimbang”, yang memuat lataf belakang
penetapan instruksi; dan
Kata “Mengingat”, yang memuat dasar hukum sebagai

landasan penetapan instruksi.

Batang Tubuh ’
Bagian batang tubuh instruksi memuat substanéi instruksi.
Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah k1r1 bawah,

yang terdiri dari:
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(1) Tempat (kota sesuai dengan alamat lefnbaga) dan tanggal
penetapan instruksi; ! v

(2) Nama jabatan pejabat' yang menetapkan, yfang ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan ?canda baca
koma (,);

(3) Tanda tangan pe_]abat yang menetapkan 1nstruk31, dan

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangam, ditulis

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

4) Distribusi dan Tembusan

5)

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendlstnbusw}n instruksi

diikuti dengan tindakan pengendalian.

Hal yang perlu diperhatikan

a)

Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga
instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-
undangan.

Wewenang penetapan dan penandatanganan insﬁuksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
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Contoh Format Instruksi Walikota

'KEDUA
KETIGA

Dalam Rangka @ cvniciniininiiifiiominsionicsiorios
s -

1 . . . .
Dengan ini menginstruksikan
Kepada i 1. coeeeceenecrererieeeieneneastoeesnene eessanes asesparserasaseseensl

WALIKQTA BATAM
2 (spasi.0 pt).
INSTRUKSI WALIKOTA

Penomoran
berurut.
dalam: satu
tahun takwim

Nomor.

2 (spasi.0 pt}

TENTANG

: 3 '

Judul Instruksi
ditulis Huruf
‘Kapital

WALIKOTA BATAM
-2 (spasi.O pt}

sressesnee “seense 4seseecsrsitesonserorisrantasaee dresnscscsenses vess

-,

20 e rersanesnisteneratnaraie reerieseavainerararsiirniresesdd

Y 3cm
[¢—P>'PERTAMA :

Pada Tanggal. .....ceieenmensiedd ;
WALIKOTA BATAM,

3 (spasi.O pt)

ol -

Nama Jelag®-=--==-=n===e====

“ 2'm mm e e e omie M omoeee e o oe o oe oo

- w om omowomom

i

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya

Instruksi.

--; 3 ‘

Daftar’ Organisasi
Perangkat Daérah
yang menerima
Instruksi

i

Memuat
substansi
tentang arahan

| yang
Instruksikan

i

;I‘anggal
penandatanganan

..; H ‘

Nama lengkap
ditulis huruf
. kapital
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah Tugas, Surat Périntah dan

Surat Perintah Perjalanan Dinas)
a. Surat Perintah Tugas

1)

2)

3)

Pengertian

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang
ditujukan kepada bawahan yang berisi penntah untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan itugas ipokok dan
fungsinya. »

Pejabat Yang Berwenang

Surat perintah tugas dlbuat oleh OPD dan d1tandatangan1
berdasarkan penggunaan dan kewenangan pejabat
penandatangan naskah dinas. |

Susunan

a) Kepala A |

Bagian kepala surat perintah tugas terdiri dari: ]

(1) Kop surat perintah tugas yang ditandatanéani sendiri
oleh Walikota atau atas nama Walikota menggunakan
kop surat Walikota; ’

(2) Surat perlntah tugas, yang d1tandatangan1 oleh pejabat
selain pimpinan Walikota menggunakan kop surat
Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan

(3) Nomor, berada di bawah tulisan surat periintah tugas,
surat perintah. E

b) Batang Tubuh :

Bagian tubuh surat perintah tugas terd1r1 dan hal-hal

sebagai berikut:

(1) Konsiderans meliputi dasar pertimbangah memuat
alasan ditetapkannya surat periritah tugas; dasar
memuat  ketentuan yang  dijadikan landasan
ditetapkannya surat perintah tugas tersebuti

(2) Diktum  dimulai  dengan  kata = “Memberi
Perintah”/“Memberi Tugas”, secara sime{ﬁs, diikuti
kata “Kepada” di tepi kiri disertai nama dan jabatan
pegawai yang mendapat tugas; ‘s

(3) Di bawah kata “Kepada” ditulis kata “Untuk” yang ber1s1

tentang tugas-tugas yang harus dllaksanakan.
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c) Kaki | :

Bagian kaki surat perintah tugas ditenipatkan di sebelah

kanan bawah yang terdiri dari:

(1) Tempat dan tanggal surat perintah tugas; :

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatmgé.ni, ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awa_il kata, dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,); |

(3) Tanda tangan pejabat yang menugasi; |

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangmi surat
perintah tugas, ditulis dengan huruf awal Eapital pada
setiap awal kata; dan |

4 (5) Cap dinas. |
4) Distribusi dan Tembusan \
a) Surat perintah tugas disampaikan kepada yang mendapat
tugas. |
b) Tembusan surat perintah tugas disampaikan léepada unit
kerja/lembaga yang terkait. i
5) Hal yang perlu diperhatikan ‘
a) Bagian konsiderans memuat pertimbangari atau délsar.
b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pe;gawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang 'g'terdiri dari
kolom nomor urut, nama, péngkat, NIP, jaf)atan, dan

keterangan.
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Cohtoh Format Surat Perintah Tugas yang dikelilarkan
Walikota Batam |

Penomoran
Kode Klasifikasi
WALIKOTA BATAM garing Nomor

: urut surat
2 {spasi.O pt) : . fﬁgr?gdé%lfan
garing tahun

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor..../ .../ ] vuree. o«

Memuat dasar
2 {spasi.O pt} ! | iditetapkan

! surat
perintah tugas '

2 (spasi.O pt)

MEMERINTAHKAN

R I R R

: 2 (spasi.0 pt)
:Kepada 1. Nama

Pangkat Gol.
NIP

Jabatan : erieene ; ¢ perintah.

. Nama. _
Pangkat Gol :

Mernuat
substansi
i - fentang surat
| perintah tugas

---‘-.-.‘V

Tanggal
penandatanganan

Diterbitkan di........ ceseeeriens . e —
Pada Tanggal. ....cccoeeerievnnnnir

2 (spasi.O pt)

Walikota Batam, < : Néma jabatan,
1 nama lengkap
ditulis huruf

pada awal
suku kata tanpa
J : digaris bawahi
Nama Jelas 4 g dan
tidak. ditebalkan

3 {spasi.0 ptr - ! kapital

i
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Contoh Format Surat Perintah Tugas yang dikeluarl%an
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) |

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH tLem ;
(OPD) Kenomotan
gasing Nomor

}2 {spasi.O pt) , | tiga digit

. : garing bulan

SURAT PERINTAH TUGAS garing tahun
Nomor..../.....fceeefcniins «

} 2 (spasi.O pt) ’ ditetapkan

' surat’
o cesresctessservisseassesntssenrsaensscsaben esssdacsasosanace sessssarsanceiones \ perintah'tugas

2 {spasi.0pt)

MEMERINTAHKAN

: 2 (spasi.0 pt)
Kepada 1. Nama

Pangkat/Gol : ; et Dafiar
NIP : . . yang

¢ menerima
perintah

Jabatan |
Nama
‘Pangkat/Gol
NIP

Jabatan : ' ! Memuat
' i i substansi

tentang surat
perintah tugas

2 (spasi.0 pt) © ‘Tanggal
’ penandatanganan|

Diterbitkan di......... vensisares
Pada Tanggal. ......ccieevvnin.

Nama Jabatan, Jabatan

| struktural,

‘nama lengkap .
5 - ditulis: huruf

3 (sgasl.() pt) 1 kapital

{ pada awal

suku kata tanpa

Nama Jelas digaris bawahi.

i dan

tidak ditebalkan
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b. Surat Perintah

1)

2)

3)

Pengertlan :

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang d1tuJukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk me}aksanakan
pekerjaan tertentu. i

Pejabat Yang Berwenang

Surat Perintah dibuat oleh OPD dan ditandatangani
berdasarkan penggunaan dan kewén»anganf pejabat
penandatangan naskah dinas. é

Susunan

a) Kepala

Kepala surat perintah terdiri dari: ;

(1) Kop surat perintah yang ditandatangani sendiri oleh
Walikota atau atas nama Walikota ‘mengguinakan kop

- surat Walikota;

(2) Kop surat penntah yang d1tandatangan1 oleh pejabat
selain pimpinan Walikota menggunakan ‘kop surat
Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan

(3) Nomor, berada di bawah tulisan “SURAT %PERINTAI—I”
secara simetris. | 'l

b) Batang Tubuh

Batang tubuh surat perintah terdiri dari hal- hal sebagai

berikut: .

(1). Nama dan jabatan yang memerintahléan untuk
melaksanakan pekerjaan; |

(2) Diktum dimulai dengan kata “Memerintahléan”, secara
simetris, diikuti kata “Kepada” di tep1 kiri dlsertal nama
dan jabatan pegawa1 yang mendapat tugas; |

(3) Di bawah kata “Kepada” ditulis kata “Untuk”§ yang berisi
tentang tugas-tugas yang harus dilakSanakaﬁ

c) Kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah
yang terdiri dari: ‘

(1) Tempat dan tanggal surat perintah; ;

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatangam ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awa}l kata, dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,); |

(3) Tanda tangan pejabat yang menugasiﬁ
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(4) Nama lengkap pejabat yang men{mdatanégani surat
perintah, ditulis dengan huruf awal kapital Iaada setiap
awal kata; dan | ;

(5) Cap dinas.

d) Distribusi dan Tembusan ; v

Surat perintah disampaikan kepada yang kmendap:at tugas.

e) Hal yang perlu diperhatikan : ‘

(1) Bagian konsiderans memuat perﬁmbangan afau dasar.

(2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftiar pegawai
yang ditugasi dimasukkan ke dalam lam;piran' yang
terdiri dari kolom nomor urut, nama, parjlgkat, NIP,

jabatan, dan keterangan.
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Contoh Format Surat Perintah

WALIKOTA BATAM
2 (spasi.O pt}.

SURAT PERINTAH
Nomor..../ ... fvein fuius

<

:Penomoran
Kode Klasifikasi
garing Nomor

surutsurat
i tiga digit.
garing bulan
garing tahun

2 (spasi.0 pt)

. ;
Nama. O cebreeressnesvarinarrrasefeseararasararattrsncenrensesrinny

- W omom oW om o e om oW oW W om  ow o &

i Pejabat
; yang
‘memerintah

Jabatan : ....... esvraees resesens veeraersens cageesaseenansnnenarese TTITTITIIITIVS
2 {spasi.0 pt)
MEMERINTAHKAN.
2 (spasi.O pt)

—

» Demikian Surat Perintah ini diberikan untuk menjadi

' perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

2 (spasi.O pt}.

Diterbitkan di........oeverseeeen.
Pada Tanggal. .......cccovvuneven

Walikota Batam,

3 (spasi.O pt)

| Memuat
| substansi
tentang perintah

H

r Tanggal.
penandatanganan

—

Nama lengkap
ditulis huruf
i kapital
ipada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi
i dan
tidak ditebalkan

Nama Jelas
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Contoh Format Surat Perintah

WALIKOTA BATAM

SURAT PERINTAH
Nomor:.../ i fueefusni

)

i Penomoran
Kode Klasifikasi .
garing Nomor

i urut'surat
! tiga digit.
garing bulan
garing tahun

2 (spasi.O pt)
‘Nama. Doveeiesennieseann ceeietereisresariraenien B S O

. 2 {spasi.0 pt).

F e e T T I R

4 i Pejabat ‘
i yang,
memerintah

e

L]
: <
JJabatan  : oceeveeeresiciiinieen. vereran semves ceevsesnererserseses ETITIITIITIVEIEE

2 (spasi.O pt)

N MEMERINTAHKAN
: 2 (spasi:O pt)

. Kepada

i

H

Nama
| menerima
i perintah

. Nama
. Jabatan * Cevertsessserstuarsssenae Ceshongerns

2 (spasi.O pt)
Untuk

» Demikian Surat Perintah ini diberikan untuk menjadi

' perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

2 (spasi.O pt).

Diterbitkan di.............. veea

Pada Tanggal. ....cc.ccvvevmmaen’

Walikota Batam,

3 (spasi.0 pt)

. . .
P T I T 3 T T S S R I =

=

Memuat
; substansi
tentang perintah

Tanggal.
penandatanganan

Nama lengkap
ditulis huruf
kapital

: pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi
i dan
tidak ditebalkan

Nama Jelas 4
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Surat Perintah Perjalanan Dinas

1) Pengertian

,2)

Surat Perintah Peljalanan Dinas adalah naskah dinas dari

pejabat yang berwenang kepada bawahan atau peJabat tertentu

untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pejabat Yang Berwenang

~ Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat oleh OPD dan

ditandatangani berdasarkan penggunaan dan kewenangan

pejabat penandatangan naskah dinas.

Susunan

a)

b)

Kepala ‘

Bagian kepala surat perintah perjalanan dinas tefrdiri dari :

(1) Kop surat perintah yang ditandatangani éendiri oleh
Walikota atau atas nama Walikota menggunakan kop
Walikota; ;

(2) Kop surat perintah perjalanan dif:'las, yang
ditandatangani oleh pejabat selain pimpinr;ln Walikota
menggunakan kop surat Organisasi Perangkat Daerah
(OPD);dan

(3) Lampiran dan nomor, ditulis sebelah kanan ‘berada di
bawah tulisan kop surat. |

Isi surat perintah perjalanan dinas :

Isi surat perintah perjalanan dinas ditulis déngan huruf

kapital di awal kata. | |

Bagian kaki surat perintah perjalanan dinas dltempatkan di

sebelah kanan bawah yang terdiri dari: f

(1) Tempat dan tanggal surat perintah per_]alanan dinas;

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatanganl, ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awial kata, dan
diakhiri dengan tanda baca koma {(,); | |

(3) Tanda tangan pejabat yang menugasi; |

(4) Nama lengkap pejabat yang menandataﬁgani surat
perintah perjalanan dinas, yang ditulis déngan huruf
awal kapital pada setiap awal kata; dén i

(5) Cap dinas. |



,d)

_52;

Lembaran kedua ditulis SPPD No, Befangkat dari, Pada
tanggal, Ke, ditulis sebelah kanan dan kalirjnat Selaku
pelaksana teknis kegiatan ditulis rata dengan titik dua.
Distribusi -

‘Surat perintah perjalanan dinas disampyaikayn kfepada yang

mendapat tugas.

Hal yang perlu diperhatikan ,

(1) Bagian konsiderans memuat pertimbahgan at%au dasar.

(2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar p::egawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari
kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jaibatan, dan

keterangan. : %
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Contoh Format Surat Perintah Peljalanan Dinas

1om
V.
PEMERINTAH KOTA BATAM

- SEKRETARIAT DAERAH
JI. Engku Putri No. 1 Telp (0778) 462217 Fax, (0778) 461813
SATAM ; Penomo_ran, X
, :Kode Klasifikasi
i garing Nomor
Kode Pos 29432 ) : gurut surat
tiga digit
asi . i garing bulan
2 {spasi.O pt) : | garing tahun .

2 (spasi.0 pt)

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah Seketaris Daerah

2. Nama pegawai yang diperintah

3. a, Pangkat dan Golongan menurut.
PP =, No. 6 Tahun 1997
b, Jabatan .
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan

4. Maksud perjalanan dinas

Data ditulis
huruf kapital
pada awal
suku kata.

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7.a.Lamanya perjalanan dinas
* b.Tanggal berangkat
c. Tanggal harus Kembali

8. Pengikut

9. Penggunaan anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10. Keterangan Lain-lain

Tanggal
penandatanganan

|
Pada tanggal : o Nama lengkap

Sekretaris D , ditulis; huruf
: kapital

2 (spasi.O pt)

: pada-awal
3 (spasi.O pt} suku kata tanpa
: digaris bawahi
dan
Nama Jelas tidak ditebalkan
Pangkat’ o
NIP < ,

<
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SPPD v
Berangkat dari &
Pada tanggal :
Ke

2 (spasi.O pt)

Sefaku pefaksana teknis kegiatan

I.. Tiba di H Berangkat dari

- Pada tanggal : - Ke _

Kepada : PR Pada tanggal
Kepada :

Data ditulis
huruf kapital
! pada awal
i1, Tiba di’ " . Eerangkat dari : ! suku kata

Pada tanggal . “ . Ke : v
. Kepada : ; .. Padatanggal :......... prvesasersasiaas isvans
Kepada s sivess

1. Tiba di : . . Berangkatdari:

Pada tanggal ; Ke :

Kepada H s Pada tanggal
Kepada

iV. Tiba kembali di. < ..oocvvieransssens
Pada tanggal ! .veneene reerssrsionnensansane

2 (spasi.O pt)

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata
untuk kepentingan jabatan dalam w: yang sesingkat-

singkatnya : : Nama lengka;
: p
2 (spasi0pt) ' ditulis huruf
kapital

¢ pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi’
3 (spasi.Opt}). : dan.

" tidal ditebalkan

Sekretaris Daerah,

Nama Jelas

o
<

V. CATATAN LAIN ¢

VI. PERHATIAN.

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanar

dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendahara
bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila
Negara Negara mendapat rugi kesalahan, kealpaannya
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B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

1) Pengertlan

2)

3)

Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat 1nterna1 berisi

komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atgsan kepada

bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

Pejabat Yang Berwenang
Nota dinas dibuat oleh OPD dan dltandatangam berdasarkan

penggunaan dan kewenangan pejabat penandatangan naskah

dinas.

Susunan
a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri dari:

(1)

(3)
(4)
i
(6)

(7)

(8)

Kop nota dinas yang ditandatangani éendiri oleh
Walikota atau atas nama Walikota menggunakan kop
surat Walikota;

Nota dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan Walikota menggunakan kop suraft Organisasi
Perangkat Daerah (OPD); |

Kata “Nomor” ditulis dengan huruf kap1ta1 secara
simetris; ;

Kata “Kepada Yth” yang ditulis dengan huruf awal
kapital, diikuti dengan tanda baca titik (.);

Kata “Dari” yang ditulis dengan huruf awal kapital;

Kata “Hal” yang ditulis dengan huruf awal képital;

Kata “Lampiran” yang ditulis dengari huruf :;.wal kaipital;
dan

Kata “Tanggal” yang ditulis dengan huruf awal kap1ta1

b) Batang Tubuh |
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari ahnea pembuka,

isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda ta?ngan, nama

pejabat, dan tembusan (jika perlu).

H
i
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d) Hal yang perlu diperhatikan
(1) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. 1
(2) Tembusan nota dinas berlaku di 'lingkuﬁgan intern
Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
(3) Penomoran nota dinas dilakukan dengan merilcantumkan
nomor nota dinas (Nomor urut tiga digit jsatu tahun

takwim), kode klasifikasi arsip, bulan (angka romawi)

v

dan tahun.

Contoh Format Nota Dinas

I 1 cm
PEMERINTAH KOTA BATAM ' :
SEKRETARIAT DAERAH
1L Engku Putri No. 1 Telp. (0778} 461164, 462217 Fax. {0778) 461813
1 3
Kode pos 29432 | | i
. :
2 {spasi.O pt) e
OTA DINAS ' ' Penomoran
. v Kode klasifikasi
. R t Nomeor urut surat
2 (spasi.O pt) s tiga digit dalam.
. : satu
v tahun takwim
* : bulan
* I fahun
: Ve | Penulisan
‘Hal HIF PR, irepurirerasnss Avesnnsaracas IO NS TPPISPN inesasione . rata titik dua
' X alinea pertama
: Py i s8/d Ketiga
- - ¢ dimulai
: 2 {spasi.O pt_) . { enam spasi,
. +eees(Alinea Pembuka). . rveeend e
. R (I e e
: . fremuresinerasnrnsassasere sond :
U ey Junndeavearhurhatanainesnsneieshasretesnseinevaesvassiesasannissans .
o e ! Memuat.
. . i substansi
. . ¢ tentang.
' . ' nota dinas
L mresserereise
' PIN N~
. : z
T seeeeenvessscess (ALNE2 PENUUD) . cretiacrnrieeneasserseranssssse s sane .
3cm
b, Pry. e e s s e e s .
: . sserensd
. 4 .
. 2 {spasi.O pt} .
L]
. f
. Nama Jabatan : Nama jabatan,
. Y : nama lengkap
. . / ‘ditulis huruf
M . [ U kapital
v 3 {spasi.O pt) i :“h ! pada awal
. . suku kata tanpa
. - . digaris bawahi
' Nama Jelas . [ dan
: Pan gk at. . tidak ditebalkan
. NIP: .
*  Tembusan .
. s *
P2l e eeeenreeaens .
3. ...dstie.... verenn *
. .
. .
. .
. .
* 1
. .
L] . i
N v
. L]
e e e e h e e M m e e epne e e e e '
2,5 cm.
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b. Disposisi f
Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan ole:h pimpinan
untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawé.han dalam
bentuk perintah atau instruksi secara singkét dan jelas guna
memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat. Lembar disposisi
dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/ i:nstruksinya
pada surat. l ;
Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surht sehingga
tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan
pemberkasan maupun penyusutan arsip.
Setiap surat masuk yang diterima oleh unit kearsipan d:iberi lembar
disposisi rangkap 2 (dua), satu lembar untuk unit kefarsipan dan
satu lembar lagi untuk tujuan disposisi. Lembar dispc}sisi di unit
kearsipan disimpan di tickler file untuk menginéatkan unit

kerja/pelaksana tujuan disposisi bila waktu ‘penyeleisaian surat

sudah berakhir.
Contoh Format Disposisi Walikota

WALIKOTA BATAM ’

Dari Tanggal Terima: V

Tanggal Surat

No File

Perihat

Nomor Surat

Disposisi : Kepada :
I Laksanakan/Selesaikan. 1. ][C] WAKIL WALIKOTA
[J Sesual Ketentuan 2. |} sexoa
[0 Beri Penjelasan Tertulls / Lisan 3. |[JAss Pom & Kesra 25.] [ Dis ke an & Parwst
3 pitindaktanjuti 4. |0 Ass Pengemb & Percko 29.| [] Ois Perindag |
3 Teltaah /saran 5. |[C] Ass Adm Umum 30.| 3 satpatPP |
[ Jadwalkan /Mewakili & | tospotiorat 31.] L D Perim & Poriamaran
[ Untuk diketahut. B | [ Dis Pemadam Kebakaron
[1 Segera 8. |[[] Bad Perencanaan & tibang . 33.| [] pis Pertanahan
[ Atensi 8. |[J Bag. Peng. Keu & Aset 34.f{ [ os Kapemwéan & Olah Raga
O proses 10. {[7] Bag Pengelolah Pajak & Relr as.{ {77 Ois Perpus & Arsip
11. [{] Bag Kepeg & Pengb SDM. 36.| [J orrsup
O Fites/CcC 12. {[] Bag Kesbang & Poiitik :
37.] [C] staf Anii Bid Pem Hukum & Pol
13. |T] Dis Pendidikan 38.{ [ starant Bid Eko. Keu & Pemb
14.|[[] Ois Kesehatan 39. | [ Staf At Bid Kemasy 8SDA
15. | bis Bina Marga & DA ;
16. |[] Dia Cipta Kavya & Taita Ruang 40. [] Bag Hukum :
17. {1 Dis Sos & Pemberd Masy 41 { [] Bag Organisasi
18. I["] Dis Yenaga Keda 42.} [[] Bag Tata Pemerintahasn
1. |{”] Dis Pemb Perem, PAPP & K8 43.| [J Bag Kesejahteraan Rakyat
20. {[7] Dis Ketahn Pangan & Pertanian 44. [] Beg Keriasama
21. {7 pis Perikanan 45. | [T] Bag Perencanaan & Keuangan
22, |[7] Dis Lingkungan Hidup ‘
46.| [ Bag Perekonomian
23.{[3 Dis buk dan Capa 47.} ] .Bagumum |
24. {[] Dis Pertubungan as.| L] Bagspa
25. {IT] Dis Kominfo . 49.| [0 Bag ADM Pembangunan
28. |1 bis koperasi & Usaha Mikm 50. Bag Pengadaan Barang & Jasa
27. 0] bis Pen. Modal & PTSP. 61 | [[]' Bag Protokol & Komunikasi
Pimpinan H




-68-

Contoh Format Disposisi OPD

LEMBAR DISPOSISI

[] Proses lebih lanjut
[] Koordinasi/konfirmasikan

R R R T PR T Py PP TR TP YT P Y P

Surat Dari Diterima Tgl
No. Agenda
No. Surat ¢ Sifat. : ‘
Tgl Surat - [ Biasa [ Terbatas
] Rahasia [J Sangat Rahasia
hal
Diteruskan kepada Sdr: Dengan hormat harap:
O L1 Tanggapan dan Saran

...................................................

Catatan :

1
!
J

Nama Jabétan
Paraf dan tanggal

Nama
Pangkat’
Nip ;

¢. Surat Undangan Intern

1) Pengertian ’
Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat
undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembafga tersebut
untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, s;aperﬁ rapat,
upacara, dan pertemuan. |

2) Pejabat Yang Berwenang ‘

Surat undangan intern yang dibuat oleh Walikota dan Organisasi

Perangkat ~ Daerah  (OPD)  ditandatangani berdasarkan
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penggunaan dan kewenangan pejabat penandatangan naskah
dinas. |

3) Susunan
a) Kepala ;

Bagian kepala surat undangan intern terdiri darl

(1) Kop surat undangan intern yang ditandatanéani sendiri
oleh Walikota atau atas nama Walikota ménggunakan
kop Walikota;

(2) Kop surat undangan intern yang ditandat;mgani oleh
pejabat selain pimpinan Walikota mengguinakan kop
surat Organisasi Perangkat Daerah (OPD);daQ

(3) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang ditulié di sebelah
kiri di bawah kop surat undangan intern;

(4) Tempat dan tanggal pembuatan surat, }%ang ditulis
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan?; nomor; dan

(5) Kata “Kepada Yth.” yang ditulis di bawahi kata “Hal”
yang diikuti dengan nama jabatan, dan ailarnat yang
dikirimi surat undangan intern (jika diperluké.n).

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari:

(1) Alinea pembukaj i

(2) Isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal,

waktu, tempat, dan acara; dan

(3) Alinea penutup.
c) Kaki :
Bagian kaki surat undangan intern terdiri dan nama
jabatan yang ditulis dengan huruf awal kai)ital, tanda
tangan, dan nama pejabat yang ditulis. dengani huruf awal

kapital.



Contoh Format Surat Undangan Intern Walikota

WALIKOTA BATAM

¢ Tariggal,
bulan tahun,

P L LA |

" 2-{spasi.O pt)’

e g, Batam, ......... peresrane yonnoen

Nomor urut surat]
- {tiga digit)

i garing
Kode Klasifikasi
| garing bulan
‘garing tahun

! Pejabat

:  yang
diundang

.
* tsesraseverevrrinea

: UNDANGAN

. 2 (spasi.O pt)
Kepada Yth:

2 {spasi.O pt)
OO (Alinea Pembuka].....ccceevemeeerernnnennanes .

B T T I T T e S N . T

} 1 (spa31 0] pt)
Hari/tanggal ¢ ...icccivicivinimmmnimioennnen
Pukul :

Isi surat undangan

i yang meliputi
imeliputi hari,-

k3

fanggal, waktu,

svesnsenes

asi. 0 pt)
«(Alinea Penutup)..ccocnireciiieaiinieinsniiniens

; tempat, dan
! acara

.
.
»
.
.
.
.
.
»
.
.
.
.
.
’
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
»
.
N
.
H
.
.
»
.
.
.
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
»
.
.
.
.
.
v
.

2 {spasi.O pt)

Walikota Batam, -« Nama jabatan,
) nama lengkap
. .ditulis huruf
1 | pada awal
3 (spasi.O pt)/ suku kata tanpa
dxgans bawahi.
dan

nd.xk ditebalkan

Nama Jelas

i Isicatatan
! hal-hal
yang
berhubungan
acara

po-wlz‘h-_--.----'--v-w-v--—-o
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i

Contoh Format Surat Undangan Intern Organisasi Perangkat baerah

Jiem

------ L T N

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778} 461164, 462217 Fax. {0778) 461813

Kode pos 29432 |

I

]
t
[
.
[
’
]
t
[
]
'
1
]

KR
-
)
[
L]
a.
'
r
]
:
v
]
(]
-
.
¥

2 Enter

UNDANGAN_’
NOwoof coef o] e

2 Enter

Sekretaris Daerah kota Batam, dengan ini mengundang Bapak/Ibu*
untuk hadir Pada :. .

Hari/Tanggal™ .
Pukul .

Tempat
Acara

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepa:t

pada waktunya diucapkan terima kasih

3cm.

Nama J eias
Pangkat
NIP.

Nomor urut surat
{tiga digit)
{  garing
Kode klasifikasi
: garing bulan
¢ garing tahun

¢ Isi surat.
lundangan
. yang
i meliputi
. harij,
! tanggal,
i waktu,
. tempat,
dan
acara

i Nama jabatan;

; nama lengkap

I ditulis buruf

pada awal

‘suku kata tanpa
{ digaris bawahi
dan

tidak ditebalkan

i

' hari, tanggal,
waktu

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Saudaraa

Pejabat
yang’
diundang
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d. Memo

(1)

(2)

(3)

Pengertian
Merupakan Naskah Dinas intern yang dlbuat oleh pejabat
kepada pejabat di bawahnya atau pegawai di ngkungan
Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikar; informasi
kedinasan yang bersifat mengingatkan: suatuéf masalah,
menyampaikan arahan, peringatan, saran dan pendapat
kedinasan. | |
Pejabat Yang Berwenang : i

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai deﬁgan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. = -
Susunan |
a) Kepala

Bagian kepala Memo terdiri atas: :

(1) Kop surat dinas yang ditandatangani éendiri oleh
Walikota atau atas nama Walikota menggunakan kop
surat Walikota; | ;

(2) Kop surat dinas yang ditandatangani oleh peJabat selain
pimpinan Walikota menggunakan kop surai; Organisasi
Perangkat Daerah (OPD); | |

(3) Kata Memo ditulis secara simetris di bawah kop Naskah
Dinas dengan huruf kapital, .

(4) Kata dari, ditulis dengan huruf awal kapltal diikuti
dengan tanda baca titik dua (:); dan |

(5) Kata Kepada, ditulis dengan huruf awal képitd diikuti
dengan tanda baca titik dua (:). |

b} Batang tubuh Memo 4
Bagian batang tubuh Memo terdiri dari alinea pembuka, isi,
dan penutup. |

c) Kaki

Bagian Kaki Memo terdiri dari: ,

(1) Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dlbuatnya
Memo;

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatarigani Memo

‘ditulis dengan huruf awal kapital pada setlap awal kata
dan diakhiri dengan tanda baca koma (,):

(3) Tanda tangan pejabat; dan
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(4) Tembusan (jika perlu), berada pada sisi k1r1 bawah

margin dan d11kut1 dengan tanda baca titik dua (:).
d) Hal yang perlu d1perhat1kan dalam: menyu§un Memo

meliputi: | 3 | |

(1) Memo tidak dibubuhi cap dinas;

(2) Tembusan Memo hanya d1tu_]ukan kepada peJabat di
lingkungan intern; dan : -

(3) Memo digunakan dari pimpinan atau ata:san kepada

i

bawahan atau staf di bawahnya.

Contoh Format Memo

» e e owom.

WALIKOTA BATAM
Nama yang
mengeluarkan-
memo- dan
nama penerima
memo
ditulis huruf
kapital
pada awal
kata

2 (spasi.0 pt)
MEMO

2 (spasi.O pt}.

> o om oo ow

.
«
.
v
.
.
.
.
.
s
b4
o
s
¥
:
.
.
.
.
e
H
.
s
H
-
H
v
.
.
.
b
.
.
H
v
i
1
?
1
+
-

Memuat isi
memo

2 (spasi.O pt) 4—p- | |Penandatanganan)

Bdtam, Tgl, Bulan, Tahun

WALIKOTA BATAM, Nama lengkap

 ditulis huruf
kapital
pada awal
. suku kata tanpa
3 cm

digaris bawahi
d

an
tidak: ditebalkan
Nama Jelas :

e I N I L R R N
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
a. Surat Dinas :
Jenis naskah dinas korespondénsi ekstern hahya ada§ satu, yaitu
surat dinas. |
1) Pengertian ‘ :
Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutinya disebut
surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang
pejabat dalam menyampaikan informasi ‘kedinas?an kepada
pihak lain di luar instansi/ orgahisasi yang bérsangk{ltan.
2) Pejabat Yang Berwenang |
Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3) Susunan
a) Kepala '
Bagian kepala surat dinas terdiri dari:
(1) Kop surat dinas yang ditandatangani éendiri oleh
Walikota atau atas nama Wahkota menggunakan kop
surat Walikota; | b
(2) Kop surat dinas yang ditandatangani oleh péjabat selain
pimpinan Walikota rhenggunakan kop surai%: Organisasi
Perangkat Daerah (OPD);dan
(3) _Nomor sifat, 1amp1ran dan hal, yang d1ket1k dengan
‘huruf awal kap1ta1 di sebelah kiri di bawah kop surat
dinas; ; : ;3
(4) Tempat dan tanggal pembuatan Surat, yang diketik
di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengalji nomor;
(5) Kata “Kepada Yth.” yang ditulis di bawah§ kata “Hal”,
diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi sﬁrat' dan
(6) Alamat surat, yang ditulis di bawah kata “Kepada Yth.”
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdm dar1 alinea
pembuka, isi, dan penutup.
c) Kaki
Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebielah kanan
bawah, yang terdiri dari:
(1) Nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma (,);



d)

(2)
(3)

(4)

()
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Tanda tangan pejabat; | :
Nama lengkap pejabat/penanda téngan, yang ditulis
dengan huruf awal kapital;
Stempel/cap dinas, yang digunakan sesﬁai dengan
ketentuan; dan
Tembusan, yang memuat nama jabat;én pejabat

penerima (jika ada).

Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang beirhak secara

cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Penfdistribusian

surat dinas diikuti dengan tindakan pengendaliafl.

Hal yang Perlu Diperhatikan

(1)

(2)

(3)

Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman
pertama surat dinas; ’

Jika surat dinas disertai lampiran, ﬁada kolom
Lampiran dicantumkan jumlahnya; | |

Kata lampiran, ditulis dengan huruf awal kaipital diikuti
tanda baca titik dua (:), apabila tidak ada lazmpiran kata

~ lampiran ini tidak digunakan; dan

Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mLflngkin yang
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiab unsurnya,
tanpa diakhiri tanda baca. |
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Pejabat Negara

WALIKOTA BATAM
2 {spasi.0 pt). ‘
fusef sesef esf ce] o 4—Batam, tanggal, bulan, tahur

® eracecssetrscrrarrcecanee

Penomoran terdiri

1 kategori klasifikasi }

i keamanan
i Nomor
urut naskah dirias
i tiga digit,/
kode Klasifikasi,
bulan, tahun, sifat
‘biasa/segera

i

”

Alamat tujuan
| yang ditulis
: bagian kiri.

¥
]
1
L]
[}
t
[}
L]
]
.
]
L}
L
]
L]
]
[}
]
]

2 (spasi.0 pt}
esvrerererenes cleeanns ceeseeenseo{Alinea Isi) ... Aserrivs TR R

! Memuat
! substansi
i Isi surat

2 (spasi.O pt}
Crevernreniiadiaicnanns (Alinea Penutup)....ccoeevaeivanns

2 {spasi.0 pt)
WALIKOTA BATAM,

NAMA JELAS 4

Nama lengkap
* ditulis Kapital

‘Tembusan
yang ditulis
‘bagian kiri

Alamat Lengkap
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Non pejabat Negaré

ilcm

PEMERINTAH KOTA BATAM ' o

SEKRETARIAT DAERAH 1 em

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164; 462217 Fax. (0778) 461813. Gy
Kode pos 29432 :

2 {spasi.O pt)

LN SORNY SNy SUN U <«-—Batam, tanggal, bulan, tahu
Sifat Dreves i

L P R R Y]

i
i

Penomoran terdiri
kategori klasifikasi
! Keamanan
¢ Nomor
urut naskah dinas
! tiga digit,/
kode Klasifikasi,
bulan, tahun, sifat
. biasa/segera.

Lampiran: ...
Hal :
1

2 (spasi.O pt)

Alamat tujuan
. 'yang ditulis
' bagian kiri

i

2 {spasi.O pt)
cdrereesenseanannnnsss(Alinea Pembukal............

........... P T R R O S P XLL LT TPy ey

U M o

2 {spasi.0 pt)
................................ co{ Alinea IS} .ieeeiecennirrnnncnvecannns

R R R Ty T R L P O P T P NP PP P PPy S TP PP

2. (spasi.O pt)

Nama Jabatan, !

{

i s i et

3 (spasi.0 pt)/
%

)

&

Nama Jelas
Pangkat
NIP:

¢ Memuat
. substansi
tentang Isi surat |

i

Nama jabatan,
nama lengkap
sditulis huruf
¢ kapital
¢ padaawal
suku kata tanpa
digaris bawahi
: dan
tidak ditebalkan

i Tembusan
. yang ditulis
. bagian kiri
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b. Surat Undangan Ekstern

1) Pengertian

2)

3)

Surat undangan ekstern adalah surat dinas yang memuat

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut f)ada alamat

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasén tertentu,

seperti rapat, upacara, dan pertemuan.

Pejabat Yang Bérwenang

Surat undangan ekstern ditandatangani éleh pejébat sesuai

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri daﬁ:

b)

Kop surat undangan ekstern yang ditandatan;gani -sendiri

oleh Walikota menggunakan kartu undangan;

(1) Kop surat undangan ekstern yang ditandatangani oleh
pejabat selain pimpinan Walikota menggﬁlnakan kop |
surat Organisasi Perangkat Daerah (OPD); |

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang dituliis di sebelah
kiri di bawah kop surat undangan ekstern;

(3) Tempat dan tanggal pembuatan éurat, yang ditulis
di sebelah kanan atas sejajar/ sebaﬁs dengai'l nomor;

(4) Kata “Kepada Yth.” yang ditulis di bawah kajlta “Nomor”,
yang diikuti dengan nama jabatan, dan élamat yang
dikirimi surat undangan ekstern (jika diperiukan).

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern tef‘diri dari:

(1) Alinea pembuka;

(2) Isi surat undangan ekstern, yang meliputi han, tanggal,
waktu, tempat, dan acara; dan |

(3) Alinea penutup.

Kaki |

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri aaﬁ nama

jabatan yang ditulis dengan huruf awal ka':pital, tanda

tangan, dan nama pejabat, yang ditulis dengaﬁ huruf awal
kapital. |
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4) Hal yang Perlu Diperhatikan : :
Surat undangan ekstern untuk keperluan tertéantu dapat -

berbentuk kartu. ,

Contoh Format Surat Undangan Ekstern

Amplop Undangan ( 17 cm'x.24 cm) |

Isi Undangan

WALIKOTABATAM: :
Batam, Tanggal, Bulan, Tahun

Walikota Batam

Nama Jelas
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Contoh Format Surat Undangan Ekstern

Non Pejabat Negara

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH
JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax, (0778) 461813

Kode pos 29432 |

2 (spasi.O pt)
cveref een 4—,Batam; tanggal, bulan, tahu

enienee D T T TR

T

Penomoran terdiri.
kategori klasifikasi
: keamanan
; Nomor
urut naskah dinas’
tiga digit,/
kode klasifikasi,
.bulan, tahun, sifat
¢ biasa/segera

Hal - : UNDANGAN

: 2 (spasi.O pt)
Kepada Yth:

EAlamat tujuan
i yang ditulis .
! bagian kiri

gressaivasesueais et vsedararay
di -

‘Batam

Batam

2 (spasi.0 pt)

terhreeeriinaeeiane .(Alinea Pembuka)......... rerwsiesenennenssinns :

1 {spasti. pt)
Hari/Tanggdl : ........ veresserasraseiane vrrrranrees O, <
Pukul oo R
Tempat - . » {
Acara b reverereisebessaesasesiosyresraestasnenaes e &

} 1 {spasi. pt) ,
SO AR .....(Alinea Penutup)

S

2 {spasi.0 pt).
Namd Jabatan

Nama’Jelas
Pangkat
NIBP.

Isi surat

/ ﬁndangan yang

‘meliputi hari,
tanggal, waktu,
. tempat, dan

; acara,

H

Nama jabatan,
nama lengkap-
i ditulis huruf
kapital
i pada awal
sulna kata tanpa
digaris bawahi
{ dan
tidak ditebalkan |-

Tembusan
¢ yang ditulis.
‘ bagian kiri.
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C. Naskah Dinas Khusus

1.

Surat Perjanjian

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatian bersama

tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah ipihak atau

lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukuni yang telah

disepakati bersama.

Surat perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luér negeri.

a. Perjanjian Dalam Negeri

1) Pengertian

,2)

3)

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, balk di tingkat

pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman

bersama atau perjanjian kerjasama.

'Pejabat Yang Berwenang

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam inegeri, baik

di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditaiindatangani

oleh pejabat sesuai dengé.n tugas, WewenAng, dan tanggung

jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala terdiri dari: S

(1) Lambang negara (untuk pejabat negara)% diletakkan
secara simetris, atau logo (untuk non peja{bat negara)
yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas,
disesuaikan dengan penyebutan nama lembz;‘tga;

(2) Judul perjanjian; dan |

(3) Nomor.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerjasama mer’fnuat materi
perjanjian, antara lain tujuan kerjasafna, ruéng lingkup
kerjasama, pelaksanaan kegiatén, ﬁembiayaan,
penyelesaian perselisihan, penutup dan hal—hél lain yang
menjadi kesepakatan para pihak.

Kaki !

Bagian kaki perjanjian kerjasama terdiri dan nama
penandatangan para pihak yang mengadakaﬁ perjanjian
dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubfuhi meterai

sesuai dengan peraturan perundang—undangan.f '
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Contoh Format SuratPefjanjian Antar Pemerihtah /

Lembaga Dalam Negeri Untuk Pejabat Negé.ra

WALIKOTA BATAM
2 (spasi.O pt)

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini,
bertanda tangan di bawah ini:

L R : (Nama Instansi) dalam hal ini bertmdak
untuk dan atas nama , berkedudukan di
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

: (Nama Instansi) , dalam hal ini bertindak

Untuk: selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secarg
\bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu
bahwa: .

7. PIHAK PERTAMA adalah

.b PIHAK KEDUA adalah

3em Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk. mengadakad
[&—— Perjanjian Kerja Sama dalam remssrasreviress SN vereriaseest sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
TUJUAN

‘Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan
'kelembagaan antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kearsipar

IR PR P P T L T PP PP PR P PR pRe

RUANG LIN GKUP

‘Ruang lingkup Kerja Sa’mavmeliputi:

~ 'c keglatan-keglatan lamnya yang dlsepakatl oleh PARA PIHAK

PASAL.3
PELAKSANAAN KEGIATAN

‘(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA
. PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman,
+ Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasiitas yang
v adadilingkungan PARA PIHAK '
'(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesephaman Bersama ini akan

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan saty,

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman

‘untuk dan atas nama , ...y bDerkedudukan di.
»selanjutnya disebut IHAKKEDUA. * - ¢

2cm
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'Segala. biaya. yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahamar]
Bersama ini dibebankan atas dasar pembicaraan diantara PARA
PIHAK. dan/atau pihak lain: yang tidak mengikat sesuai dengan
‘Peraturan perundang-undangan yang berlaku,

PASAL 5
EVALUASIL

PASAL 8
LAIN-LAIN

.(1) Apabila hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah plhak atau

+  force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan

* ‘tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengar
persetujuan kedua belah pihak. .

\(2) Yang termasuk force majeure:

»  a, Bencana alam; ‘

'  b.Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

: c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan,

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman
* Bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama
. danPihak Kedua.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan,
+ diaturlebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama
' dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahamaﬁ
! Bersamaini
«{5) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud _pada.ayat‘
+ (4) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu
Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut. tidak akar!
' menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PIHAK
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PENUTUP ; v

’Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2-(dua) asli masing?
‘masing bermeterai cukup dan. mempunyai kekuatan hukum yang |
sama guna kepentingan PARA PTHAK. ; :

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

H

~ i

Penambahan format perjanjian untuk non pejabat negard menggﬁnakan logo

daerah.



-85-

Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Neéeri

Untuk Non Pejabat Negara

k|
]
*
E ]
]
¥
i 2
¥
k3
[
1
]
]
| ]
.
'l
13
P
.
[e]
?
VB
1]
]
]
L]
¥
¥
1]
]
1
v
1 4
4
*
1 ]
1]
13

i

{Judul perjanjian
i {Nama naskah
dinas, para pihak,
ohjek perjanjian).
: Penomoran yang
{7 berurutan

¢ dalam satu,

¢ tahun takwim-

7.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM

L R Ty T PR PR TS aimrew

TENTANG

D R T T B S I ]

‘Memiuat-identitas-.
i pihak yang

i mengadakan
i dan
imenandatangani.
perjajian

'Pada han ini, : .; bertempat.di ...
yang bertanda tangan dxbawah ini:

P T N T T T I R .

i ! vreenennens, Selanjutnya disebut sebagai Pihak I"4 _______ -
v § veveneeneaienas , selanjutnya sebaga1 Pihak I :

'Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang : ....cocsnnens®
:yang diatur dalam ketentuan sebagal berikut:

Pasal 1-
- TUJUAN KERJA SAMA

oo sann ey b sn

n i b

M emuat-materi
: perjanjian yang
: ditulis dalam.
’ bentuk pasal-pasal

coieive:
PR
s v




-86-

‘(1) Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah’
pihak atau force majeure dapat dipertimbangkan kemungkinan,
kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas «
pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. '

'(2) Yang termasuk force majeure adalah -
a. bencana alam; ]
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

«{3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja
sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama
dan Pihak:Kedua

Pasal 7
PENUTUP

, Nama Institiusi . Nama Institiusi
: Nama Jabatan . Nama Jabatan
' Tanda tangan ~ Tanda tangan

' Nama Nama.
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b. Perjanjian Internasional

1) Pengertian

3)

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam ‘E)entuk dan

nama tertentu, yang diatur dalam hukum internafsional yang

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di
bidang hukum publik.
2) Pejabat Yang Berwenang

a) Pembuatan perjanjian internasional diBuat mélalui tahap
penjajakan, perundingan, perumusan riaskah, %pénerimaan
naskah, dan penandatanganan; L

b) Perjanjian internasional dibuat dan ditandatafmgani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, wewenahg, daril tanggung
jawabnya; dan ', |

c) Lembaga negara dan lembaga pemerintah baik tlngkat pusat
maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat
perjanjian internasional terlebih dahulu ?melakukan
konsultasi dan koordinasi mengenai rencari;a tersebut
dengan Menteri Luar Negeri. 3

Susunan

a} Kepala e ;

Bagian kepala terdiri dari: |

(1) Lambang negara masing-masing pihak yang dﬂetakkan
di tengah atas; |

(2) Nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional/ Memorandum of Understanding (MoUy);
dan : . g

(3) Judul perjanjian internasional.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri dari:

(1) Penjelasan para pihak sebagai plhak yang terlkat oleh

perjanjian internasional/MoU;,

(2) Keinginan para pihak; 3

(3) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut; ?

(4) Rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak

(5) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; da_n



d)
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(6) Kesepakatan kedua belah pihak terhadaﬁ ketentuan
yang tertuang dalam pasal-pasal. :

Kaki

Bagian kaki terdiri dari: ,

(1) Nama jabatan pejabat penandatahgan s{élaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama
pejabat penandatangan, yang letaknya ﬁisesuaikan
dengan  penyebutan dalam  judul pexjarijian
internasional; :

(2) Tempat dan tanggal penandatangananf peljanjian
internasional;

(3) Penjelasan teks bahasa yang kdigunakan dalam
perjanjian internasioﬁal; dan i

(4) Segel asli.

Hal yang perlu diperhatikan

Perjanjian internasional dapat dilakukan déngan satu
negara atau lebih, organisasi internasional, étau subjek
hukum internasional lain berdasarkan kesepa;katan; dan
para pihak berkewajiban untuk melaksanakaﬁ perjanjian
tersebut dengan iktikad baik. Perjanjian itilternasional
dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkah hubungan
dan kerja sama antar negara. Hubungan dan ékerja sama
luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dan lembaga
pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta% Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri.
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Contoh Format Kesepakatan Awal/Memorandum Of

Understanding

WALIKQTA BATAM
2 (spasi.O pt}

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
GOVERNMENT OF BATAM CITY

‘Government Of Batam City and (hereinafter referred td
as " "), hereinafter jointly hereinafter referred to as "The
‘Considering that .............. ... is an Intermational Non. Govemmenta}
'Orgamzatlon {(INGO) which is legally estabhshed in '
whose aimisto .
-Desinng to , on the basis of mutual
respect and mutual benefit; ‘
‘Pursuant to the prevailing laws and regulations, policies and
:procedures of the Government of the Republic of Indonesia concerning
international technical cooperation;

:Have reached the understanding as follows:

. ARTICLE 1
- OBJECTIVE

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION

2. The Parties shall cooperate in the areas of
the following activities:

ARTICLE 5.

D R Ry N LT R T R Ry Py s Y R T YR YR Py

ARTICLE 6
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"ARTICLE 7

00000000000 i0000E0EsEr00000TrTlasettsesee

ARTICLE 8

0000 E0E0EassRNIEEeess00000000NS0800800000000000000

ARTICLE 9
AMENDMENT

«ThlS MoU can be reviewed or amended at anytime by’ mutual written

‘consent by the Parties. Such revisions or-amendments shall enter mtd

‘force on such date as determined by the Parties and shall form ar]

,1ntegra1 part of this MoU. ;

i ARTICLE 10

: COMMENCEMENT AND DURATION

(l) This MoU shall commence on the date of its signing’ and shal

+ remaininforce period of 3 (three) years.

'(2) This MoU may be terminated by either Party by giving wrltten nohcé

' " tothe otherParty 6 (six) months priorits termination..

(3) The termination of this MoU shall not affect the validity and
duration of any activities.or project under this MoU until the
completion of such activities or projects, unless the Parties dec1dé
otherwise,

+
[
.
' i
.
l

N WITNESS WHEREOF, the undersigned, have sngned thls
'Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate at:
at The Hague this in the year two
'thousand and fourteen in Indonesian and English language both texts o ¢
4——->bemg equally authentic. In case of any divergence of mterpretatlon 4—-—)
'Indonesxan language shall prevail.

§
i

¢
H

:For the Government Of Batam City For...icvvicvmninnnnnean

#
i

’
+
+
§
+
L]
s
L]
1]
1

CHIEF/PRESIDENT/DIRECTOR GENERAL:
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian

2. Surat Kuasa |
Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biaslet dan surat
kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).
a. Pengertian
Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberiaij wewenang
kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan %atau pihak
lain dengan atas namanya untuk melakukén suaﬁu tindakan

tertentu dalam rangka kedinasan.



- -92-

b. Pejabat Yang Berwenang

Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internjasional (full

powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh walikota yang

memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.

Susunan

1) Kepala

2)

3)

dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kepalé surat kuasa térdiri dari: |

a) Kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama 1erfxbaga, yang
diletakkan secara simetris dan diytulisy dengan‘hun;lf kapital;

b} Judul surat kuasa; dan | ‘

¢) Nomor surat kuasa.

Batang tubuh ‘

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat rrilateri‘ yang

dikuasakan. |

Kaki

;

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan temﬁat, tanggal,
bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan taéqda tangan

para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi me;terai sesuai
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Contoh Format Surat Kuasa

Penomoran

{ Nomor
urut'surat
tiga digit.K

; paring

kode klasifikasi

garing bulan
garing tahun

e

i

WALIKOTA BATA
2 (spasi.O pt)
SURAT KUASA
Nomor:..../..k./.../‘..‘/. <
' 2 {spasi.O pt)

Pejabat
i yang

Yang bertanda.tangan di bawah ini :
¥ memberi kuasa

a. Nama :.......

Do JADALAII S cveeseeievereesiseeeerseneeeeseeonnaensss
2 (spast.O pt)

MEMBERI KUASA
. Yang

| menetima
kuasa

Kepada -

a. Nama

s :
B N T R A L L L DT R Py T

N . b
s JN F=1 o =1 -1 ¢ B S O SUPRUURU SO

.

2 {spasi.0 pt) :
| ‘Memuat

| substansi -
tentang kuasa

em e e e m e m m m w m mm m e W omim ow oM. m o omm W mom komoa 0w om s

vUntuk :

oo
£

e m W e wm m e m wla o m mom e m W e om]e owom owom o om hom o omome mow oo om m e e

|

e 6 s N E o E s N E N e N E o et esetanntiaeeatatetsrtennrsessensadiossssrsrancvasacenarstossssassnsson

»
B LT T R L o LI Y e rereaene |
.
LT LT P

2 (spasi.O pt)’ iy

Demikian Surat Kuasa ' ini dibuat untuk dipergunakan,
' 3'(spasi.O pt} N

sebagaimana mestinya.

i

"2 (spasi.O pt}

! Fanggal
penandatanganan
Nama jabatan,
nama lengkap

* ditulis huruf
¢ kapital
i pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi.
i dan
tidak ditebalkan

3

Batam, Tgl, Bulan, Tahun
Yang Diberi Kuasa. Yang Memberi Kuasa.

Nama Jabatan Walikota Batam

3.(spasi.O pt) k '3 (spasi.O pt)
. |
Nama ‘ Nama Jelas

H

Nama jabatan,
nama lengkap,
pangkat, NIP-
ditplis huruf
i kapital
" { pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi
i dan
tidak ditebalkan

Nip

e m m e e e m e m e, % m e . m e e mmom W om e w w w o om

A B N R oSN T B

i
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Contoh Format Surat Kuasa (Full Powérs_)
Untuk Penandatanganan MoU |

: Penomoran.
Nomor-

. urut surat

| tiga digitX
WALIKOTA BATAM, L aring
. kode klasifikasi
2 {spasi.O pt} . { garing bulan
i garing tahun

SURAT KUASA ' 7————

: iamare e e

Nomor:..../.../cecfee] o qmmmmm=""""

Pejabat
. . ] 1 ‘ an
} 2 (spasi.O pt} memb}::ri 1g<uasa

Yang bertanda tangan di bawah ini.........(nama pejabat)
Walikota Batam, memberi kuasa penuh kepada

Yang menerima
‘Nama Pejabat. fasa

Jabatan «

Memuat
nntuk menandatangani atas nama Pemerintah Kota Batam-,:, * substansi

Nota. Kesepahaman antara. Pemerintah Kota Batam dan tentang kuasa
Pemerintah {(Provinsi/Kota/dsb}} mengenai, y
erjasama 4

Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan. saya,
bubuhi materai di Batam pada tanggal bulan

i Penandatangan
i Nama jabatan,
. /¢ nama lengkap
Tanda Tangan ! ditalis hurnf
. kapital
| padaawal
‘suku kata tanpa
. digaris bawahi
{ dan

Nama Walikota Batam 4 tidalk ditebalkan
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Contoh Format Surat Kuasa Untuk Penandatangarian MoU;

(Dalam Bahasa Inggris)

WALIKOTA BATAM
}2 {spasi.O pt)
FULL POWERS
} 2(spasi.O pt)

:’I‘he Undersigned, ivieey Mayor Of Batam
:fully authorizes

Name of Official
Jabatan = <~

R T . G B T S S

e

I

1
1
1
.
L]
]
3

to sign on. behalf of the Government of the Batam City, the

and the Government
cooperation,

Powers in Batam.on this
:thousand '

Signature

(Tanpa Cap). -

Name of .
The Mayor of Batam

Pejabat
¢ yang.
memberi kuasa

Yang menerima |
kuasa

Memuat
i substansi
tentang kuasa

Penandatangan
Nama jabatan,

‘riama lengkap

¢ ditulis huruf

i kapital

i padaawal

suku kata tanpa

~ digaris bawahi

dan

tidak ditebalkan
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3. Berita Acara

a. Pengertian

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi tentang§ pernyataan

bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaén kegiatan

pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh% para pihak

dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dari:

2)

Kop berita acara, terdiri dari lambang negara/ logo dan nama

a)
lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis déngan huruf
kapital; | |

b) Judul berita acara; dan

c) Nomor berita acara.

Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dar1

a} Tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan
para pihak yang membuat berita acara; :

b) Substansi berita acara;

¢} Keterangan yang menyebutkan adanya lamplran dan

d) Penutup yang menerangkan bahwa berita acarg ini dibuat
dengan sebenar-benarnya. | :'

Bagian kaki berita acara memuat tempat ﬁelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para

pihak dan para saksi.
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Contoh Format Berita Acara

Penomoran
Nomor

WALIKOTA BATAM = urut surat
tiga digit. K

. igaring
-2 (spasi.0 pt} kode klasifikasi

garing bulan

BERITA ACARA’ | | garing tahun

Nomor..../.coofeeeef yeee < ‘ — ; ,

2 {spasi.0 pt) ' Pejabat.
o . yang
Pada hari ini tanggal Cabeesabi par et en ek n b ks meer st i naniey memt.:f;k“asa
Coveiieninensiins ieteeribreniens eieciiseees . kami masing-masing : o ﬁlenengrna
L SRR denrbasebanin yang selanjutnya’ ! kuasa

v disebut Plhak Pertama

2 ... reerssusunsretarhnetansierasboriensveenannobinneniniiranes . yang selanjutnya- Z

disebut Plhak Kedua.

L [ %Memuat
2 (spasi.0 pt) , . §t1;bsta1;15i
. . entang kuasa

L

2 (spasi.0 pt}

Berita Acara ini dibuat dengan . sesungguhnya dalam':
~qntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.,.

' ‘ - Tanggal
Batam, Tgl, Bulan, Tahun % penandatanganan
. ’ N - - Nama jabatan,

Pihak Kedua - Pihak Pertama nama lengkap
' » : ditulis huruf’
Nama Jabatan . Walikota Batam , ¢ kapital
< . ) padaawal
suku kata tanpa
. } . digaris bawahi
3 (spasi.0 pt} fe v 3 (spasi.0 pt) » g dan
: H ) tidak ditebalkan

i

Nama ' , | Nama Jelas

Nama jabatan,
Pan.gkat nama gcngkap,
pangkat; NIP

NIP : ditufis-huruf

¢ kapital

pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi

i dan
tidak ditebalkan

*
1]
13
)
¥
v
'
1 ]
.
1
3
1]
v
¥
'
1
»
1)
¥
1
L]
.
'3
.
3
1
t
1]
v
¥
1
.
[ £
'
’
N
]
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Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang berisi
antara lain laporan, notulensi, memori, daftar sepertl daftar

aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

4, Naskah Serah Terima Jabatan

a. Pengertian

C.

Naskah Serah Terima Jabatan adalah merupakan naskah yang
digunakan pada saat pelaksanaan pergantian _]abatan yang
ditandatangani oleh pihak yang menerima dan nienyerahkan
jabatan dengan disaksikan oleh pejabat di atasnya ya%ng memiliki
kedudukan lebih tinggi. 3

Pejabat Yang Berwenang ,

Wewenang penandatanganan naskah serah terirr%la jabatan
ditandatangani oleh pihak yang menerima :dan rrienyerahkan
jabatan dengan disaksikan oleh pejabat di atasnya yatng memiliki
kedudukan lebih tinggi. |

Susunan

1) Bagian kepala terdiri atas: 4

a) Naskah serah terima jabatan yang d1tandatangan1 sendiri
oleh Walikota menggunakan kop surat Wahkota,:_’

b) Naskah serah terima jabatan yang ditandatélngani oleh
pejabat selain p1mp1nan Walikota menggunakan kop surat
Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

c) Judul naskah serah terima jabatan dengan menggunakan
huruf kapital secara 81metns, 3

d) Nama jabatan yang diserahterimakan dengan ménggunakan
huruf kapital secara simetris;

e) Nama unit organisasi eselon di atasngfa dengan
menggunakan huruf kapital secara simetris; dan

f) Nomor yang ditulis dengan huruf kapital secara éimeMs.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh naskah serah terima jabatan terdiri afaS'

a) Alinea pembuka yang berisi tanggal, waktu, dan tempat
pelaksanaan serah terima jabatan;

b) Alinea isi yang memuat nama pejabat dan kepli.ltusan yang
menyatakan pengangkatan pejabat tersebut sebiagai pejabat

lama dan pejabat baru, disertai dengan Eipernyataan
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penyerahan wewehang dan tanggung jawab jajbatan yang
diserahterimakan; dan | :

Alinea penutup yang menyatakan péngukuh?an naskah
serah terima jabatan dengan pembubuhan tahda tangan

pejabat lama dan pejabat baru.

Kaki ‘ %
Bagian kaki naskah serah terima jabatan terdiri amsz

a)

;b)

d)

Tempat dan tanggal pembuatan naskah sefrah terima
jabatan; |
Serah terima jabatan eselon II, III dan IV, naima lengkap
pejabat baru sebagai pihak yang menerima jébamn dan
pejabat lama sebagai pihak yang menyerahl%an jabatan
secara sejajar serta ditulis dengan menggunakaﬁ huruf awal
kapital, tanpa diberi tanda baca apapun, dan d1 bawahnya
ditulis Nomor Induk Pegawai;

Nama jabatan pihak yang menyaksikank pelaksénaan serah
terima jabatan secara simetris dan diakhiri déngan tanda
baca koma (,); dan

Nama lengkap pejabat yang menyaksikaﬁ pelaksé'maan serah
terima jabatan, ditulis dengan menggunakan ‘huruf awal
kapital, tanpa diberi tanda baca apapun, dan njomor induk

pegawai juga tanpa tanda baca titik (.).
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Contoh Format Serah Terima Jabatan

WALIKOTA BATAM.
2 (spasi.0pt)

BERITA ACARA.
SERAH TERIMA JABATAN

Penomoran,
Nomor .
urut surat
tiga digit.K
garing.
kode klasifikasi
garing bulan.
garing tahun

NOMOR ....... Joienee Y - -
2 (spasi.0 pt}

Pada hari ini,
bertempat di
tangan dibawah ini:
. 1. Nama :
' Jabatan T ST (Pejabat Lama)
: disebut sebagal Plhak Kesatu
1 2. Nama Diveenieseaeee erevsneiies (Pe_]abat Baru)
: Jabatan
. selanjutnya disebut sebagal Pihak Kedua
' Berdasarkan surat keputusan ,
*Tahun, Tanggal maka dengan ini;
. a. Pihak Kesatu menyerahkan segala tugas, wewenang,
dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua; '
b, Pihak Kedua telah menerima segala tugas, wewenang,
dan tanggung jawab dari Pihak Kesatu; 2 cm
¢ Mulai saat penandatanganan Berita Acara Serah
Terima Jabatan ini, segala tugas, wewenang, dan
tanggung jawab Pihak Kesatu beralih kepada thak
Kedua.
Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, telah

dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh kedua
‘belah pihak

2'(spasi.O pt)

Pihak Kedua
yang menerima

Pihak Kesatu

< yang menyerahkan
i i
-3 (spasi.Opt) E}«wj :

& Y

Nama Jelas- Nama Jélas:

Menyaksikan; *

s _

Nama lengkap,
jabatan
ditulis huruf
kapital
pada awal

-§/. | suku kata tanpa

digaris bawahi
dan

| tidak ditebatkan.

Nama lengkap.

ditulis huruf
kapital
pada awal

suku kata tanpa

digaris bawahi |

dan
tidak ditebalkan
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Contoh Berita Acara Serah Terima J abatén
Eselon 11, I1I, dan IV |

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH
JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813 :
Kode pos 29432 .. . Penomoran

{  Nomor

S urut surat

! tiga digit.K

¢ garing
kode klasifikasi

‘garing bulan

garing tahun

‘ H

}2 (spasi.0 pt)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN:
NOMOR ...../wenief veiaf curer o

2 (spasi.0 pt)

Pada hari ini, veereeaes bulan
bertempat di Masing-masing yang bertanda’
tangan dibawah ini:

} 1 (spas1 O ptj

‘Nama lengkap,
jabatan.

ditulis huruf
: kapital
! pada awal

1. Nama
NIP
Jabatan Lama
Jabatan Baru

T
[
»
]
v
.
¥
v
*
v
v i
'
*
v
]
..
T
L]
s
[
1

[ B

Ple ‘| suku kata tanpa

Nama , i ;digaris bawahi

. R E : dan

gli L , t1dak ditebalkan
abatan Lama

Jabatan'Baru : :
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua :

Berdasarkan surat keputusan '

Tanggal .......... maka dengan ini:. .

a. Pihak Kesatu menyerahkan segala tugas, wewenang, dan
tanggung jawab kepada Pihak Kedua;

b. Pihak Kedua telah menerima segala tugas, wewenang, daﬁq—-—)
tanggungjawab dari Pihak Kesatu;

c. Mulai saat penandatanganan Berita Acara Serah Tenma
Jabatan ini, segala tugas, wewenang, dan tanggung Jawab
Pihak Kesatu beralih kepada Pihak Kedua.

5
¢
i

1 (spasi.0 pi)

_ Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini, telah dibuat

.dengan. sesungguhnya dan d1tandatangam oleh kedua belah pihak.
. dan diketahuioleh.....cccceceeereriiennne raveinins

2 (spasi.0 pt) i

: ! Nama lengkap
Pihak Kedua ‘ Pihak Kesatu Pangka(,gN[pp

yang menerima * yang menyerahkan ‘\3 ditilj,s I:ulruf
i pl a.

i
. o ) i 1 ,
8 (SpaSI.O pt) }'4--‘ -y z_,,i SI(SpaSLO pt) }1 Isul?f?{ixf;;lnpd
Nama Jelas i © Nama Jelas ‘ dlgan;al;'iwahl
Pangkat - < Pangkat &4 tidalk ditebalian
NIP NIP ,

Mengetahui

Atasan langsung

- 3:(spasi.0 pt) %

Nama Jelas ' .

Pangkat -
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5. Surat Keterangan

a. Pengertian

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang beris:i informasi

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan

kedinasan.

b. Pejabat Yang Berwenang

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnyé.

c. Susunan

1)

2)

3)

Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: ‘

a) Kop surat keterangan, terdiri dari logo dan naéna lembaga
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan hul}uf kapital;

b) Judul surat keterangan; dan | ;

¢} Nomor surat keterangan.

Batang Tubuvh ]

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat p%ejabat yang

menerangkan mengenai sesuatu hal, peﬁéﬁwa, aitau tentang

seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan ditferbitkahnya

surat keterangan. s

Kaki ; ’

Bagian kaki surat keterangan memuat keteranéan tempat,

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tandé tangarf, dan nama

pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. P:osisi bagian

kaki terletak pada bagian kanan bawah. |
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Seseorang

‘Penomoran

PEMERINTAH KOTA BATAM ' : Nomor

furut surat’

SEKRETARIAT DAERAH 1 ;ftiga digit.K
JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813 , iode i lan basi

Kode pos 29432 ' . garing bulan
garing tahun

}. 2 {spasi.O pt)

: SURAT KETERANGAN . —
: NOMOR:.cooood oo " | | identitas
' ' i yang

R v memberikan
} 2 {spasi.O pt} : ketérangan

1
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP b
Pangkat, golongan : , v « ‘
Jabatan : ‘ ¢ Memuat

, « : identitas
i 3 Co {yang diberi
dengan ini menerangkan bahwa a ‘keterangan

Nama ; v . . .

b

NIP : : : : N -

Pangkat, golongan : ......ccaiiieininienn. cviesruresiaiisen iveerensans - 3

Jabatan : : : i Memuat.

i informasi
imaksud dan
i tujuan
diterbitkannya-
" |surat keterangan,
informasi tentang
seseorang untuk
kepentingarn

Nama jabatan
: dan’
Nama. lengkap
: ditulis kapital
3. (spasi.0 pt) ¢ | di'awal kata

A

Pejabat Pembuat Keterangan,

i

Nama Lengkap
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/ Peﬁstiwa

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH
IL. Engku Putri No. 1 Telp. {0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813
Kode pos 29432

¥
L]
L]
]
1
1
'
]
1
1

:Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
NIP

N Jabatan.

} 2 (spasi.O pt}

~ SURAT KETERANGAN
NOMOR: ... feooderssorsid e

} 2 (spasi.0 pt)

dengan ini menerangkan bahwa pada hari

telah terjadi hal/peristiwa:

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

} 2 {spasi.O pi}

Batam, tanggal ......bulan......... Tahun
Pejabat Pembuat Keterangan, %

" 3-{spasi.O pt)

Nama Lengkap

| =

Penomoran

¢ Nomor

Aurut surat

tiga digit.K

: garing
kode klasifikasi
. garing bulan

garing tahun

i

 Memuat
identitas

{ yang
memberikan
keterangan

: Memuat

‘informasi

mengenai

| tentang

: sesuatu
hal/peristiwa.

Nama jabatan

©  dan

Z Nama lerigkap
ditulis kapital.

di awal kata
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6. Surat Pengantar
a. Pengertian
Surat Pengantar adalah naskah dinas yang dlgunakan untuk
mengantar/ menyampalkan barang atau naskah
b. Pejabat Yang Berwenang
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang
mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, Wewpnang, dan
tariggung jawabnya. |
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:
a) Kop surat pengantar;
b} Nomor;
- c) Tanggal;
d) Nama jabatan/alamat yang dituju; dan :
e) Tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simeuis.
2) Batang Tubuh - |
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bei'ltuk kolom
terdiri dari: | ?
a} Nomor urut;
b) Jenis yang dikirim;
c) Banyaknya naskah/barang; dan
d) Keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: :
a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, yang méliputi:
(1) Nama jabatan pembuat pengantar; |
(2) Tanda tangan;
(3) Nama dan NIP; dan
(4) Stempel jabatan/OPD.
b) Penerima yang berada di sebelah kiri, yang mehputl

l

(1) Nama jabatan penerima;
(2) Tanda tangan;

(3) Nama dan NIP;

(4) Stempel Dinas;

(5) Nomor telepon; dan

(6) Tanggal penerimaan.
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4) Hal yang perlu diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama

untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

Contoh Format Surat Pengantar

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH
JL: Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. (0778} 461813
Kode pos 29432

. ‘| Nama penerims|
2 (spasi.O pt) , Gon jpumlah
berkas dikirim

Batam, tan ggal, bulan, tahun

Penomoran.
Kode klasifikasi.:
garing Nomor.
urut surat
tiga digit’
garing bulan
garing tahun

2 (spasi.O pt}

SURAT PENGANTAR
Nomor ¢ v/ oS coiifees

M om ow Wpw W w oW O om oW oM o ompw

Jenis yang dikirim Banyaknya| Keterangan

Isi dan jumlah. §
yang diserahkan§

LN
¥

Diterima tanggal

. 2 {spasi.O pt}

Penerima : Pengirim
NAMA JABATAN NAMA JABATAN

Nama lengkap I

ditulis huruf: §
kapital
pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi i
dan
tidak ditebalkan |

<l
-

3 (spasi.O pt)

: ’ 3(spasi.0 pt)

Nama Jelas Nama Jelas
Pangkat Pangkat

R T I N S
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7. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pembentahuan

tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat/

pegawai/perseorangan/lembaga baik di dalam maupun di luar

lembaga.

b. Pejabat Yang Berwenang

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pe:iabat; yang

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan

- 1) Kepala

-

3)

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

a) Kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; :

b) Tulisan “PENGUMUMAN” dicantumkan di bawah kop surat,
yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan
“NOMOR” pengumuman dicantumkan di bawahnya

c) Kata “TENTANG”, yang dicantumkan di bawah nomor dltuhs
dengan huruf kapital secara simetris; dan |

d) Rumusan judul pengumuman, yang ditulis déngan hufuf
kapital secara simetris di bawah kata “TENTANG”.

Batang Tubuh | |

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari:

a) Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; ‘

b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pehgumumah;
dan |

c¢) Pemberitahuan tentang hal tertentu.

Kaki ‘

‘Bagian kaki pengumuman ditempé.tkan di sebelah kanan, yang

terdiri dari:

a)
b)

c)

d)

e)

Tempat dan tanggal penetapan.; ‘ ' , ’

Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang difulis dengan
huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma( )
Tanda tangan pejabat yang menetapkan, ‘

Nama lengkap, pangkat NIP yang menandatanganl yang
ditulis dengan huruf awal kapital; ‘ ’ '

Cap dinas; dan
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f) Tembusan ditulis di sebelah kiri.

Contoh Format Pengumuman

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH )
JL. Engku Putri No. 1.Telp. {0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813
Kode pos 29432

2 (spasi.0 pt) .

PENGUMUMAN
NOMOR: .../ viccf o] e
},1 {spasi.O pt}
TENTANG

Penomoran
Nomeor
urut surat
tiga digit. X
garing
kode klasifikasi
garing bulan
garing tahun

Judul
Pengumuman
ditulis dengan
huruf kapital

=

erevsscvisvecnae L R N R E Ty RO P P TR XY scvseves sesvssdsrsssnsecsscns

} (spasx 0 pt)

.
.
.

Tresiesssemeny sessnee Sesessnesrsrssanriiny seiven sesurinbavpembiinecsans dnaseve sesssinrssasses

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal...........20...
Nama Jabatan,

* 3 (spasi.O pt)

Nama Jelas
Pangkat
NiP.

,Tembusan :

M
. e e m m e mm e om ol et . e . &b

e et e,

|

N
g

i

Memuat: alasan,
peraturan
yang menjadi-
dasar, dan
pemberitahuan
tentang hal
tertentu yang
dianggap
mendesak

Nama jabatan,
nama lengkap
ditulis huruf
kapital
pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi
dan
tidak ditebalkan
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a. Pengertian

Notulen merupakan catatan singkat (ringkas) imengenfai jalannya

persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan cjiputuskan.

b. Pejabat Yang Berwenang

Notulen dibuat oleh notulis dan ditandatangani oleh pimpinan

sidang/rapat.

c. Susunan

1) | Bagian kepala terdiri atas:

2)

Batang tubuh notulen terdiri atas: -

4)

a) Notulen menggunakan kop surat Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang melaksanakan; dan

b) Tulisan “NOTULEN” dicantumkan di bawah gulisan Kop
surat, ditulis dengan huruf kapital secara simetﬂé;dan

c) Notulen yang berisi Sidang/Rapat, Hari/ Tanégal, Waktu
Sidang/Rapat, Acara, Pimpinan sidang/ raﬁat, Ketua,
Sekretaris, Pencatatan dan Peserta Sidang/ Rapaf.

Batang Tubuh '

a) Pembukaan, berisi arahan pimpinan/rapat mendasari
pelaksanaan rapat; dan - :

b} Pembahasan, | berisi  substansi  materi f)embukaan,
pembahasan dan kesimpulan rapat. | |

Bagian kaki notulen terdiri atas: v :

a) Peraturan yang mendasari materi pembahasan riapat; dan

b)

Nama dan jabatan pejabat yang memimpin sidang/rapat

yang ditulis dengan huruf awal kapital;

Hal yang perlu ‘Adiperhatikarn dalam penyusunéem notulen

melipuﬁ:

a)

b)

Untuk notulen 'rapat pinipinan, disampaikan ,kepfada seluruh
peserta rapat/sidang dengan naskah dinas koirespondensi
intern atau ekstern; dan o
Peserta rapat/sidang mengisi daftar hadir; dan |
Khusus notulen rapat pengadaan barang/ jiasa, harus

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
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Contoh Format Notulen

ilcm

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813

Kode pos 29432

‘Sidang/Rapat
Hari/Tanggal

Waktu Sidang/Rapat : ..
. 1

Acara.

. 2. dan setérusnya

3

Pimpinan Sidang/Rapat
-Ketua

Sekretaris

:Pecatatan

Peserta Sidang /Rapat

1. Pembukaan
2. Pembahasan
:3. Peraturan

} 2 Enter

NOTULEN

.......................

i Waktu
pelaksanaan,
‘rapat, bagian
pembahasan

 diisi

{ dengan.
sub kegiatan

!, yang

sedang dibahas

. Penutup

-2 Enter

= pRl——

Daftar nama.
pimpinan sidang
| peserta
‘yang hadir
. dalam rapat;
jika banyak
¢ dapat
dipisahkan
i dalam
¢ lembar

i tersendiri

» } 2 Enter
1.

-------- asevssisvdaseerrsaaserannane

I#i rangkuman
sidang/rapat

2 Enter.

PIMPINAN SIDANG RAPAT
NAMA JABATAN

3cm

W oW om e ow B o mlm o m oM oW om o mow o mml oW oaos oMW e moWm W omoeomeom e N o mlmomom oMW W ® omow W e oW

‘Nama jabatan
: dan
Nama, lengkap
“ditulis kapital
i di awal kata

Nama Jelas

Pangkat
NIP.
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Contoh Format Peserta Sidang/Rapat

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. {0778} 461813
Kode pos 29432

} 2 {spasi.O pt)
PESERTA SIDANG/RAPAT

-2 {spasi.O pt)

Jabatan Tanda Tangan

- 2 (spasi.0 pt)

Nama Jabatan

Nama Jelas.
Pangkat
NIP,
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9. Sambutan Tertulis Walikota |
~a. Pengertian o {
Sambutan Tertulis Walikota merupakan Naskah Dinas! yang berisi
penyampaian pikiran atau wacana kebijakan Wahkota di depan .
khalayak atau di Llngkungan Pemerintah Kota Batam oleh Walikota
atau peJabat yang mewalkili. ’ '
b. Pejabat Yang Berwenang . ;
Sambutan Wahkota dlsusun dan dltandatangam oleh Wahkota
- €. Susunan ,
1) Bagian kepala Sambutan Tertulis Wahkota berupa judul
sambutan menggunakan jenis huruf arial dan d1tu11s dengan
“huruf kapital dengan ukuran 14 (empat belas) dan spas1 1,5
(satu koma lima), terdiri atas: '
a) Lambang garuda; ;
b) Judul sambutan Walikota; dan
- ¢) Tempat, tanggal, bulan dan tahun.

2) Bagian batang tubuh ditulis menggunakan jenis ‘huruf arial
dengan ukuran 14 (empat belas) dan spasi 1,5 (satu% koma lima)
berisi: ' | | | - |
a) Daftar pejabat yang dlsapa, dan
b) Isi sambutan. - ‘ o ;

‘3) Bagian kaki berisi: ‘ S |
a) Tempat, tanggal, bulan dan tahun; |

- b) Tanda tarigan Walikota; dan
. ¢) Nama Walikota.
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Contoh Format Sambutan Tertulis Walikota

WALIKOTA BATAM
2'(spasi.O pt)

SAMBUTAN WALIKOTA.
Pada .cvcieeviinsinninivnininn

Judul Sambutan
diisi nama,_
kegiatan dan

tempat sambutan

dibacakan

2 {spasi.O pt}

e e mom e e E meomomeomm o m EmoEowEeomm = =y

Yang Terhormat .............

=

Berisi nama.
orang-orang
atau pejabat
yang disapa

cosariressanes (Ucapan Salam) tivereriersenreanrins
wseiviesisannsaanaanis e (Alinea Pembuka)....

et (Ucapan Salam)........c...geeeennen.
2 {spasi.O pt)

Batam, ...... yereves yosmsenen

)

3 (spasi.0 pt)

N P

Nama Jelas

e T T T O . T I

Berisi hal-hal

. yang.
disampaikan

I Tanggal,bulan, |
‘ tahun
nama lengkap
ditulis kapital
di awal kata
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10.Siaran Pers

a. Pengertian

Siaran Pers merupakan naskah dinas yang berisi bahan berita

mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh WaJlkota atau

kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan oleh Walikiota sebagai

bahan penulisan wartawan.

b. Pejabat Yang Berwenang

Siaran pers dibuat dan ditandatangani oleh p1mp1nan unit kerja

yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan.

c. Susunan

1)

2)

3)

Bagian kepala siaran pers terdiri atas: ‘
a) Kop siaran pers menggunakan kop surat B Organisasi

Perangkat Daerah;

'b) Judul siaran pers berada simetris ditulis huruf kapltal dan

¢) Nomor berada simetris di bawah tulisan “SIARAN PERS” dan
kata “NOMOR?” ditulis menggunakan huruf kap1ta1

d) Tempat, tanggal, bulan dan Tahun. ‘

Bagian batang tubuh siaran pers memuat inférmasi dan

kebijakan Walikota yang harus diketahui oleh pubhk melalui

pemberitaan media massa.

Kaki s1aran pers terdiri atas :

a) Penanggung jawab yang ditulis di sebelah kanan bawah yang
terdiri atas: :
(1) Nama unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi

kehumasan; ‘ ’

(2) Tanda tangan pimpinan unit kerja; dan
(3) Nama pimpinan unit kerja.

(b) Nomor kontak informasi lebih lanjut dlletakkan disebelah
kiri yang meliputi: Nama pejabat atau staf yang dapat
dihubungi; dan

~ (c) Nomor telepon yang dapat dihubungi.
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Contoh Format Siaran Pers

PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIAT DAERAH
JL. Engku Putri No, 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. {(0778) 461813
Kode pos 29432

}‘2 (spasi.0 pt)

SIARAN PERS
NOMOR : coovei fvvevereef evrvinann]
(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pertomoran

;  Nomor
;urut surat
itiga digit.K~

i garing

kode klasifikasi

garing bulan
garing tahtin

vz

Judul ditulis
dengan huruf
;- kapital

gresrenesonsvecan D L R L

}- 1{spasi.0 pt}.

------------------------------------------------------------- 4esrecsasssssrssacccsannne

2 (spasi.0 pt)
enanggung Jawat,

Nama Jelas 7

L]
L]
1
L)
'
*
.
]
(]
L]
¥
(]
[
L}
[}
¥
[}
’
.
"
L
(]
L]
]
’
)
L]
¥

Hubungi Kami :

‘Kepala. Bagian Unit yang membawahi fungsi kehumasan

JLEngku Putri No 1 Batam Center batam -
: i

1

tidak ditebalkan

Siaran Pers

i memuat

- informasi
‘dan kebijakan

Pemerintah.

Kota Batam

yang harus

. diketahui.

oleh publik

i melalui

pemberitaan

media massa

Nama unit kerja,
nama lengkap
ditulis huruf”
! kapital
i pada awal
suku kata tanpa
digaris bawahi
dan

i

Nama unit Kerja
¢t dan
Nama lengkap
ditulis kapital
di awal kata.
tanda tangan
¢ pimpinan-
. unit kerja

. ) 5

3-{spasi.0 pt) 8

«(Nama)

yang
mempunyai
i tugas dan.
. fungsi
kehumasan
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11. Surat Panggilan

a. Pengertian

Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pangéilan kepada

pegawai untuk menghadap.

b. Pejabat Yang Berwenang

Surat panggilan dibuat dan ditandatangani oleh pe_]abat yang sesuai

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala surat panggilan terdiri dari:

2)

3)

a) Kop surat dinas yang ditandatangani sendiri oleh Walikota
atau atas nama Walikota menggunakan kop surat Walikota;

b) Kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan Walikota ‘menggunakan kop smrat%i Organisasi
Perangkat Daerah (OPD); | |

¢} Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang d1ket1k dengan huruf
awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dlpas,

d) Tempat dan tanggal pembuatan surai:, yang diketik di
sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomof, .

e) Kata “Sifat” yang ditulis di bawah kata “Lamplran diikuti
dengan “Hal” digaris bawahl, dan

f) Kepada Yth: ditulis nama pegawai yang dipanggilj

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat panggilan dari:

a) Hari;

b) Tanggal; ‘

c) Pukul;

'd) Tempat;

e) Nama Pejabat yang akan dijumpai;

f) Alamat; dan

g) Isi substansi panggilan.

Kaki

Bagian kaki surat panggilan memuat nama jabé.tan, tanda

tangan, dan nama pejabat yang membuat surat panggilan

tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.
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Contoh Format Surat Panggilan

' : Penomoran
o ; de klasifikasi
WALIKOTA BATAM | | g Now,
; urut surat
2 (spasi.O-pt) ! { tiga digit
: ; garing bulan

viefverefnref e Batam, tanggal, bulan, tahun, - gj‘““g‘ahun'

sscesssvsavesssrasosses

P o L |

Nomor

- Sifat
‘Lampiran
Hal

d
<
TpevsmssmserceerEYectres

Panggilan

-
.
-
.
«
.
.
3

: : 2 (spasi.O pt)
Kepada Yth:

1]

ntevHsav eI LRI Ges et Ia IR EusE

*
13
]
)
L3
.
.
3
.
AR A L LR L AR . : i
1
*
T
]
[
3
£
£
T

Hissvisussrersearncisranasena

Batam

2 {spasi.0 pt) .
, Deng ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...cceeee
SRRSO OO o [ |- M

‘Hari Cesivaseaise cisasesan L S inyesesesasevarrbeieses
Pukul L e ieaiete s eseedeetra e rre st shemsa ety eatbre s bt inneied e bnniansnnn st
Tempat : ‘
Menghadap

“Kepada

f’ Cm’ ‘Alamat

Untuk

L R T T e L L TR P P PP PR Py PO TP P

‘ Nama lengka
Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadr ditulis hf;m?_
erhatian dan dﬂaksanakan sepenuhnya. i ¢ kapital
‘ ‘pada awal
-2 {spasi.0 pt e suku kata tanpa
(sp : pY) . digaris bawahi
Wdlikota Batam, < f 4o don.
} “ tidak ditebalkan

: |
3 (spasi.0 pt) i

Nama Jelas.
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12. Sertifikat
a. Pengertian
Sertifikat adalah naskah dinas berupa pernyataan tertuhs dari
pejabat yang berwenang yang diberikan kepada seseorang atau
lembaga karena ke1kutsertaannya/ perannya dalam suatu kegiatan
dan digunakan sebagai alat bukti yang sah.
'b. Pejabat Yang Berwenang o
Sertifikat ditandatangani oleh Walikota dan Wakﬂ Walikota
menggunakan lambang garuda' atau berdasarkan penggunaan dan
kewenangan pejabat penandatangan naskah dinas, ménggunakan
Logo Daerah. | ‘ |
c. Susunan
1} Bagian kepala sertifikat terdm atas: ‘
a) Lambang negara/logo Daerah dan tuhsan “PEMERINTAH
' KOTA BATAM” diletakkan secara simetris dan dltuhs dengan
huruf kapital; "
b) Judul sertifikat; dan 1
c) Batang tubuh. S |
2) Baglan batang tubuh sertifikat terdiri atas: ,
a) Nama yang diberi sertifikat dan keterhbatan / perannya dalam
kegiatan yang dladakan, ‘
b) Judul kegiatan; dan
c) Tanggal pelaksanaan keglatan
3) Kaki Sertifikat terdiri atas :
a) Nama kota tempat penandatanganan;

b) Tanggal saat penandatanganan;

c) Nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital
pada setiap awal kata;

d) Nama pejabat penandatangan, ditulis dengan hiuruf kapital
pada setiap awal kata; dan o |

e) Lambang negara/cap dinas.
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i

Contoh Format Sertifikat yang dikeluarkan Walikdta Bataim

Tahoma 16 dibold-~——» WALIKOTA BATAM

Tahoma 18 ——  Nomor :001.K/PA.01.01/1/2021

Tatoma 18——— Diberikan kepada :
tury 26 dibold —-t
Contury 26 ¢ Nama
Tahoma 14—  Atas partisipasi sebagai ......... dalam Acara......eeeesnees
Bodoni MT Condensed 30—
yang diselenggarakan pada tanggal......eesessisees '
Batam, ’ ’ ~
(,Wa!ikota Batam
Tahoma 14— J\‘ Cap & ttd f

Y Nama Jelas

Contoh Format Sertifikat yang dikeluarkan

Organisasi Perangkat Daerah : !

Tahoma 16dibold —— PEMERINTAH KOTA BATAM

Vivaldi 56 Wama biru dibold  ———> 056 4 ﬁ%ﬂ

Tahoma 16: —  Nomor :001.K/PA.01.01/1/2021

" Tahoma 18 ——» Diberikan kepada :
Century 26 dibold ——» N ama
Tzhoma 14— Atas partisipasi sebagai ......... dalam Acara.....seseesene
Bodoni MT Condensed 30 > voss sesssseesesssasscscsncsses
yang diselenggarakan pada tanggal.......c.ecceurunesinne
Batam, . ’
¥ ‘Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
!
Tahoma 14 —»e’. Cap & ttd
‘\b

Nama Jelas
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13. Piagam Penghargaan

a. Pengertian

b.

~ Piagam Penghargaan adalah merupakan surat atau ' tlilisan resmi

yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan ;sesuatu hal

yang bersifat penghormatan.

Pejabat yang berwenang

Piagam penghargaan ditandatangani oleh Walikota.

Susunan

1)

2)

3)

4)

Bagian kepala piagam penghargaan terdiri atas: _

a) Lambang garuda dan tulisan “PEMERINTAH KdTA BATAM”
diletakkan secara simetris dan ditulis dengan‘ hu}uf kapital;

b) Tulisan “PIAGAM PENGHARGAAN” ditulis del}lgan huruf
kapital dan dicantumkan di bawah tulisan “PIEDMERINTAH
KOTA BATAM” secara simetris; dan i

Tulisan “NOMOR” ditulis dengan huruf kap1ta1 dan

dicantumkan di bawah tulisan “PIAGAM .PENGHARGAAN”

secara simetris; |

Batang tubuh: 4

Bagian batang tubuh piagam penghargaan terdiri atais:

a) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan;

b) Identitas penerima penghargaan; dan |

c) Uraian prestasi Kketeladanan yang telah dlcapal atau

diwujudkan.

Kaki

Bagian kaki piagam penghargaan terdiri atas:

a) Nama kota tempat penandatanganan;

b) Tanggal saat penandatanganan;

c) Nama jabatan penandatangan;

d) Nama pejabat penandatangan; dan - ‘

e) Tanda tangan dan cap lambang negara atau cap ¢ dlnas.
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Contoh Format Piagam Penghargaan

Tahoma 20 dibold——» WALIKOTA BATAM

Times New Roman 18 dibold — .
. PIAGAM PENGHARGAAN
\ [« SN SN Y
Tahoma 12 > WAL IKOTA BATAM dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama
Century 14 dibolg— 'IN‘eInl;xpatfl‘anggal Lahir
Jabatan
Instansi
Tahoma 12: > :
Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Walikota Batam
Tahoma 12—+ ‘
Nama Jelas - f
D. Laporan ,=

-1, Pengertian | ‘ ;
Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahﬁan tentang
pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. ‘
2. Pejabat Yang Berwenang ; ;
Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/ staf yang diberi
tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang diseréhi tugas.
3. Susunan |
a. Kepala
Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam
huruf kapital dan diletakkan secara simetris. :
b. Batang Tubuh |

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: | :

1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, nilaksud dan
tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang diiaksanakan,
faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaaﬁ kegiatan,
hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang pérlu dilai)orkan;

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukari dan pértimbangan;

dan
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4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuaft harapan/

» permintaan arahan/ uCapan terima kasih. |

. Kaki i

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawa}:1 dan terdiri

dari: | |

1} Tempat dan tanggal pembuatan laporan; !

2) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang dituiis dengan
huruf awal kapital; ‘ ,

3) Tanda tangan; dan o

4) Nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapitai.
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Contoh Format Laporan

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH .
JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. {0778) 461813
Kode pos 29432,

}-Zv(spasi,() ptl

LAPORAN
TENTANG

2‘2 (spasi.O‘ pt}
I. Pendahultian
A. Umum/Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
JII. Kegiatan yang dilaksanakan
111, Hasil yang dicapai
IV. Kesimpulan dan Saran

.. Penutup

}-2 (spasi.0 pt}:
Namd Jabatan

(spasi.O pt).

Nama'Jelas
Pangkat
NIP.

S I T T L N O S R I S R R T S R I I R A B T R I
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E. Telaahan Staf
1. Pengertian

Telaahan staf adalah merupakan uraian yang disampaikan cf>1eh pejabat

atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu

persoalan dengan memberikan jalan keluar/ pemecaihan yang

disarankan.

2. Susunan

a)

b)

Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari: ,

1) Judul telaahan staf dan diletakkan secara s1metns di tengah
atas;

2) Uraian singkat tentang permasalahan.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: ;

1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jélas tentang
persoalan yang akan dipecahkan;

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,
berdasarkan data yang ada, saling berhubuhgan seéuai‘dengan
situasi yang d1hadap1 dan merupakan kemungkman kejadian di
masa yang akan datang;

3) Fakta yang mempengaruhi, yang mémuat i‘akta yang
merupakan landasan analisis dan pemecahan persoélan;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadait) persoalan
dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan léerugiannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mﬁngkin ;:atau dapat
dilakukan; j

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang
merupakan pilihan cara bertlndak atau jalan keluar, dan

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara nngkas dan
jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi pefsoalan yang
dihadapi.

Kaki : ,

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dari: ;

1) Nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis déngan huruf
awal kapital, ‘

2) Tanda tangan;
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3) Nama lengkap; dan
4) Daftar lampiran (jika diperlukan).
Contoh Format Telaahan Staf

| i Lem
PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH
L. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461164, 462217 Fax. (0778) 461813

Kode pos 29432

2 {spasi.0 pt)
TELAAHAN STAF

2 (spasi.O pt)
‘Kepada Yth
‘Tanggal
+Nomor
;Lampiran

2 (spasx 0 pt)’“
Persoalan. a7

Praanggapan g ,
Fakta-fakta yang mempengaruhi: -

‘IV. Analisis

V.. Kesimpulan

¥
o,

"VI. SaranTindak - ‘ .

e R * i s
'Demikian disampaikan sgbageu bahsn, pertlmbangan dan Kam
.mohon arahan selanjutnya. ™ .

..y,

_-.-.‘--..-‘ -

l
i/
F
;
.'*-~a-f'&\-.—-\

- . m o

"o 2 (spast.0 pt)

.-
i

v
'

;/
o

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Fomalam e

"

/—"

v

P I
-

L]
1
t
3
»
1]
1]
L]
L]
L
1
]
1
L]
[
1}
L]
L]
1
t
1
(]
H
]
3
L]
0
]
1

isi kepada, dari;tgl, |’
lampiran, hal
ditulis kapital
di awal kata
penomoran
Kode klasifikasi’
garing Nomor.
urut surat
tiga digit
garing bulan
garing tahun

Memuat
pernyataan
i singkat dan
, jelas tentang
i persoalan
¢ dipecahkan

|Z=

Memuat
dugaan yang.

; beralasan,

| + berdasarkan data

yang ada, saling
berhubungan
sesum dengan situasi
vang dihadapi,
dan merupakan
kemungkinan
kejadian
di masa akan datang

i Memuat fakta

‘yang merupakan

i landasan

! analisis dan’
pemecahan
persoalan

: Pengaruh

. praanggapan 8

, fakta terhadap
persoalan &

akibatnya,

: hambatan serta

; Keuntungan &

¢ kerugiannya,
pemecahan/

. cara bertindak.

! yang mungkin/

- dapat dilakukan

* Mernuat intisari-

( hasil telaghan,

yang merupakan
pilihan cara’

{ bertindak/

; jalan keluar

'

Disarankan,
! yang memuat
! secara ringkas
‘dan jelas saran/
- usul tindakan
‘untuk'mengatasi.
¢ persoalan,
i yang dihadapi

‘ Namad Jabatan

: Nama Ien,,ka
. dinilis kapmS
' di awal kata
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BAB III
PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Penyusunan
Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang Selas, padat
dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penjzzusunannya
~ perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: '
1. Ketelitian : ’
Dalam menyusun naskah dinas harus mencerminkan kejcelitian dan
kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, iéi, struktur,
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengeukan
2. Kejelasan ‘
Naskah dinas harus memperhatikan kejelasan, aspek fisik, dan materi.
3. Singkat dan Padat
Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonésia yarig baik dan
benar (bahasa baku, efektif, singkat, padat, dan lengkap). '
4. Logis dan Meyakinkan | |
- Naskah dinas harus runtut dan logis yang berarti bahwaé penuangan
gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut uruta;n yang ldgis‘
dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efesién sehingga
memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskaﬁ dinas.
5. Pembakuan
Naskah dinas harus taat mengikuti aturan yang baku yéng berlaku
sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sﬁdut format
maupun dari penggunaan bahasanya agar mudah dan mémperlancar
pemahaman isi naskah dinas. :
B. Penomoran Naskah Dinas i
Nomor pada naskah dinas merupakan bagian penting délam proses
penciptaan arsip. Oleh karena 1tu susunannya harus dapat memberlkan
kemudahan penyimpanan, temu balik, dan pemlalan arsip. ! ' Penomoran
naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah dlsclenggarakan sesuai
dengan ketentuan tentang pembentukan produk hukum djaerah yang |
berlaku, sedangkan penomoran naskah dinas dalam bejntuk surat

diselenggarakan melalui sekretariat pada OPD.
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1. Penomoran Naskah Dinas Arahan
a. Penomoran Naskah Dinas Produk Hukum |
Susunan nomor naskah dinas produk hukum terdiri dar1 tuhsan
Nomor, nomor naskah tulisan Tahun dengan huruf kapltal, dan
tahun terbit.
Contoh Format Penomoran Naskahj Dinas

Produk Hukum

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR ........... TAHUN..........
ATENTANG 4
ZIZIIIIIIIIIZII?IZIIIZIZZIIZ,ZIZIIZIIIZ%ZZIZZZIZI
| Tahun Terbit |

\ 4 ?
|Nomor Naskah Tiga Digit (dalam satu tahun takwim)|

b. Penomoran Naskah Dinas Pemberitahuan, Petujuk/Arahan
Susunan nomor naskah dinas pemberitahuan, petﬁjuk/ arahan

terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah tulisan Tahun dengan

huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Naskah Dinas

Pemberitahuan, Petujuk /Arahan

SURAT EDARAN INTRUKSI EDARAN
NOMOR ........... TAHUN.......... NOMOR,.......... TAHUN.........
ANG 4 - 4TENTANG
TR IIIZIIIZZIIIIZ;IIIZIZZIIZIIIZIZIIIZI:ZIEIIIIIII
z { Tahun Terbit | «

| Nomor Naskah Tiga Digit (dalam satu tahun takwim)|-

c. Penomoran Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ Siflrat Tugas) -~
Susunan penofnoran s4urat‘ perintah/surat tugas adeilah sebagai
berikut: |
1) Kode klasifikasi;

2) Nomor urut surat perintah/surat tugas;
3) Bulan;dan
4) Tahun terbit. o |
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Contoh Format Surat Perintah/Surat Tugas:

Nomor: KA00/001/1/2021 g
i ; :
; : » Kode Klasifikasi E
» Nomor Urut Surat Tiga Digit (Dalam satu tahun takw1m)
» Bulan (Ditulis Angka Romawi)

2. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi ’
a. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagai foerikut:
1) Contoh format penomoran Nota Dinas
Susunan penomoran Nota Dinas adalah sebagai berikilt:
a) Nomor urut Nota Dinas; |
b) Kode klasifikasi;
c) Bulan; dan
d) Tahun terbit.

Contoh Format Nota Dinas:

Nomor: 001/KA 00/1/2021

i
i
[

» Nomor Urut Surat Tiga Digit (Dalam satu tahun takw1m)
» Kode Klasifikasi ‘ g
» Bulan (Ditulis Angka Romawi) ‘
ey Tahun : s

2) Contoh format penomoran Disposisi
Nomor Agenda: 000 (tiga digit)
3) Penomoran Undangan Intern : |
Susunan penomoran surat undangan intern sama dengan
penomoran Nota Dinas. Penomoran dilakukan oleh ma%sing—masing
unit kerja. | |
4) Penomoran Memo
Susunan penomoran Memo sama dengan penomOran gNota Dinas.

Penomoran dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
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b. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Eksterﬁ
1) Penomoran Surat Dinas |
Susunan nomor surat dinas meliputi: _
a) kategori klasifikasi keamanan surat dinas;" ;
b) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun taWim);
¢) kode klasifikasi arsip; '
d) bulan; dan | |
e) tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas

Nomor: 1?/001/KA.00/I/2021
% Kategori Klasifikasi Keamanan Yang BersifatéRahasia
Nomor Urut Surat Tiga Digit. (Dalam satu taliun takwim)
Kode Klasifikasi %
- Bulan [Ditulis Angka Romawi)
Tahun

Yy vyvyvyy

\{

2) Penomoran Surat Undangan Ekstern
‘Susunan penomoran Surat Undangan Ekstern saima dengan
penomoran Surat Dinas. |

3. Penomoran Naskah Dinas Khusus
a) Naskah Dinas Khusus meliputi:

1) Surat Perjanjian,;

2) Surat Kuasa; |

3) Berita Acara;

4) Naskah Serah Terima Jabatan;

5) Surat Keterangan;

6) Surat Pengantar;

7) Pengumuman,;

8) Notulen;

9) Sambutan Walikota;

- 10) Siaran Pers;

11) Surat Panggilan;

12) Sertifikat; dan ,

13) Piagam Penghargaan. 1

b) Susunan penomoran naskah dinas khusus | |

1) Nomor urut tiga digit dalam satu tahun takwiﬁa;
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2) Huruf K menunjukkan kategori bentuk surat Rhusus;
3) Kode klasifikasi; |
4) Bulan; dan |
5) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Naskah Dinas Khusus

Nomor: 001/K/KA.00/1/2021
b :
; - Nomor Urut Surat Tiga Digit (Dalam satu tahun takwim)

- Huruf K Menunjukkan Kategori Naskah Dmas Khusus

Kode Klasifikasi :

» Bulan (Ditulis Angka Romawi)

b Tahun

vy vy

4. Penomoran Laporan
Susunan penomoran Laporan sama dengan penomoran Notél Dinas.

5. Penomoran Telaahan Staf
Susunan penomoran Telaahan Staf sama dengan penorjnoran Nota
Dinas. ' |

C. Nomor Salinan Surat _

Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjﬁkkan biahwa surat

tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan distribusinya terterzltu /diawasi..

Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut:

1. Semua surat yang mempunyai tingkat keamanén sangat
rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman fJertama;

2. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus safma dengan
daftar distribusinya. Daftar distribusi harus dicantumkfan sebagai
lampiran. |

D. Nomor Halaman ,

Nomor halaman naskah dinas produk hukum daerah menggun%.kan nomor

angka arab dan dicantumkan secara sistematis di tengah atas dengan

membubuhkan tanda penghubung (-) sebelum dan setelah nomor kecuali
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas
tidak perlu méncantumkan nomor halaman. |

Contoh :
-
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E. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Perfyambung

1.

2.

Jarak Spasi : ‘

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatii{an aspek

keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dine{s dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: |

a. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi;

b. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertéima dengan
baris kedua adalah satu spasi; '

c. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluaim;

d. Setiap alinea dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan teks
sebanyak lima ketukan vdari margin kiri. ;

Jenis dan Ukuran Huruf |

a. Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah arial
dengan ukuran rinci dilihat contoh format;

b. Jenis huruf yang dlgunakan untuk naskah dinas arahan adalah
bookman old style ukuran 12 (dua belas);

c. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan jenis huruf airial ukuran
11 (sebelas) atau 12 (dua belas). ‘

Kata Penyambung | ‘ ,

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tz;.nda bahWa

teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskaih lebih dari

satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiép halaman

pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah hala:ﬁan dengan

urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyfiambung itu

diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnyail. Jika kata

~pertama dari halaman berikutnya menunjukkan pasal atau% diberi garis

bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan

sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian? bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Haléman 1
| Baris Paling Bawah |

adalah media yang digunakan... (minimal empat kata)

adalah media yang digunakan... |4 Kata Penyambung
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Kata pertama pada halaman 2, baris paling atas k1r1 adalah media
yang digunakan untuk ...dst '

-

adalah media yang digunakan unttXe... s

At

F. Lampiran :

Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lamf)iran harus

diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor halamaﬁ lampiran

merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
G. Daftar Distribusi :

Daftar distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oieh pejabat

sekretariat dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian néskah dinas.

Setiap pendistribusian menunjukan pejabat yang 'iberhakz menerima

naskah. | |

H. Tembusan |
Tembusan surat bagian ini dicanttimkan di sebelah kiri bélwah, yang
menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tfersebut.

I. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian dalam penyusunan naskah dlnas, diatur
‘supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh
karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan n%iskah, baik
pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehinéga terdapat
ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruan}; tepi§ dilakukan
berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang dlgunakan untuk
membuat naskah dinas, yaltu !

1. Ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dlnas 2 (dua)
spasi di bawah kop, 4dan apabila tanpa kop naskah d1nas sekurang-
kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas; i

2. Ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 2,5 cm darl tepi bawah kertas;

3. Ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 3 cm dari tep1 kiri kerjcas, dan

4. Ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Dalam pelaksanaannya, penentﬁan ruang tepi seperti terseiout di atas

bersifat fleksibel, dlsesualkan dengan banyak atau t1daknya isi suatu

naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk Juga jarak spas1 dalam

paragraf hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan este'gka).
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J Penggunaan Bahasa

Bahasa yang dlgunakan di dalam naskah dinas harus _]elas, tepat dan
menguraikan maksud, tujuan serta isi naskah. Untuk itu, perlu
' diperhatikan pemakaian kata dalam kalimat dalam susunan yang baik dan
benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku yaitu tata bahasa
baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indone31a Ejaan yang
; d1gunakan di dalam naskah adalah ejaan bahasa Indone31a sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. o
K. Penggunaan Kertas, Sampul Surat, Susunan Surat Dinas dan Papan
o Nama. Kertas dan Sampul - Surat merupakan medla/ sarana surat-
menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasitkedinasfan. |
1. Penggunaan Kertas 2
~a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal
70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-rnenyurat penggandaan
dan dokumen pelaporan A :

b. Pembuatan naskah dinas dari draft hingga nett yang d1bubuh1 paraf
tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari
draft sampai dengan d1tandatangan1 merupakan satu berkas arsip.

c. Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen, harus
mengguhakan kertas dengan standar kertas,kualiitas terbfaik.

d. Kertas yang digunakan untuk: ,‘ | e

1) Naskah dinas arahan, Korespondensi, Laporan dan Telaahan‘
Staf adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci).

Dlsamplng kertas A4, untuk kepentlngan tertentu dapat o

digunakan kertas dengan ukuran berikut:
a) F4 (210 x 330 mm)
b) A5 (210 x 148 mm)
c) A3 (297x 420 mm)
2) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran
297 x 210 mm (8% x 11% 1n01) dan F4 yang berukuran 210 x
330 mm; dan

3) Naskah dinas perjanjian luar negeri menggunakan :kerta's yang

ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.
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2. Sampul Naskah Dinas _‘
Sampul Naskah Dinas adalah sarana kelengkapan pényampaian
naskah dinas terutama untuk surat keluar instansi. Ukur%m, bentuk,
dan warna sampul yang digunakan untuk surat-m;enyurat di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam, diatur sesuai dengaﬁ keperluan
OPD masing-masing dengan mempertimbangkan eﬁsiénsi. Jenis
sampul naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam terdiri
atas :
a. Sampul Naskah Dinas Jabatan;
b. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah. :
Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinaé perangkat
daerah yang dimaksud berbentuk empat persegi panjang.
a. Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampai neiskah dinas
Perangkat Daerah meliputi:
1} Sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30
cm;
2) Sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25
cm; 7
3) Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar
18 cm; dan S i ,
4) Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 228 cm dan
lebar 14 cm. S
b. Jenis kertas sampul naskah dinas menggundkan kefrtas casing
dengan warna : |
1) Putih untuk sampul naskah dinas jabatan; dan
2) Coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah
Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negarg berwarna
kuning emas, nama jabatan, alamat, nomor telepon, faksimile, dan
kode pos di bagian tengah atas. Sampul perangkat déerah berisi
nama pemerintah Kota Batam, nama OPD yang befrsangkutan,
alamat, nomor telepon, faksimile, dan kode pos di bagian tengah
atas. Sampul UPT berisi nama Pemerintah Kota Batam,é nama OPD
dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepoﬁ, faksimile,
dan kode pos di bagian tengah atas. Pada sampul naiskah dinas
jabatan, OPD dan UPT dapat ditulis alamat email dan / atau website
Pemerintah Kota/OPD/UPT bersangkutan |
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Format Sampul Naskah Dinas

55 em-

WALIKOTA BATAM
i Telp. (0778) Fax. (0778) .4 Arial 18 :
v Kode Pos vresverere 1 CTRL

Kepada
Yth Sdr.

di-

X
}‘H:m

PEMERINTAH KOTA BATAM ——» a1
SEKRETARIAT DAERAH > Auis

JL 8 Telp. (0778) Fax. (0778} ..icnenn
|5

BATAM — Anal 12

}—> Adat9

Kepada
Yth Sdr.

3. Susunan Surat Dinas
a. Kop Surat
Jenis kop naskah dinas d1 Lingkungan Pemerintah Kota Batam
terdiri atas: |
1) Kop naskah dinas jabatan

Kop naskah dinas jabatan untuk Wahkota/ Wak11 Walikota

Batam yang ditandatangani oleh Wahkota/ Wak11 Wahkota

Batam: ;

a) Lambang negara berwarna kuning emas dan ditémpatkan di
bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam ;bentuk dan
susunan produk hukum;

b) Lambang negara berwarna kuning emas dan ditémpatkan di

bagian tengah atas serta alamat, nomor telei)on, nomor



-136-

faksimile, dan kode pos ditempatkan di bagian béwah' untuk
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

2) Kop naskah dinas perangkat daerah
de naskah dinas perangkat daerah Kota Batam un;tuk naskah
dinas yang ditandatangani bleh Staf Ahli Walikota, Kepala OPD
Kota Batam/Unit Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk,
memuat sebutan Pemerintah Kota Batarri, nama% organisasi
perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nbmor fal%simile, dan
kode pos. |

3) Kop naskah dinas Kecamatan ‘

Kop naskah dinas kecamatan Kota Batam memﬁat sebutan
Pemerintah Kota Batam, nama Kecamatan, alarihat, nomor
telepon, nomor faksimile, dan kode pos untuk na{skah dinas
yang ditandatangani oleh camat di Lingkungan Pemérintah Kota
Batarh. ‘ |

4) | Kop naskah dinas Kelurahan; :

Kop naskah dinas Kelurahan Kota Batam memu;'at sebutan
Pemerintah Kota Batam, nama Kecamatan, Keluraﬁm, alamat,
nomor telepon, nomor faksimile, dan kode "'pos unftuk naskah
dinas yang ditandatangani oleh lurah di Lingkungan%Pemerintah
Kota Batam. ' | ,

5) Pada Kop naskah dinas jabatan, OPD, dan UPT, Kecématan dan
Kelurahan dapat ditulis alamat email dan/ at;alu website
Pemerintah Kota/Organisasi Perangkat Déerah JUPT/
Kecamatan/Kelurahan bersangkutan. |

b. Tanggal Surat y ;

Tanggal surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut :

1) tanggal ditulis dengan angka arab; |

2) bulan ditulis lengkap; dan :

3) tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka araB.
c. Hal

Hal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengain kelompok

kata singkat tetapi jelas. Hal perlu dicantumkan der:igan alasan

berikut: ‘t

1) menyampaikan penjelasan singkat tentang mfateri yang
dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komuniikasi;

2) memudahkan identifikasi; dan
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3) memudahkan pemberkasan dan penyimpanari surat.
d. Alamat Surat
1) Suraf Dinas ditujukan kepada nama jabatan pirripinan dari
instansi pemerintah yang dituju. Surat Dinas tijdak dapat
ditujukan kepada identitas nama individu dan nama iflstansi;
2) Surat Dinas yang ditujukan kepada pejabat negara ditjulis dengan

urutan: nama jabatan, jalan, kota dan kode pos.

Contoh Format Kop Surat

WALIKOTA BATAM

Y
PEMERINTAH KOTA BATAM ———» Adsl 14
SEKRETARIAT DAERAH —— A®ls

orreorarisneni . Telp. (0778) Fax. (0778)

Email..connena:

BAT}([G-M«‘ . 12

1.5¢cm
le———»

}——> Arial 9

Aial9 e KOdE POS urveerer Jdem

o |
PEMERINTAH KOTA BATAM ——> avai14
SEKRETARIAT DPRD ——* it

eorrreereernsresns Telp. (0778) Fax. (0778)

J—> Arial9 :

BATAM —>  Adal 12 :
Aol 4— Kode Pos ........... 1cm

1em . !
PEMERINTAH KOTA BATAM — adaita
BADAN.....ccoovrrrmrmrrereecenans > Aial 18

}——> Arial g

BATAM ——»  Adat 12’

Aial9 «— Kode POS ......... dom

tem

PEMERINTAH KOTA BATAM —* Arial 14.
DINAS w..ooooveerreerserivnseenerenns > s

N
L SRR, - Telp. (0778). o FaxX. (0778), }—;— Arial 9
EMEiL.ciosisestiesimienniareasssens :

BATAM —» Aral 12

15¢cm
*

4 cm

1cm

Aol 9 4 KOO8 POS w.ovcrke. 1 CT

v

1om

PEMERINTAH KOTA BATAM ——— pial 12
KANTOR eeceeeeceecerencvennns T Adalig

aem Email

\..20cm

}—> aralg

BATAM —  Ariat 12

Arial® 4~ Kode P0S ... Teom
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Warna Tinta

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. Tinta

yang digunakan untuk meﬂandatangani dan paraf na:skah dinas

berwarna biru tua. Tinta yang dipergunakan untuki keperluan

keamanan naskah dinas berwarna merah.

Stempel Jabatan

1) Jenis stempel untuk naskah dinas di Llngkungan Pemerlntah

2)

b)

Bentuk dan Ukuran terdiri atas:

a)

b)

- Kota Batam terdiri atas:

Stempel jabatan adalah stempel jabatan Walikota i3atam yang
berisi nama jabatan dan menggunakari Lambéng Negara
dengan pembatasan tanda bintang; . |

Stempel Ketua DPRD adalah stempel Ketua DPRD Kota
Batam yang berisi nama jabatan dan menggunakgn lambang

daerah dengan pembatasan tanda bintang; dan

- Stempel perangkat daerah terdiri atas: 'stempelg OPD yang

terdiri dari stempel Sekretariat Daerah, Sekreta;riat DPRD,

Inspektorat, Bappeda, kDinas Lembaga Teknis dan Lembaga

Lainnya, stempel Kecamatan, stempel Kelurahan dan stempel

perangkat daerah untuk keperluan tertentu '

Stempel jabatan Walikota Batam, stempel perangkat daerah

berbentuk lingkaran.

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah mehputl

(1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Jabatan dan
stempel perangkat daerah adalah 4 cm;

(2) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan
dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm;

(3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel _]abatan dan
stempel perangkat daerah adalah 2,7 cm; .

(4) Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran
dalam maksimal 1 cm. :

(5) Ukuran stempel OPD untuk keperluan tertentu mehput1
(a) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Jabatan

dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm
'(b) Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan
dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm,



3)

4)

S)

7)
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(c) Ukuran garis tengah lingkaran da.lam sterripel jabatan
dan stempel perangkat daerah adaiah 1,2 c;:m;

(d) Jarak antara 2 (dua) garis yang terda%lp'at dalam
lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. |

Contoh Format Stempel Keperluan Tertentu

11‘8 cm

1.7cm 3 _;m1.7 cm

Stempel perangkat daerah untuk keperluaﬁ tertentu
dipergunakan untuk kartu pegawai, tanda pengend, dan
sejenisnya. ‘

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabaitan adalah
Walikota/Wakil ~Walikota Batam. Pejabat yang berhak
menggunakan stempel perangkat daerah adalah k%epala OPD,
kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang
berwenang. |
Perangkat Daerah Kota Batam yang berhak ménggunakan
stempel perangkat daerah meliputi: '

a) Sekretariat Daerah;

b) Sekretariat DPRD;

~¢) Dinas Daerah,;

d) Lembaga Teknis Daerah;

e) Kecamatan; |

f) Kelurahan; dan :

g) UPT. ‘

Stempel untuk dinas menggunakan tinta berwarnaj ungu dan
dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang
menandatangani naskah dinas dan kena sedikit tainda tangan
pejabat yang berwenang.
Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabfatan untuk
naskah dinas dilakukan unit yang membidaﬁgi urusan

ketatausahaan pada sekretariat.



8)

9)
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Kewenangan pemegang dan penyimpan ;stempelf perangkat
daerah dilakukan oleh unit yang mémbidarilgi urusan -
ketatausahaan pada setiap OPD, dan Bagian Sekretafiat Daerah.
Unit yang membidangi urusan ketatausahaan dan Bagian pada

Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas penggunéan stempel.

10) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpén stempel

ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

11) Untuk pengamanan stempel naskah diﬁas di gLingkungan

1)

2)

3)

4)

Pemerintah Kota Batam dapat menggunakan kode teftentu.

.. Papan Nama

Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Kota B;atam terdiri
atas: _
a) Papan nama kantor Walikota Batam, berisi tuiisan Kantor
Walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
b) Papan nama perangkat daerah di L1ngkungan Pemerintah
Kota Batam, berisi tulisan pemerintah Kota Batam dan nama
OPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepqn dan kode
pos.
Papan nama di Lingkungan Pemerintah Kota Batarin berbentuk
empat persegi panjang. Ukuran papan nama di iLingkungan
Pemerintah Kota Batam disesuaikan dengan besar bahgunan
Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama Kantor
Walikota dan Perangkat Daerah di L1ngkungan Pemermtah Kota
Batam ditetapkan oleh Walikota. i
Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat
yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letaki dan bentuk
bangunannya. Bagi beberapa kantor, OPD yang bera{da di bawah
satu atap atau komplek, dibuat dalam satu papan? nama yang

bertuliskan semua nama OPD.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakian tahapan

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus

diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:
A. Naskah Dinas Masuk

1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diteﬁma dari

orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas maéuk:

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di un:it kearsipan

atau sekretariat; ‘
Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila di:terima oleh
petugas atau pihak yang berhak menerima di unit keafsipan;
Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung keﬁada pejabat

atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kéarsipan

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan me1a1u1 tahapan

sebagai berikut:

a. Penerimaan

b. Naskah dinas masuk yang diterima dalam smnphl tertutup

dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan sangat
rahasia (SR), rahasia (R}, terbatas (T), biasa (B)

c. Pencatatan |

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas ?penerimaan
yang telah dikelompokkan berdasarkan kategoﬁ klasifikasi
keamanan;

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan’ dengaﬁ registrasi
naskah 'dinas pada sarana pengendalién naskah dinas.
Registrasi naskah dinas dapat dilihat pada tabel beirikut:

BUKU AGENDA SURAT MASUK
No Tgl Asal Tgl Nomor Isi Disposisi Tanda | Ket
Urut | Terima | Surat Surat Surat | Ringkas | Isi Unit Terima
Surat Pengolah |
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7 @8) : (9) (10)
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Keterangan: » :
(1) No. Urut . diisi nomor urut surat mas{lk di unit
 kearsipan ‘
(2) Tgl Terima Surat : diisi tanggal surat diterima d1 unit
kearsipan » |
(3) Asal Surat : diisi nama atau instansi pengirim
surat
(4) Tgl. Surat :  diisi tanggal yang tertera pajda surat
(5) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat
(6) Isi Ringkas . diisi isi ringkas dari surat
(7)  Isi Disposisi : diisi disposisi arahan daf‘i Kepala
| ' Dinas
(8)  Unit Pengolah . diisi unit pengolah tujuan surat
setelah diarahkan sesuai diengan isi
ringkas surat
(9)  Tanda terima :  diisi paraf dan nama péneﬁma surat
di unit pengolah |
(10) Ket. (Keterangan) diisi hal-hal yang tidak tercakup

dalam kolom lain sepe‘jrti surat
berupa faks/email, t1dak ada
lampiran  atau lampirain tidak

lengkap

3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapa;t berupa:
a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk |
b) Agenda Elektronik
1. Pengarahan :

a. Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori san:gat rahasia,
rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada uf‘lit pengolah
yang dituju. ‘

b. Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biésa/ terbuka
dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami
keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untlflk dibuat
lembaran disposisi yang akan menindaklanjuti nziskah dinas

tersebut.
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2. Penyampaian :
a. Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai
dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dmas

b. Bukti penyampaian naskah dinas masuk dapat dlhhat pada tabel

berikut:
BUKU PENYAMPAIAN SURAT MASUK
No Tgl No No Isi |Kasiatau Tgyé Tanda.
Urut |Disposisi| Disposisi /iiﬂ Ringkas Ka;;l:;ag , D’I;z;l:sl; i Terima
. Surat dituju » . ‘
Wl @ | @& | @] 6 | @ M ®
Keterangan: ,
(1) No. Urut : diisi nomor urut pencétatan
(2) Tgl. Disposisi : diisi tanggal diéposisi
(3) No. Disposisi :  diisi nomor disposisi
(4) No, Tgl/Asal Surat : diisi nomor . surat,jfg tanggal
‘ surat, dan asa_} surat
(5) Isi Ringkas ’ :  diisi isi ﬁngkas surat ;

(6) Kasi atau Kasubbag yang : diisi Kasi atau Kasubjbag yang

- dituju o dituju  setelah (iiarahkan

| sesuai isi ringkasg naskah
dinas

(7) Tgl. Terima Disposisi :  diisi waktu peinerimaan
disposisi | |

(8) Tanda Terima : diisi paraf dan nama %penerima

surat di unit pengolah:

c. Bentuk bukti penyampaian naskah dinas berupa Buku; Ekspedisi.
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Flowchart Naskah Dinas Masuk di Organisasi Perangkat Daerah ‘

Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag Adm. -
No Tahap Keglatan Umum dan Kepala Staf Pengolah Kepala
Penog:éah Kepegawaian/ oFD Bagian/Bidang Kepala Seksi Baglan/Bidang Kelengkapan Waktu Output
Perlengkapan:
Menerima dan memeriksa
kebenaran naskah dinas
masuk apakah sudah sesuai”
d 1 alamat naskah dinas : Surat Pengantar Surat
1 masuk yang dituju dan L__J dan Buku 15 menit | Pengantar dan
membubuhkan tanda tangan ’ Ekspedisi Buku Ekspedisi
serta nama pada tanda
terima surat pengantar.
dan/atau buku ekspedisi.
Melakukan pemilahan dan
penggolongan naskah dinas
berdasarkan kategori
Klasifikasi keamanan. Untuk
surat pribadi dapat langsung
disampaikan ke tujuan surat
tanpa dilakukan pencatatan.
Sedangkan naskah dinas
terbagi atas sangat rahasia
{SR} , rahasia (R) , terbatas 1 Surat Surat
N " Berdasarkan ..| Berdasarkan
2 (T} dapat disampaikan Kategori dan 15 menit Kategori dan
langsung kepada unit Disposist Dispasisi
pengolah yang dituju dan
biasa (B) dilakukan dengan
membuka, membaca dan
memahami keseluruhan isi.
dan maksud naskah dinas
untuk dibuat lembaran
disposisi yang akan
menindaklanjuti naskah -
dinas tersebut. -
Melakukan pengendalian
naskah dinas dilakukan
a dengan registrasi naskah -
dinas pada buku agenda .
surat masuk.
Buku Agenda . ..t Buku Agenda
3 S P [j Surat Masuk 30 menit Surat Masuk
Menyampaikan naskah dinas -
masuk ke kepala subbagian
b. jadministrasi umum dan
kepegawaian atau
perlengkapan.
Mengidentifikasi surat dan
a.- |menuangkan dalam lembar
disposisi. . l—_] Naskah Dinas Nagkah Dinas
4 N ) | — Masukdan {30 menit] Masukdan
Menyampaikan naskah dinas | Disposisi. Disposisi
b. |yang memeriukan tindak
lanjut ke pimpinan OPD..
Membuat disposisi nagka{h' ’ Naskah Dinas Naskah Dinas
5 dinas masuk sesuai dengan 1‘ | . . Masuk'dan. {15 menit] Masuk dan
isi naskah dinas. g Disposisi Disposisi
Mencatat hasil disposist
& {naskeh dinas dari Pimpinan | Buku'Agenda Buku Agenda
OPD. l 1 . ) Surat Masuk, Surat Masuk,
6 Menyampaikan naskah dirias — ) ) Naskah Dinas | 15 menit| Naskah Dinas
b masul.c ke baglax.llbxd'al:xg Ma.suk dan . Ma.suk da.n
sesuaj dengan disposisi Disposisi Disposisi
Pimpinan OFD. -
Meregistrasi naskah dinas Buku Agenda Buku Agenda
8- Imasuk di bagian/bidang. Surat Masuk Surat Masuk .
. ‘ Bidang/Bagian, . |Bidang/Bagian,
7 6 Menyinlx(pa‘.\('lmr;l naskah dinas - |_| l Naskah Dinas 15 menit Naskah Dinas
: gxas'u ; g €paia Masuk dan Masuk dan
agian/Bidang Disposisi Disposisi
Mermbuat disposisi naskah | : Naskah Dinas Naskah Dinas
8 dinas masuk sesuai dengan ‘ ",‘ | Mgs_uk dan 15 menit Ma;uk Qa‘n
arahan Kepala OPD. Disposisi Disposisi
Mencatat hasil disposisi .
. dinas dari K . Buku Agenda Buku Agenda
& gaa;llcaanh/mdang.an epala. Surat Masuk Surat Masuk
T o . . Bidang/Bagian, .. |Bidang/Bagian,
9 Mendxsmbusxkan naskah | _J\L 5 Naskah Dinas 15 menit Naskah Dinas
b dma:jmas;k ke Kc;])(ala IS;kSi o ) masuk dan masuk dan
* |sesual ist disposisi Kepal : N ") L
Bagian/Bidang. . Disposisi Disposisi
Memproses naskah dinas " .
s - Naskah Dinas Naskah Dinas.
masuk sesuai dengan isi .
| [ ey L Moo dan |60 ment| sl dan
Bagian/Bidang.
Menvim naskah dinas Naskah Dinas Naskah Dinas
1 N S Tk Masukdan  |15menit| Masuk dan
masuk di baglan/bidang. Disposisi Disposisi_
B. Naskah Dinas Keluar

1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yé.ng dikirim
ke orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas i<e1uar:

a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregisftrasi di unit

kearsipan atau  unit lain yang menyelénggaral;an fungsi

i

i
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kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikiﬁmkén langsung

oleh pejabat atau staf unit pengolah.

b. Sebelum diregistrasi

‘kelengkapan naskah dinas, mehputlz

1)
2)
3)
4)
S)

Nomor naskah dinas;
Cap dinas;

Tanda tangan;

Alamat yang dituju; dan

Lampiran (jika ada).

harus dilakukan pemenksaan terhadap

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalﬁi tahapan

sebagai berikut:

a. Pencatatan

1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregiétrasi pada

sarana pengendalian naskah dinas keluar.

Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengé.n registrasi

2)
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
Informasi sarana pengendalian naskah dinas k(}luar dapat '
dilihat pada tabel berikut: |
BUKU AGENDA SURAT KELUAR
No Asal Tgl: | Nomor Isi Tujuan | Pengirim Peﬁerima - Ket
Urut | Surat | Surat Surat Ringkas Sﬁrat e
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) )
Keterangan:

(1) No. Urut : diisi nomor urut surat yang ;;diterima di
unit kearsipan dari unit penf;olah ‘untuk
dikirim ke Instansi tujuan |

(2) Asal Surat : diisi nama unit pengolah pengili’im surat

(3) Tgl. Surat . diisi tanggal yang tertera pada éurat

(4) Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

(5) 1Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat ‘

(6) Tujuan Surat diisi alamat tujuan yang tertera pada surat

(7) Pengirim . diisi nama petugas umt pepgolah yang

menyampaikan surat ké unit kéarsipan



(8)

()
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Penerima : diisi nama penerimaén surét di unit
A - kearsipan | |

Ket.(Keterangan) : diisi dengan hal yang tldak tercakup dalam

kolom lain seperti surat dlklnm dengan

antar langsung atau delf'lgan jasa

pengiriman yang disertai nafna petugas

unit kearsipan.

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar. antaraii lain dapat

b. Penggandaan

1)

2)

3

berupa:

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar.
b) Agenda Elektronik.

Penggandaan naskah dinas adalah keglatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedla sesuai
dengan kebutuhan; :
Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas
keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak

Penggandaan naskah dinas keluar yang : kategoﬁ klasifikasi
keamanannya sangat rahas1a, rahasia, dan terbatas harus

diawasi secara ketat. S |

c. Pengiriman

1)

2)

3)

Naskah dinas keluar yang akan dlkmmkan oleh umt pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat
lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori
klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Kahasia (R),
Terbatas (T), dan Biasa (B) disebelah kiri atas amploﬁ.

Khusus untuk naskah dinas dengan kategoriE klasifikasi
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T)
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya
mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.
Untuk mempercepat pfoses tindak lanjut naskah ﬁinas dapat
dikirimkan secara khusus dengan menambahkan5 tanda ‘u.p’
(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang memnda.klan_]utl di
bawah nama jabatan yang dituju. J

Bukti pengiriman naskah dinas keluar dapat d111hat pada tabel
berikut: |
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BUKU EKSPEDISI

d. Penyimpanan

1) Kegiatan

pehgelolaan

' tercakup dalam kolom 1a1n

No | Tanggal| Nomor Isi. Tujuan Tanda Terima Ket.
Urut | Surat | Surat |Ringkas| Surat : " :
Tujuan Tanggal
, , Surat C :
1| @ 3) 4) () (6) {7 (8)
Keterangan: :
(1) No. Urut diisi nomor urut surat yang dikirim
(2) Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera péda surat
(3) Nomor Surat | diisi nomor yang tertera pada surat
(4) IsiRingkas diisi isi ringkas dari surat
(5) Tujuan Surat diisi alamat tujuan surat
(6) Paraf & Nama diisi paraf dan nam‘a:petugés
. instansi yang menenma surat
(7) Tanggal diisi tanggal surat dltenma
(8) Ket. (Keterangan) diisi dengan hal- hal yang tidak

naskah

dinas

keh_iar harus

~ didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit keérsipan yang

berupa sarana pengendahan naskah dinas dan pertinggal

naskah dinas keluar;

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang diSimpan Emerupakan

naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabfat seéuai dengan

jenjang kewenangannya;

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar dlberkaskan

menjadi satu kesatuan dengan naskah dlnas masuk yang

memiliki informasi atau subyek yang sama.
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Flowchart Naskah Dinas Keluar di Organiasasi Perangkat Daerah

. i

Peiaksana Mutu Baku
stat Kasubbag Adm.. .
No Tahap Keglatan . Umum dan Sekretaris Kepala { StafPengolah Kepala H .
Peag;gah Kepegawaian/ OPD OoPD Baglan/Bidang Kepala Seks} Bagian/Bidang Kelengkapan : Waktu Output
Perlengkapan . :
Mengonsep Naskah Dinas . ) .
1 |sesuai disposisi Kepala . } ; Naskah Dinas | 60 menit Konsxc);;nl:gskah
Bagian/Bidang;
Mengetik naskah dinas t— Naskah Dinas
2 |sesuai konsep dari Kepala [- Iy . Konsg;nl:.:skah 60 menit yang telah
Seksi. : diketik
Memeriksa naskah dinas. -
litka setuju menyerahkan ke Naskah Dinas Naskak: Dinas
3 Kepala Bagian. Jika tidak /\ yang telah 15menit | yangtelah
setuju, menyerahkan ke Staf \ / dicetak diparal’
Pengolah Bagiari/Bidang paraf
untuk diperbaifd.
Meémeriksa naskah dinas. Naskah Dinas
Jika setuju menyerahkan ke Naskah Dinas yang telah
4 Sekretaris OPD. Jika tidak / yang telah . 15 meénit diparaf Kepala
setuju, menyerahkan ke: diparaf Kepala Seksidan_
Kepala Seksi untuk - \ Seksi Kepala
diperbaiki. Bagian/Bidang
Memeriksa naskah dinas. . Naskah Dinas Nasal;ah‘:);ha s
Jika setuju menyerahkan ke yang telah diy ff Kepala
Kepala Dinas, Jika tidak diparal Kepala . | Giparal Rep
5 © \ . 15 menit | Seksi, Kepala
setuju, menyerahkan ke Seksidan | Bagian/Bidang,
Kepala Bagian/Bidang untuk Kepala dan Sekretaris
diperbaiki. Bagian/Bidarng OPD
. . Naskah Dinas
Memeriksa naskah dinas.- . .
[ika setuju menyerahkan ke . . an :‘.‘dah Na}kﬂh [;ys
Sekretaris OPD. Jika idak AN diparaf Kepala yang e
6 . ety Seksi, Kepala-| 15 menit |ditandatangani
setuju, menyerahkan ke . / Bagian/Bidang, oleh Kepala -
Kepala Bagian/ Bidang untuk| ' daagmn S]ckremris’ OFD-
diperbaiki. oPD
Menyerahkan naskah dinag . .
yang telah disetujul oleh ke . ; | Naskah Dinas Naskah Dinas
Kepala OPD ke Kasubbag: yang telah yang telah
7 |Administrast Umun dan E i€ : ditand, i] 15 menit [ditand i
Kepegawaian atau .{ oleh Kepala oleh Kepala
Perlengkapan untuk diberi . OPD OPD
nomot naskah dinas, :
By Naskah Dinas.
Memberl nomor dan tanggal : Nas;:;‘hg;;” yang telah
8 naskah dinas keluar; serta . | . diga ndit’an il 1s it ditandatangant
memeriksa kelengkapan. | W— oleh Ke ;Tan ment oleh Xepala
naskah dinas: - ~ phvady OPD dan sidah
. k diberi nomor
Mencatat/ meregistrasi ) e
naskah dinas ketuar N;i‘;ahtgal?'las
pada buku agenda surat . : : s yang . Buku Agenda:
A Letuar dab membert . : dx;a;:;la;{t:ngz;m Surat Keluar,
stempel pada naskah v , o Kepala, Naskah dinas
dinas, dibert nomon yang telah di
9 Melakukan I buku agenda 1 hari sa[.sumpdfkah
p.. Penggandaan naskah surat kehiar; inan Nas
- dinas sesual dengan’ amplop; Dinas, dan-
kebutuhan.. v surat
stempel surat,
St ar g surat pengantar pengantar dan/
Mengirimkan naskah ; dan/. bl buku ekspedist
c. dinas sesuai tujuan o . cksﬁcdisi
naskah dinas. : : :
Mengembalikan pertinggat . . .
naskah dinas berparaf E:} : Pckr;;z%gmp.l "c‘:“}’l‘%gma]
10 jhierarkhi yang bernomor ke nas 2% | 15 menit | P52 a8
) b . berparaf berparaf .
Bagian/Bidang Pencipta ; hierarkhi hierarkhi
untuk diberkaskan, .
Pertinggal
Mencatat/ Meregjstrasi : Pertinggal na‘s:ah ?ax}as
1 naskah dinas keluar pada naskah dinas 30 it | hie a'g:. d
buku agenda surat keluar ’D berparef meni t:ul;a: a Xe n::
pegian/bidang. ’ ‘ hierarkhi - surat kgeluar
bagian/bidang

C. Pengamanan Naskah Dinas ;
1. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naiskah dinas
katagori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dar1 :

a. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang: apabilai fisik dan
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak bejrhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wila;iah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan Negara;

b. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan irflformasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sujmber daya

i
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nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonbmi makro.
Apabila informasi yang terdapat dalam naskah diréas bersifat
sensitif bagi lembaga maupun perorangan berupa ménimbulkan
kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan% kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan rebutasi;

c. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan iﬁformasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mefxgaﬂdbatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembailga, seperti
kerugian finansial;

d. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila% fisik dan
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun
terhadap keamanan negara atau gangguan terhadap belaksanaan
tugas dan fungsi lembaga.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut ‘fdisesuaikan

dengan kepentingan dan substansi naskah dinas di sjetiap OPD,

dimungkinkan untuk membuat sekurang-kufangnya; 2 (dua)
tingkat/derajat klasifikasi naskah dinas. |

Hak akses haskah dinas: | | :

a. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, d:an terbatas
hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaéa dan yang
setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izirf, pengawas
internal/eksternal dan penegak hukum; dan |

b. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan
kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepenﬂngan.

Perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klésiﬁkasiz keamanan

dan akses.

a. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses.i
Perlakuan naskah dinas berdasarkan Klasifikasi keamanan dan
akses diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah
kiri atas untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan réhasia.
Untuk kode derajat klasifikasi: ' |
1) Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan

menggunakan tinta warna merah;

2) Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan
menggunakan tinta warna merah;
3) Naskah dinas Terbatas diberikan kode - T dengan

menggunakan tinta hitam;
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4) Naskah dinas Biasa/Terbuka tidak diberikan kbde derajat
Kasifikasi. | |

Pemberian nomor seri pengamanan dan security printing;

Security printing adalah percetakan yang bei‘hubunéan dengan

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tuj'uan untuk

mencegah pemalsuan dan perusakan serta | jaminaifu terhadap

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas.

Security printing menggunakan metode-metode tekflis sebagai

berikut: | ‘

1) | Kertas khusus adalah kertas yang dipakai sebagai pfengamarlan
memiliki nomor seri pengamanan yang letaknya diatur secara
- tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak—pihe{k tertentu.
Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai deflgan nomor
serinya sehingga memudahkan pelacakan.

2) Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada ?kertas yang
~muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar i<ertas yang
harus dilihat dengan cahaya dari belakang ker’icas, karena

variasi kerapatan kertas. |

i

Gambar 1. Watermarks §
3) Rosettes adalah suatu teknik security printing yang berbentuk
garis—garis melengkung tidak terputus dan menerhpati suatu

area tertentu. Biasanya menyerupai bunga.

Gambar 2. Rosettes .
4) Guilloche adalah suatu teknik security printing yang; terdiri dari
garis—-garis melengkung tidak terputus yang menefnpati suatu
area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga

membentuk suatu ornamen border yang indah.
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Gambér 3 Guzlloche o
5) Filter image adalah suatu teknik security printing yang hanya
dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang padaf;permukaan

cetak dan tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

Gambar 4. Filter Image
6) Anticopy adalah suatu teknik security prmtmg dengan garis
atau raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan

nampak apabila dokumen ini difotokopi.

{

Photocopied’

After Gonerat Copy

SecuPaper Sampfa:

Gambar 5. Anticopy ,

7) Microtext adalah suatu teknik security printing yar;g memakai
elemen pengamanan yang tersembunyi terdiri dari teks dengan
ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak
seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pemb‘gesar untuk

1

melihat teks ini.
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Gambar 6. Microtext :
8) Line width modulation adalah suatu teknik security érinting yang
terbentuk dari susunan garis yang mengalami pen{ebalan pada

garis-garis desain lurus maupun lingkungan pada alfea tertentu.

Gambar 7. Line Width Modulation |
9) Relief motif adalah suatu teknis security printing yai'lg dibentuk
dengan pembengkokan pada areal terteﬁtu sehjingga akan
menimbulkan image seolah-olah desain relief (mo':cif) terkesan

timbul.

; Gambar 8. Relief Motif

10) Invisible ink adalah suatu teknik security printing yang berupa
aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta
sekuriti khusus untuk mengamankan tinta tersebutz hanya akan

tampak apabila diamati di bawah sinar ultra violet.

Gambar 9. Invisible Ink
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c. Pembuatan dan pengawasah naskah dinas yang bersijfat rahasia.
Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengarﬁan dan%pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara
fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkait;an dengan
ketatausahaan. Untuk penomoran surat yang mémbutuhkan
pengamanan tinggi, diperlukan pénulisan kode khususi yang tidak
mudah untuk diingat. |

d. Kecepatan Proses
Kecepatan proses adalah sebagai berikut : z
1) amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam sételah surat

diterima. |
2) segera dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat hiteﬁma.
3) penting dengan batas waktu 3 x 24 jam seteléh sura’fc diterima.

4) biasa dengan batas waktu 5 hari kerja setelah surat ﬁiterirna.
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BAB V
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Penaridatangan
1. Penandatangan ;
a. Walikota Batam menandatangani naskah dinas dalam %bentuk dan
susunan produk hukum terdiri atas: | :
1) Peraturan Daerah Kota Batam,;
2) Peraturan Walikota Batam;
3)  Peraturan Bersama Walikota Batam; dan ;
 4) Keputusan Walikota Batam. |
b. Walikota Batam menandatangani naskah dinas dalam 'bentuk dan

susunan surat terdiri atas:

1) instruksi

2) surat edaran;

3) surat biasa; |

4) surat keterangan;

5) surat perintah;

6) surat izin;

7) surat perjanjian;

8) surat perintah tugas;

9) surat kuasa;

10) surat undangan;

11) surat keterangan melaksanakan tugas;
12) surat panggilan; | :
13) nota dinas; , ‘
14) lembar disposisi; |
15) pengumuman;

16} laporan;

17) rekomendasi;

18) telegram,;

19) berita acara;

20) memo;
21) piagam;

22) sertifikasi, dan

23) STTPP.
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c. Wakil Walikota Batam menandatangani naskah dinas dalam bentuk -

dan susunan surat terdiri atas:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perintah tugas;

surat keterangan melaksanakan tugas;
nota dinas;

lembar staf;

telaahan staf;

10) laporan;

11) rekomendasi; dan

12) memo.

d. Wakil Walikota Batam atas nama Walikota Batam menandatangani

naskah dinas meliputi:

1)

2)

3)

f) surat keterangan melaksanakan tugas;

‘dalam bentuk dan susunan produk hukum berupafl Keputusan

Walikota yang ditugaskan dan atau didelegasikan;

dalam bentuk dan susunan surat izin yang ditugasl{an dan atau

| didelegasikan oleh Walikota; : ‘

dalam bentuk dan susunan surat lainnya terdiri atais;
a) surat edaran; | |
b) surat biasa;

c) surat keterangan,

d) surat perintah;

e) surat perintah tugas;

g) nota dinas;

h) lembar disposisi;
i) pengumuman;
j) telegram;

k) berita acara;

1} piagam; dan

m) sertifikat.
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- 4) Penandatanganan naskah dinas sebagaimapa dim:;lksud pada
angka 1), angka 2), angka 3) wajib difembusl%an kepada
Walikota sebagai laporan. v

Sekretaris Daerah Kota Batam menandatangani najskah dinas

dalam bentuk dan susunan terdiri atas: |

1) surat biasa;

2) surat keterangan; : |

3) surat perintah;

4) surat perjanjian;

5) surat perintah tugas;

6) surat perintah pexjalanan dinas;

7) surat kuasa;

8) surat undangan;

9) surat keterangan melaksanakan tugas;

10) surat panggilan;

11) nota dinas;

12) nota pengajuan konsep naskah dinas;

13) lembar disposisi;

14) telaahan staf;

15) pengumuman;

16) laporan;

17) rekomendasi;

18) surat pengantar;

19) lembaran daerah;

20) berita acara;

21) notulen; |

22) memo;

23) daftar hadir; dan

24) sertifikat. |

Sekretaris Daerah Kota Batam atas nama Walil%ota Batam

menandatangani naskah dinas yang meliputi:

1) dalam bentuk dan susunan produk hukum berupé Keputusan
Walikota yang ditugaskan dan atau didelegasikan;

2) dalam bentuk dan susunan surat izin yang ditugasi;;an dan atau
didelegasikan oleh Walikota; =

3) dalam bentuk dan susunan surat lainnya yang terdiiri atas:

a) surat edaran;
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b) surat biasa;

c) surat keterangan;

d) surat perintah;

e) surat perjanjian;
f) surat perintah tugas;

g) surat undangan;

h) surat keterangan melaksanakan tugas;

i) surat panggilan;

j) nota dinas;

k] pengumuman,;

1) telegram;

m) berita acara;
n) piagam;

o) sertifikat; dan
p) STTP. 7
Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dim;aksud pada
a;lgka 1), angka 2), dan angka 3) wajib ditembuskan kepada
Walikota dan Wakil Walikota sebagai laporaﬁ. j

1

Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan

surat terdiri atas:

1)
2)

8)

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
laporan;

telaahan staf;

laporan; o 5
surat pengantar; |
notulen; dan

i

memo.

. Asisten atas nama Sekretaris Daerah Kota Batam menéndatangani

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri a:tas:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

~surat biasa;

~surat keterangan;

-surat perintah perjalanan dinas; {

‘surat undangan,;

surat perintah;

surat perintah tugas;

surat panggilan;
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8) nota dinas;

9) nota pengajuan konsep naskah dinas;
10) laporan; |

11) surat pengantar; dan

12) daftar hadir. é
Staf ahli Pemerintah Kota Batam menandatangani najlskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas :

1) nota pengajuan konsep naskah dinas; |

2) telaahan staf, dan

3) laporan. C

Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Ko:ta Batam
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susjunan surat
terdiri atas : |

1) surat biasa;

2) surat keterangan;

3) surat perintah; ;

4) surat izin dalam lingkup tugas pokok dan fuhgsinya;é

5) surat perjanjian, ' |
6) surat perintah tugas;

7) surat perintah perjalanan dinas;

8) surat kuass; |

9) surat undangan;

10), surat keterangan melaksanakan tugas;
11) surat panggilan;

12) nota dinas; ,

13) nota pengajuan konsep naskah dinas;
14} lembar disposisi,

15) telaahan staf;

16) pengumuman;

17) laporan;

18) rekomendasi;

19) berita acara;

20) memo;

21) daftar hadir; dan

22) sertifikat. ‘ ;

Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kotag Batamé atas nama

Walikota Batam menandatangani naskah dinas yang mélipuﬁ:



-159 -

1) dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa? Keputusan

Walikota Batam; dan

2) dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
a) surat biasa; ‘
b) surat keterangan;
¢} surat perintah;
d) surat undangan; dan
e) sertifikat.

3) Penandatanganan naskah dinas sebagaimaha diméksud pada

angka 1) dan angka 2), wajib ditembuskan kepacia Walikota,
Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagai laporafn.

Sekretaris DPRD Kota Batam menandatangani naskah idinas dalam

bentuk dan susunan surat terdiri atas:
1) surat biasa;
2) surat keterangan;

3) surat perintah;

4) surat izin dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya;%

5) surat perjanjian;

6) surat perintah tugas;

7) surat perintah perjaianan dinas;

8) surat kuasa;

9) surat undangan;

10) surat keterangan melaksanakan tugas;
11) surat panggilan,

12) nota dinas;

13) nota pengajuan konsep naskah dinas;
14) lembar disposisi;

15) telaahan staf;

16) pengumuman;

17) laporan,

18) rekomendasi;

19) berita acara;

20) memo;dan

21) daftar hadir.

Sekretaris DPRD Kota Batam atas namé

menandatangani naskah dinas yang meliputi:

Walikota

Batam
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1) dalam bentuk dan susunan produk hukum berupaf Keputusan
Walikota Batam; dan |
2) dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
a) surat biasa;
b} surat keterangan; dan
c) surat perintah. 1
3) Penandatanganan naskah dinas sebagaimaina dim'jaksud pada
angka 1) dan angka 2), wajib ditembuskan kepada Walikota,
unsur pimpinan DPRD Sekretaris Daerah sebagai laf)oran.
Kepala UPT dinas/badan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susiunan surat
terdiri atas: | |
1) surat biasa;
2) surat perintah;
3) surat perjanjian;
4) surat perintah tugas; |
5) surat perintah perjalanan dinas; |
6) surat kuasa; _
7) surat undangan; ; »
8) surat keterangan melaksanakan tugas;
9) surat panggilan;
10) nota dinas;
11) nota pengajuan konsep naskah dinas;
12) lembar disposisi;
13) telaahan staf;
14) pengumuman;
15) laporan;
16) rekomendasi;
17) berita acara;
18) memo; dan
19) daftar hadir. ;
Kepala UPT Dinas/Badan Pemerintah Kota Batam gatas nama
Kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas da‘%llamvbentuk
dan susunan surat terdiri atas: |
1) surat biasa;
2) surat keterangan;

3) surat perintah;
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4) nota dinas; dan
5) daftar hadir. : f
p. Sekretaris OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susjunan surat
terdiri atas: | ;
1) surat biasa;
2) surat keterangan; f
3) surat perintah,;
4) surat kuasa;
5) surat undangan;
6) nota dinas;
7) nota pengajuan konsep naskah dinas;
8) lembar disposisi;
9) telaahan staf;
10) laporan;
11) memo; dan
12) daftar hadir. ‘ |
q. Sekretaris OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batarril atas nama
kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam jaentuk dan
susunan surat terdiri atas:
1) surat biasa;
2) surat keterangan,;
3) surat perintah;
4) nota dinas; dan ,
5) daftar hadir. \ ;
r. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam men%andatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri é.tas;
1) surat biasa; | |
2) surat keterangan;
3) surat perintah;. ‘
4) surat izin dalam lingkup tugas pokok dan fungsinyia;
5) surat perjajian; |
6) surat perintah tugas;
7) surat perintah perjalanan dinas;
8) surat kuasa,;
- 9) surat undangan;

10) surat keterangan melaksanakan tugas;
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11) surat panggilan; f
12) nota dinas; |

13) nota pengajuan konsep naskah dinas;
14) lembaran disposisi; ,
15) telaahan staf; |

16) pengumuman; |

17) laporan;

18) rekomendasi;

19) berita acara;

20) memo; dan

21) daftar hadir. :

s. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas nar_ina Walikota
Batam menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat terdiri atas: |

1) surat biasa;

2) surat keterangan;
3) surat perintah; dan
4) surat undangan. ;

t. Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naiskah dinas

dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: .
1} surat perintah; |
2) nota dinas; »
3) nota pengajuan konsep naskah dinas;
4) lembar disposisi;
5) telaahan staf;
6) laporan; dan
7) daftar hadir. i

u. Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Képala OPD
menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan éurat terdiri
atas; |

1) surat biasa; |

2) surat keterangan;

3) surat perintah;

4) nota dinas; dan

5) daftar hadir. : ﬁ
v. Lurah menandatangani naskah dinas dalam béntuk dan susunan

surat terdiri atas:
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1) surat biasa;

2) surat keterangan,
3) surat perintah; | |
4) surat izin dalam lingkup tugas pokok dan fungsinyé.;
5) surat perjanjian; :
6) surat perintah tugas;
7) surat perintah perjalanan dinas;
8) surat kuasa;
9) surat undangan;
10) surat keterangan melaksahakan tugas;
11) surat panggilan; |
12) nota dinas;
13) nota pengajuan konsép naskah dinas;
14) lembaran disposisi;
15) telaahan staf;
16) pengumuman;
17) laporan;
18) rekomendasi;
19) berita daerah;
20) berita acara;
21) memo; dan
22) daftar hadir. ‘ ,
w. Lurah atas nama camat menandatangani naskah ciinas dalam
bentuk dan susunan surat terdiri atas: |
1) surat biasa;
2) surat keterangan,
3) surat perintah; dan
4) surat undangan. .
- x. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, | Keioaia Seksi
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan suéunm surat
terdiri atas; |
1} nota dinas;
2) nota pengajuan konsep naskah dinas;
3) telaahan staf; dan

4) laporan.
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y. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksﬁ atas nama
Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menéndatmémi naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: |
1) surat perintah;

2) nota dinas; dan v :
3) daftar hadir.

z. Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala UPT
dapat menandatangani naskah dinas Dbersifat penetapan
(beschikking) dalam bentuk dan susunan Surat Keputusan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penggunaan Garis Kewenangan | |

Pimpinan Instansi bertanggung jawab atas segala ke{f;iatan yang
dilakukan di dalam organisasinya. Tanggung jawab terisebut tidak
dapat dilimpa.hkal:l atau diserahkan kepada seorang yang bukan
pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika isurat dinas
ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dan pejabat
yang berwenang.

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis 1:<ewenangan

dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara:

a. Atas nama (a.n.) L
Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika péjabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh piejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanégung jawab
pejabat yang bersangkutan. Susunan penandatanganari atas nama
(a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang l:)ertanggung
jawab ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiaﬁ awal kata,
didahului dengan singkatan a.n.

Contoh Format Atas Nama:

a.n. WALIKOTA BATAM a.n. CAMAT ......./ LURAH .....

SEKRETARIS DAERAH ‘ SEKRETARIS CAMAT /
SEKRETARIS LURAH

NAMA JELAS NAMA JELAS

Pangkat Pangkat

NIP NIP ‘
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b. Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan _]1ka yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu5 tingkat di
bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan éetelah atas
nama (a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai

dua tingkat struktural di bawahnya.

Contoh Format Untuk Beliau:

u.b. WALIKOTA BATAM u.b. WALIKOTA BATAM

SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
u.b. u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI - KEPALA BAGIAN UMUM
UMUM
NAMA JELAS NAMA JELAS
Pangkat Pangkat
NIP NIP '

c. Untuk Perhatian (u.p.)

Alamat surat dengan menggunakan s1ngkatan u p (untuk

perhatlan) untuk keperluan berikut: ‘ A

1) Untuk mempercepat penyelesaian surat yang ciliperkirakan
dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di fﬁlingkungan
instansi;

2) Untuk mempermudah penyampaian oleh sékretariét penerima
surat pejabat yang dituju dan untuk rr;empercepat
penyelesaiannya sesuai dengan maksud surat;

3) Untuk mempercepat penyelesaian surat karena tidak menunggu

~ kebijaksanaan langsung pimpinan instansi. |

d. Pelaksana Tugas (Plt) : L

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang diéingkat (Plt),

adalah sebagai berikut.

1) Pelaksana tugas (Plt} digunakan apabila pej'abat yang
berwenang menandatangani naskah dinas belum% ditetapkan
karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian iebih lanjut.
Pelimpahan wewenang bersifat sementafa, sampal dengan
pejabat yang definitif ditetapkan, yang berlaku pallng lama 1
(satu) tahun.
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Contoh Format Pelaksana Tugas

Plt. WALIKOTA BATAM :
WAKIL WALIKOTA BATAM

NAMA JELAS

e. Pelaksana Harian (Plh) | ;
Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, Yang disiingkat (Plh)

adalah sebagai berikut: i ;
| 1) Pelaksana harian (Plh) digunakan apabila pej’abat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tldak berada di
tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaar{ -pekerjaan
sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang mengg;anﬁkannya.
2) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampal dengan
pejabat yang definitif kembali di tempat, yang ber:laku paling

lama 3 (tiga) bulan.

Contoh Format Pelaksana Harian

Plh. WALIKOTA BATAM ‘
WAKIL WALIKOTA BATAM

NAMA JELAS

f. Pejabat (Pj) :
Pejabat disingkat (Pj) merupakan pejabat sementara un;tuk jabatan
Walikota Batam Pejabat melaksanakan tugas pemeﬁntéhan sampai

dengan pelantikan pejabat definitif.

Contoh Format Pejabat

Pj. WALIKOTA BATAM

NAMA JELAS 5 ’
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g. Walikota Batam mendelegasikan penandatanganan ﬁerizinan di

bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor jkepada:; OPD yang

membidangi pelayanan periziném terpadu sepanjang difdelegasikan

dan atau diatur secara khusus oleh Peraturan Daera:h dan atau
Peraturan Walikota. |

h. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendelegasiafl penanjdatanganan

naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B. Paraf ;
Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terleblh dahulu diparaf,

dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukuim sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf koordinasi piada setiap
lembarnya.

Paraf merupakan tanda tangan singkat yang dilaksanakan ﬁ1inimal tiga

orang pejabat secara berjenjang sesuai dengan: tugas gpokok dan

fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muaitan materi,
substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. |

Penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah fdinas wajib

menggunakan format matrik. Untuk keamanan isi7naskahié dinas yang

jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum ditandatf;ingani oleh
pejabat yang berwenang maka harus dlbubuhkan paraf pejabat

pengolah pada setiap halaman. .

Paraf dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertlkal

Paraf meliputi paraf hierarkhis dan paraf koordlna31

Pembubuhan paraf hierarkhis di Lingkungan Pemerlntah Kota Batam,

dengan ketentuan sebagai berikut : ;

a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walil%ota, Wakil
Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPi?D Kepala
Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sak1t Umum
Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh mlmmal 3 (tlga) orang
pejabat secara berjenjang untuk bertanggung Jawab terhadap
substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersgbut sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan pafaf tersebut
pada sebelah kiri bawah naskah dinas yang akan ditaindatangani,
disertai dengan nama dan tanggal pemarafan. 4

b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh i)ejabat yang akan

menandatangani naskah dinas tersebut tidak mjemerluk:an paraf.
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c. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuihkan pada
lembar pertama. .

d. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan préduk hlilkum/ surat

~ yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf éada bagian
bawah. | ?

~e. Naskah dinés dalam bentuk dan susunan surét yang imempunyai

lampiran, pada lembar lampiran di sebelah kanan ;tas ditulis

lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhlr sebelah

kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwena:ng.
'Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Hierarkhis:

KOLOM PARAF HIERARKHIS

PARAF HIERARKHIS

| Wakil Walikota
Sekretaris Daerah
Asisten...

Kepala OPD

Kepala Bidang...
dst.

7. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
“ sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandaténgani oleh
pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu (E)leh Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah ~ Kota Bata%m, Kepala
OPD/Kepala Bagian Pengusul, Asisten yang fnembavéfahi bidang
hukurri, Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota. 7
b.. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan su’rat yang materinya
menyangkut kepentirigan unit lain sebelum ditandatzangani oleh
pejabat yang berwenang harus paraf terlebih dahuh;l oleh unit
pengolah, unit lain yang terkait pada lembar tefakhir né.skah.

c. Kolom paraf dapat dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.
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Contoh Format Bentuk Kolom Susunan Produk ;Hukum:;

KOLOM PARAF KOORDINASI 3 (

PARAF KOORDINASI

Wakil Walikota
Sekretaris Daerah

Asisten...
Kepala OPD
Kepala Bagian...
dst.

Contoh Format Bentuk Kolom Susunan Surat Yang Materinya

Menyangkut Kepentingan Unit Lain:

KOLOM PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

Sekretaris OPD
Unit Pengolah
dst.

Penulisan Nama Pejabat Yang Berwenang Menandatangam Naskah Dinas;
1. Penulisan nama Walikota dan Wakil Walikota pada naskah dinas
dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;dan ditulis
dengan menggunakan huruf kapital semua, sedangkan piada naskah
dinas dalam bentuk susunan surat dapat menggunakan gelar dengaﬁ
menggunakan huruf kapital hanya pada awal suku kata Ijama, tanpa
dlgarls bawahi dan tidak ditebalkan/bold. |
Contoh penulisan nama pada naskah dinas dalam bentuk produk
hukum:
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Februari 20 .......

WALIKOTA BATAM,

RAJA NONG ISA
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Contoh penulisan nama pada naskah dinas dalam bentﬁk susunan

surat:

WALIKOTA BATAM,

RAJA NONG ISA

Penulisan nama pejabat pada naskah dinas dalam Ii)entuk dan
susunan surat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional
menggunakan gelar, pangkat dan Nomor Induk Pe;;awai yang
ketentuan penulisan namanya dimulai dengan huruf kiapital pada
awal suku kata nama tanpa digaris bawahi dan tidak
ditebalkan/bold, di bawah nama dituliskan pangkat dan Nomor
Induk Pegawai yang disingkat dengan NIP.

Contoh Format Penulisan Nama Pejabat

Kepala Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam%,

Budiman Jatmiko, S.I.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19700707 200707 1 007
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BAB VI :
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN
DAN RALAT NASKAH DINAS !

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dihas harﬁs jelas dan

dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan s’perubahan,

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut.

A. Pengertian

1.

Perubahan _ :
Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas yéng diubah.
Perubahan dinyatakan dengan lembar perubahan.

. Pencabutan

Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tldak berlaku sejak

pencabutan d1tetapkan Pencabutan naskah dinas dlnyatakan dengan
penetapan naskah dinas yang baru. ;
Pembatalan
Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tldak berlaku
mulai saat naskah dinas ditetapkan. Pembatalan naskah dinas
dlnyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru.

Ralat o

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena teijadi salah
pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah
aslinya.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat

1.

Naskah dinas yang ber31fat mengatur apablla dlubah dlcabut atau
dibatalkan harus diubah, dlcabut atau dlbatalkan dengan naskah
dinas yang sama jenisnya. Keputusan walikota harus dlubah, dicabut

atau dibatalkan dengan Keputusan Walikota juga.

. Pejabat yang berhak menentukan perubahan,ﬁ pencébutan dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani na?kah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya?.
Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan
oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau éleh pejabat
setingkat lebih rendah. | |
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BAB VII

PENUTUP
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah KotaE Batam ini
merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam -

dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sesua1 dengan

keperluan masing-masing.

WALIKOTA BATAM.

dto

MUHAMMAD RUDI





